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BAB. I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, 
disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) disusun oleh Bappeda dengan mensinergikan antara visi dan misi 
kepala daerah yang terpilih dengan program-program yang telah disusun 
oleh SKPD hingga lima tahun ke depan 

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD tahun 2021-2026 
dilakukan satu tahun sebelum penyusunan dokumen RPJMD dilakukan.  
Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 memuat 
pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, 
sistematika pembahasan dan metodologi.  Selanjutnya, Rancangan 
Teknokratik ini juga memuat Gambaran Umum Kota Banjarbaru, yang terdiri 
dari Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek 
Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Bab selanjutnya memuat 
tentang Gambaran Keuangan Daerah, yang terdiri dari Kinerja Keuangan 
Daerah di Masa Lampau, Kebijakan Pengelolaan Keuangan di Masa Lampau, 
dan Kerangka Pendanaan Daerah. Pada bab terakhir, Rancangan Teknokratik 
ini memuat tentang Permasalahan dan Isu Strategis Daerah yang terdiri dari 
Permasalahan Pembangunan, serta Isu-isu Strategis Kota Banjarbaru.  

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD dilakukan sebagai bagian 
dari penyusunan RPJMD yang merupakan bagian dari perencanaan 
pembangunan daerah.  Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD sebagai 
persiapan awal sebelum dilakukannya penyusunan dokumen rancangan 
awal RPJMD di tahun berikutnya. Hal ini dilakukan agar penyusunan 
dokumen RPJMD nantinya lebih terorganisir, terarah, dan efisien. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 
 
Maksud dari penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-

2026 ini adalah memberikan pembahasan sebagai landasan ilmiah yang kuat 
bagi tersusunnya dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang 
lebih tepat, lengkap dan terpercaya. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa RPJMD 2021-2026 
sesuai dengan RPJPD dan RTRW Kota Banjarbaru, sehingga tidak 
bertentangan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN. 

 

1.3 Dasar Hukum 
 

Dasar hukum penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026 
Kota Banjarbaru terdiri atas : 
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa depan; 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 

6. Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5234); 

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

14. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
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Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
Dan Keuangan Daerah. 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintah Daerah.  
 

1.4 Sistematika Pembahasan 
 

Sistematika pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota 
Banjarbaru Tahun 2021-2026 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017, akan tetapi fokus dari substansinya di masing-masing 
bab atau sub bab pada tinjauan ilmilah secara kritis atau teknokratiknya. 

 
BAB I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 
1.2 Maksud dan Tujuan 
1.3 Dasar Hukum 
1.4 Sistematika Pembahasan 
1.5 Metodologi 

 
BAB II Gambaran Umum Kota Banjarbaru 

2.1 Aspek Geografi dan Demografi  
2.2  Aspek Kesejahteraan Masyarakat 
2.3  Aspek Pelayanan Umum 
2.4  Aspek Daya Saing Daerah 

 
BAB III Gambaran Keuangan Daerah 

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020 
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020 
3.3  Kerangka Pendanaan 

 
BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 

4.1 Permasalahan Pembangunan 
4.2  Isu Strategis 

 

1.5 Metodologi 
 

Dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026, 
metode yang digunakan terdiri dari beberapa pendekatan.  Pendekatan 
eksploratif bercirikan pencarian yang berlangsung secara berkelanjutan.  
Pendekatan ini akan digunakan baik dalam proses pengumpulan data dan 
informasi maupun dalam proses analisa guna perumusan konsep 
penanganan. Dalam proses pengumpulan data dan informasi, pendekatan 
eksploratif digunakan mulai dari kegiatan inventarisasi dan pengumpulan 
data awal, hingga eksplorasi data dan informasi di lokasi studi yang dilakukan.  
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Sifat pendekatan eksploratif yang berkelanjutan akan memungkinakn 
terjadinya pembaharuan data dan informasi berdasarkan hasil temuan 
terakhir. Pendekatan eksploratif juga memungkinkan proses pengumpulan 
data yang memanfaatkan sumber informasi secara luas, tidak terbatas pada 
ahli yang sudah berpengalaman dalam bidangnya, ataupun stakeholder yang 
terkait dan terkena imbas secara langsung dari kegiatan tersebut, namun 
juga dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku maupun tulisan singkat 
yang memuat teori atau model penanganan yang telah dilakukan. 
Pendekatan eksploratif ini sangat memungkinkan perolehan informasi-
informasi tambahan yang tidak diperkirakan sebelumnya atau yang tidak 
pernah dikemukakan dalam teori-teori yang ada. Informasi yang didapat 
dengan pendekatan ini dapat bersifat situasional dan berdasarkan 
pengalaman sumber.  

Pekerjaan ini memiliki kecenderungan sifat studi yang memerlukan 
dukungan kegiatan kajian, baik terhadap literatur berupa tulisan, jurnal, dan 
hasil studi terkait, hingga berbagai jenis regulasi dan kebijakan yang terkait 
dengan perencanaan dan pembangunan. Untuk itu, diperlukan model 
pendekatan studi dokumengter yang akan menginventarisasi dan 
mengeksplorasi berbagai dokumen terkait dengan materi pekerjaan.  Studi 
documenter memiliki ciri pendekatan yang mengandalkan dokumen atau 
data-sata sekunder, seperti : 
1. Peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang terkait 
2. Laporan perencanaan pengembangan kawasan pada wilayah lain (best 

practice) 
3. Teori maupun konsep-konsep pengembangan kawasan, termasuk dalam 

aspek pendukungnya seperti kelembagaan, pengelolaan kawasan, serta 
aspek pembiayaan/ 

Pendekatan preskriptif (prescriptive approach) merupakan jenis 
pendekatan yang bersifat kualitatif dan dapat memberikan deskripsi analitis 
untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung 
suatu strategi penanganan ataupun kebijakan. Pendekatan ini bertujuan 
untuk mengevaluasi dan emnilai suatu rencana alternatif kebijakan untuk 
kemudian mengeluarkan rekomendasi yang tepat berkaitan dengan 
kemungkinan implementasi kebijakan dan program-programnya di masa 
yang akan datang. Dengan penggunaan pendekatan preskriptif ini, 
diharapkan studi tidak hanya terfokus pada analisa kondisi eksisting, namun 
juga memperhatikan potensi implikasi pemanfaatan suatu konsep 
penanganan atau kebijakan.  

Secara umum tahapan pelaksanaan Rancangan Teknokratik RPJMD 
adalah sebagai berikut :  

1. Titik berat pertama pada pengumpulan data (mentah ataupun hasil 
olahan) dan informasi berbagai sector/SKPD di lingkup Kota Banjarbaru 
dan untuk data selama lima tahun (2015-2019) yang menyangkut kondisi, 
situasi dan hasil pembangunan; 

2. Sesuai dengan kebutuhannya maka berbagai data/informasi yang 
diperoleh dilakuan perhitungan, baik dengan berbagai aritmetik 
sederhana ataupun analisis statistik deskriptif/inferensial sesuai dengan 
kebutuhan sector masing-masiing, sehingga diperoleh hasil/kinerja akhir; 

3. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan SKPD Kota 
Banjarbaru untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan, isu 
strategis dan solusi secara umum yang didapatkan dengan menerapkan 
prinsip bottom up planning; 
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4. Melakukan survey kualitatif melalui visitasi ke SKPD terpilih, observasi 
lapangan, diskusi dan wawancara lebih dalam sesuai dengan keperluan 
terhadap para pihak kunci (key stakeholders); 

5. Membuat analisis tematik sektor pembangunan di Kota Banjarbaru, 
dengan penambahan data kuantitatif yang telah diperoleh terdahulu; dan 

6. Melakukan interpretasi berdasarkan data kuantitatif dan informasi 
kualitatif yang diperoleh guna disajikan pada Bab I dan Bab III. 
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BAB II. 
GAMBARAN UMUM KOTA BANJARBARU 

 
 

2.1  Aspek Geografi dan Demografi 
 

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 
 

Kota Banjarbaru terletak antara terletak antara 325’40” sampai 
dengan 328’37” Lintang Selatan dan 11441’22” sampai dengan 11454’25” 
Bujur Timur dengan batas : 
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Martapura 

Kabupaten Banjar 
Sebelah Timur :  Berbatasan dengan Kecamatan Karang 

Intan Kabupaten Banjar 
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Gambut 

dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati 

Kabupaten Tanah Laut 
Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah 371,38 km2 yang terdiri dari 5 

(lima) Kecamatan dan 20 (duapuluh) Kelurahan. Adapun pembagian 
berdasarkan luas wilayah kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada 
tabel 1 berikut : 

 
Tabel 1. Kecamatan/Kelurahan di Banjarbaru dan Luasnya 

 

No. Kecamatan/Kelurahan Luas (km2) Persentase 

1 Kecamatan Landasan Ulin 92,42 24,89 
 Kelurahan Landasan Ulin Timur 18,76  
 Kelurahan Guntung Payung 15,25  
 Kelurahan Syamsudin Noor 18,67  
 Kelurahan Guntung Manggis 39,74  

2 Kecamatan Liang Anggang 85,86 23,12 
 Kelurahan Landasan Ulin Tengah 23,86  
 Kelurahan Landasan Ulin Utara 19,50  
 Kelurahan Landasan Ulin Barat 16,15  
 Kelurahan Landasan Ulin Selatan 26,35  

3 Kecamatan Cempaka 146,7 39,50 
 Kelurahan Palam 14,75  
 Kelurahan Bangkal 29,80  
 Kelurahan Sungai Tiung 21,50  
 Kelurahan Cempaka 80,65  

4 Kecamatan Banjarbaru Utara 24,44 6,58 
 Kelurahan Loktabat Utara 14,24  
 Kelurahan Mentaos 1,62  
 Kelurahan Komet 2,44  
 Kelurahan Sungai Ulin 6,14  

5 Kecamatan Banjarbaru Selatan 21,96 5,91 
 Kelurahan Loktabat Selatan 8,58  
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No. Kecamatan/Kelurahan Luas (km2) Persentase 

 Kelurahan Kemuning 3,61  
 Kelurahan Guntung Paikat 2,47  
 Kelurahan Sungai Besar 7,30  
Kota Banjarbaru 371,38 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

  
Dari sisi ketinggian Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0-500 

m dari permukaan laut, dengan ketinggian -7 m (33,49%), 7-25 m (48,46%), 
25-100 m (15,15%), 100-250 m (2,55%, dan 250-500 m (0,35%). Klasifikasi 
kelerengan Kota Banjarbaru adalah kelerengan 0-2% mencakup 59,35 
persen luas wilayah, kelerengan 2-8% mencakup 25,78 persen wilayah, 
kelerengan 8-15% mencakup 12,08 persen wilayah. Klasifikasi kedalaman 
efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman <30cm, 30-60 
cm dan >90cm. Kota Banjarbaru memiliki kedalaman efektif lebih dari 90 
cm, di mana jenis-jenis tanaman tahunana akan dapat tumbuh dan 
berkembang dengan baik. 

Berdasarkan peta geologi, batuan di Kota Banjarbaru terdiri dari 
Alluvium (Qha) 48,44 persen, Martapura (Qpm) 37,71 persen, Binuang 
(Tob) 3,64 persen, Formasi Kerawaian (Kak) 2,26 persen, Formasi Pitap 3,47 
persen. Berdasarkan skala 1:50.000 yang diterbitkan oleh Lembaga 
Penelitian Tanah Bogor tahun 1974, di wilayah Kota Banjarbaru terdapat 3 
(tiga) kelompok jenis tanah yaitu podsolik (63,82%), lithosol (6,36%) dan 
organosol (29,82). 

Suhu udara di Kota Banjarbaru dan sekitarnya berkisar antara 
23,3oC sampai dengan 32,7oC.  Suhu udara maksimum tertinggi terjadi 
pada pada bulan Oktober (35,3oC) dan suhu minimum terendah terjadi 
pada bulan Agustus (20,8oC).  Selain itu sebagai daerah tropis maka 
kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 47% 
sampai dengan 98%.  Rata-rata curah hujan di Kota Banjarbaru dan 
sekitarnya pada tahun 2005 tercatat 142,7 mm.  Rata-rata tekanan udara 
di Kota Banjarbaru adalah 22,3 atm. 

 
B. Tata Ruang 

 
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan 

ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan 
memeliharan kelangsungan hidupnya. Sementara itu ruang adalah 
wujud struktur ruang dan pola ruang. 

 
1. Rencana Struktur Ruang 

 
 Struktur Ruang Wilayah Kota Banjarbaru meliputi struktur sistem 
pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah 
kota.  
A. Struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota 

a. Pusat pelayanan kota meliputi: 
 PPK I : Kawasan pusat kegiatan bandar udara 

internasional di Kecamatan Landasan Ulin 
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 PPK II : Kawasan pusat kegiatan perkantoran 
pemerintahan di Kecamatan Cempaka, Kecamatan 
Landasan Ulin dan Kecamatan Banjarbaru Selatan. 

b. Sub pusat pelayanan kota meliputi kawasan dengan fungsi 
perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa, pelayanan 
pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum yang 
tersebar di Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru 
Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Liang 
Anggang, Kecamatan Landasan Ulin.  

c. Pusat lingkungan meliputi kawasan dengan fungsi 
perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa dengan skala 
lingkungan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan 
pelayanan umum, serta perumahan yang tersebar di setiap 
kelurahan. 

B. Sistem jaringan prasarana wilayah kota: 
1. Sistem Prasarana Utama 

a. Sistem jaringan jalan 
1) Sistem jaringan jalan 

a) Jaringan jalan arteri primer di kota sepanjang 
lebih kurang 26.500 km meliputi :  
(1)  Jalan Liang Anggang-Martapura 
(2)  Jalan Liang Anggang-Bati-Bati 

b) Jaringan jalan kolektor primer di kota sepanjang 
lebih kurang 19.000 km meliputi : 
(1)  Jalan P.M. Noor (Banjarbaru-Sei. Ulin) 
(2)  Jalan Mistar Cokrokusumo (Banjarbaru-

Banyu Irang) 
(3)  Jalan gubernur Soebardjo (Liang Anggang-

Lingkar Selatan) 
c) Jaringan jalan arteri sekunder di kota sepanjang 

lebih kurang 16.810 km yaitu Jalan Trikora. 
d) Jaringan jalan kolektor sekunder di kota 

sepanjang lebih kurang 10.011,84 km meliputi : 
(1) Jalan Guntung Manggis 
(2) Jalan Palam R.O Ulin 
(3) Jalan Panglima Batur 
(4) Jalan Rahayu 

e) Jaringan jalan lingkungan di kota meliputi jalan 
yang menghubungkan antara jalan kolektor 
sekunder dengan pusat-pusat permukiman 
dengan Panjang lebih kurang 486,74 km yang 
tersebar di lima kecamatan. 

2) Transportasi Jalan 
Terminal angkutan jalan yang terdapat di Kota 
Banjarbaru dikategorikan dalam terminal tipe C, 
sebanyak 4 (empat) terminal meliputi : 
a) Terminal Liang Anggang di Kecamatan Liang 

Anggang.  
b) Terminal Pasar Kamaratih di Kecamatan Landasan 

Ulin.  
c) Terminal Simpang Empat Banjarbaru di 

Kecamatan Banjarbaru Utara.  
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d) Terminal Pasar Bauntung Banjarbaru di Kecamatan 
Banjarbaru Selatan 

3) Sistem Jaringan Angkutan Umum 
a) Sistem koridor/utama : 

(1) Rute pada jalur Barat-Timur jalan Nasional 
Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura, 
menggunkan jalur rute/trayek yang telah ada 
saat ini, yakni rute Banjarmasin-Martapura ( 
AKDP).  

(2) Rute jalan Lingkar Selatan, berawal dari 
Terminal Liang Anggang-Jalan Lingkar 
Selatan/Trikora-Jalan Mistar Cokrokusomo-
berakhir di Terminal Simpang Empat 
Banjarbaru.  

(3) Rute Lingkar Utara, berawal dari Terminal 
Kamaratih-jalan Lingkar Utara-Jalan Karang 
Anyar-jalan Panglima Batur-jalan A.Yani-
berakhir di Terminal Simpang Empat 
Banjarbaru.  

b) Sistem sirkulator/pengumpan: 
(1) Rute Palam-Loktabat Selatan-jalan A. Yani  
(2) Rute Palam-Cempaka  
(3) Rute Guntung Manggis- jalan A. Yani-Guntung 

Payung  
(4) Rute Landasan Ulin-Lingkar Selatan-jalan A. 

Yani  
(5) Rute Martapura-Banjarbaru (via jalan Rahayu-

jalan Panglima Batur)  
c) Pengembangan Armada Angkutan Umum : 

(1) Untuk jalur rute Banjarmasin-Banjarbaru-
Martapura, yang merupakan jalur rute utama 
sistem koridor, serta memiliki tingkat 
permintaan lalu-lintas penumpang tinggi akan 
dilayani oleh jenis kendaraan bus besar 
(kapasitas sekitar 55 tempat duduk).  

(2) Untuk rute jalan Lingkar Selatan, yang 
merupakan jalur rute baru sistem koridor, serta 
memiliki tingkat permintaan lalu-lintas akan 
dilayani oleh jenis kendaraan Bus Sedang 
(kapasitas 25 tempat duduk).  

(3) Untuk jalur rute Lingkar Utara, yang merupakan 
jalur rute baru  

(4) sistem koridor serta memiliki tingkat 
permintaan lalu-lintas penumpang sedang 
juga dilayani oleh jenis kendaraan Bus Sedang.  

(5) Untuk jalur rute sistem sirkulator/pengumpan 
baik rute eksisting maupun rute baru, akan 
dilayani oleh jenis kendaraan minibus/mikrolet 
(kapasitas sekitar 15 tempat duduk). 

d) Pengembangan Terminal Angkutan Umum : 
(1) Terminal eksisting Liang Anggang, yang 

merupakan terminal tipe C.  
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(2) Terminal eksisting Kamaratih, yang merupakan 
terminal tipe C.  

(3) Terminal eksisting Simpang Empat Banjarbaru, 
merupakan terminal tipe C.  

e) Pengembangan halte angkutan umum di arahkan 
pada lokasi berdekatan dengan simpang jalan 
akses ke komplek perumahan, simpang jalan 
utama (arteri) dan jalan kolektor dan di depan lokasi 
sekolah, perkantoran, pabrik, pasar, rumah sakit 
dan pusat-pusat aktivitas kegiatan masyarakat. 

b. Transportasi udara 
1) Ruang Udara di atas bandara 

Ruang udara diatas bandara meliputi ruang udara yang 
dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara 
(ketentuan keselamatan yang ditetapkan dalam 
Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan 
(KKOP). 

2) Ruang Udara 
Ruang udara meliputi ruang udara di sekitar bandar 
udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan. 

3) Bandar Udara 
Bandar udara meliputi ruang untuk kegiatan 
kebandarudaraan yang fungsinya sebagai bandar 
penumpang dan cargo dengan luas kawasan kurang 
lebih 400 Ha di Kecamatan Landasan Ulin. 

C. Sistem Prasarana Lainnya 
1. Jaringan energi/kelistrikan 

a. Gardu induk terdapat di Kecamatan Cempaka 
b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, 

yaitu menghubungkan Kecamatan Banjarbaru Utara 
dengan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka 
dengan Kecamatan Liang Anggang  

c. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV, yaitu 
menghubungkan Kecamatan Banjarbaru Utara dengan 
Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Liang 
Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin. 

2. Jaringan telekomunikasi 
a. Sistem jaringan telekomunikasi meliputi sistem jaringan 

prasarana telekomunikasi di Kota Banjarbaru dengan 
sistem jaringan kabel yang bertujuan meningkatkan 
aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan 
telekomunikasi.  

b. Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) meliputi 
daerah Kecamatan Liang Anggang (Jalan A. Yani Km 23, 
Jalan Peramuan, Jalan Soebardjo, Jalan Arah Pleihari), 
Kecamatan Landasan Ulin (Jalan Sidomulyo, Jalan A. Yani, 
Jalan Vanili, Jalan Guntung Manggis), Kecamatan Cempaka 
(Jalan Mistar Cokrokusumo), Kecamatan Banjarbaru 
Selatan (Jalan Kelapa Sawit 8, Jalan Unlam 3, Jalan Dahlina 
Raya, Jalan R.O Ulin, Jalan Guntung Paikat, Jalan Candra 
Buana, Jalan Beringin), Kecamatan Banjarbaru Utara (Jalan 
P. M. Noor, Jalan Perambaian 1, Jalan Panglima Batur Timur, 
Jalan Komet Raya, Jalan R. P. Suparto, Jalan Gotong 
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Royong, Jalan Pangeran Suriansyah, Jalan Komplek Amaco, 
Jalan Karang Anyar 1, Jalan Bina Murni, Jalan Bayam, dan 
Jalan Kebun Karet).  

3. Jaringan sumber daya air kota 
a. Wilayah Sungai Kota Banjarbaru berdasarkan lokasinya di 

tiap kecamatan yaitu :  
1) Kecamatan Banjarbaru, terdiri dari : Sungai Besar 

(Sungai Kemuning), Sungai Paring, Sungai Ulin, Sungai 
Lurus, Sungai Komet, Sungai Gotong Royong, dan 
Sungai Lukudat.  

2) Kecamatan Cempaka, terdiri dari : Sungai Pinang, Sungai 
Batulicin, Sungai Ujung Murung Hula, Sungai Batu 
Kapas, Sungai Mangguruh, Sungai Paring, Sungai 
Sambangan, Sungai Tiung, Sungai Ampayo, Sungai 
Apukan, Sungai Basung, Sungai Lukaas, dan Sungai 
Banyu Irang.  

3) Kecamatan Landasan Ulin, terdiri dari : Sungai Salak, 
Sungai Guntung Payung, Sungai Ampayo, Sungai 
Paramuan, Sungai Cempaka, Sungai Lukudat, Handil 
Berkat Karya, Handil Papikul, Handil Hanyar, dan Handil 
Kerokan.  

4) Kecamatan Liang Anggang : Sungai Paramuan, Handil 
Berkat Karya, Handil Papikul, dan Handil Hanyar 

b. Sistem jaringan air baku untuk air bersih di Kota Banjarbaru 
meliputi: 
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin 

ketersediaan air baku yang memenuhi baku mutu yang 
ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  

2) Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan 
pengaturan pengembangan SPAM dan Prasarana dan 
Sarana Sanitasi  

3) Prasarana dan Sarana Sanitasi meliputi prasarana dan 
Sarana Air Limbah dan Persampahan. 

c. Sistem pengendalian banjir di wilayah Kota Banjarbaru 
meliputi : 
1) Peningkatan kapasitas alur sungai agar dapat 

mengalirkan debit banjir dengan aman tanpa terjadinya 
luapan di sepanjang alur  

2) Normalisasi alur sungai pada ruas sungai yang tidak 
mampu mengalirkan debit banjir  

3) Perbaikan struktur fisik wilayah sungai dengan prinsip 
eco-engineering, yaitu melindungi tebing sungai 
dengan vegetasi atau tanaman lokal setempat  

4) Mendukung kinerja bantaran sungai dalam 
mengamankan DAS yaitu dengan rencana penampang 
sungai dan jarak bangunan terhadap bibir sungai  

5) Memperbaiki bangunan-bangunan yang dapat 
menghambat aliran maupun kerusakan alur sungai.  

6) Memfungsikan kembali alur sungai yang hilang akibat 
kegiatan pendulangan (sungai di wilayah Kecamatan 
Cempaka)  
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4. Infrastruktur perkotaan 
a. Penyediaan air minum kota; 

Prasarana penyediaan air minum kota adalah sistem 
penyediaan minum yang selanjutnya disebut SPAM, 
meliputi : 
1) Pengembangan SPAM Kota Banjarbaru ditetapkan di 

lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarbaru Utara, 
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Liang 
Anggang, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan 
Cempaka.  

2) SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan 
perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan.  

3) SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit 
produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit 
pengelolaan.  

4) SPAM bukan jaringan perpipaan meliputi sumur 
dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air 
hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, 
atau bangunan perlindungan mata air.  

5) Ketentuan teknis mengenai SPAM bukan jaringan 
perpipaan sebagaimana diatur lebih lanjut dengan 
peraturan menteri.  

6) Kapasitas produksi terpasang pada unit produksi SPAM 
Kota Banjarbaru adalah 247,41 liter/detik  

b. Pengelolaan air limbah : 
1) Sistem pembuangan air limbah (sewage) mencakup 

sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air 
limbah (IPAL).  

2) Sistem pembuangan air buangan rumah tangga 
(sewerage) yang pengelolaannya terdiri atas pengolahan 
sanitasi setempat (on site sanitation) untuk industri, 
hotel rumah makan, dan rumah tangga, serta 
pengolahan sanitasi terpusat (off site sanitation) bagi 
kompleks perumahan baru.  

3) Untuk air limbah yang mengandung B3, diperlukan 
instalasi tambahan untuk membersihkan air limbah 
tersebut sebelum masuk ke jaringan air buangan kota.  

4) Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) akan dibangun 
secara bertahap pada 5 kecamatan di wilayah Kota 
Banjarbaru, untuk tahap awal dilaksanakan di Kelurahan 
Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin. 

c. Sistem persampahan : 
1) Tempat Penampungan Sementara (TPS) berupa tempat 

sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, 
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah 
terpadu, dengan lokasi pada setiap unit lingkungan 
permukiman dan pusat-pusat kegiatan di Wilayah Kota , 
ditetapkan di setiap unit RW.  

2) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berupa 
tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, 
pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, 
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, ditetapkan 
di setiap unit RW atau kawasan seluas 500 - 1.000 m².  
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3) Pengolahan sampah di TPA menggunakan teknik 
(sanitary land fill), sedangkan sistem pengelolaan 
sampah di TPS dengan menggunakan sistem 
composting.  

d. Sistem drainase kota; 
1) Zona prioritas utama, meliputi Jalan A. Yani (SPBU)-

Guntung Simpang Bandara Kiri 2-Gang SMP, Jalan A. 
Yani-Pertigaan Traffict Light Bandara, Sungai Kemuning, 
dan Sungai Basung,  

2) Zona prioritas kedua, meliputi Sungai Ulin Kanan, 
Guntung Salak Kiri 1, Guntung Payung Hulu Kiri 1, 
Guntung Payung Hulu Kanan 1, Guntung Payung Hulu, 
Guntung Kemuning Kanan 2, Guntung Kemuning Kiri 2, 
Guntung Paring Kanan 1, Guntung Paring Kiri 2, Guntung 
Gotong Royong, Guntung Simpang bandara Kiri 3, 
Guntung Simpang Bandara Kiri 1, Guntung Salak Kiri 2, 
Guntung Kemuning Kanan 1, Guntung Paring Kiri 1, 
Guntung Lurus Kiri 1, Guntung Basung Kiri , Guntung 
Basung Kanan, Guntung Tiung Kiri, Guntung Tiung 
Kanan, Sungai Paring, Sungai Mangguruh, Guntung 
Ampuya Kiri 1, Sungai Sambangan, Guntung Ampuya Kiri 
1, Sungai Sambangan, Guntung Ampuya Kiri 2, Guntung 
Ampuya Kanan, Guntung Harapan Kiri, Guntung Salak 
Kanan 1, Guntung Kemuning Kiri 3.  

3) Zona prioritas ketiga, meliputi : Guntung Ulin Kiri, 
Guntung Ulin Kanan 2, Guntung Ulin Kanan 1, Guntung 
Lurus Kiri 3, Guntung Lurus Kanan 3, Guntung Lurus 
Kanan 1, Guntung Payung Kanan, Guntung Payung Hulu 
Kiri 3, Guntung Lurus Kiri 2, Guntung Lurus Kanan 2. 

e. Prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki 
Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana 
jaringan jalan pejalan kaki terletak di Jalan Ahmad Yani km 
33-36 dan Lapangan Dr. Murjani. 

f. Jalur evakuasi bencana 
1) Jalan Mistar Cokrokusomo di Kelurahan Sungai Tiung 

dan Puskesmas.  
2) Jalan Mistar Cokrokusomo di Mesjid Sungai Besung.  
3) Jalan Soekarno Hatta di Komplek Perumahan Griya 

Lambung Mangkurat.  
 

2. Rencana Pola Ruang 
 

A. Kawasan Lindung 
a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan 

bawahannya terletak di Kecamatan Liang Anggang terbagi 
Blok I terletak di Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan 
Landasan Ulin Utara dan Blok II terletak di Kelurahan Landasan 
Ulin Selatan dengan luas total kurang lebih 1261,31 Ha.  

b. Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan Sungai 
Kemuning yaitu dengan panjang 7000 meter dan lebar 5 - 12 
meter.  

c. Ruang terbuka hijau kota 
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1) Ruang terbuka hijau public terdiri dari: 
1. Taman kecamatan seluas 9,36 Ha 
2. Taman kota seluas 1,87 Ha 
3. Hutan kota seluas 156,75 Ha 
4. Sabuk hijau (green belt) seluas 241,35 Ha 
5. Pulau jalan dan median jalan 40,06 Ha 
6. Jalur pejalan kaki 1,47 Ha 
7. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi seluas 129,87 

Ha 
8. RTH sempadan sungai seluas 0,19 Ha 
9. Pemakaman seluas 28,92 Ha 

2) Ruang terbuka hijau privat berupa taman lingkungan 
perumahan seluas 1,70 Ha 

d. Kawasan rawan bencana alam 
1) kawasan rawan bencana kebakaran dikelilingi lahan 

gambut di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang 
Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan 
Cempaka.  

2) kawasan rawan bencana tanah longsor di Kecamatan 
Cempaka.  

3) kawasan rawan bencana angin puting beliung di 
Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin  

4) kawasan rawan bencana banjir ringan di Kecamatan 
Cempaka  
 

B. Kawasan Budidaya 
1. Kawasan peruntukan permukiman; 

a. Kawasan peruntukan permukiman kepadatan tinggi 
ditetapkan di Kecamatan Landasan Ulin.  

b. Kawasan peruntukan permukiman kepadatan sedang 
ditetapkan di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan 
Banjarbaru Selatan.  

c. Kawasan peruntukan permukiman kepadatan rendah 
ditetapkan di Kecamatan Liang Anggang. 

2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; 
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri atas pasar 
tradisional (Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan 
Cempaka), pusat perbelanjaan dan toko modern (Kecamatan 
Banjarbaru Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan 
Banjarbaru Selatan). 

3. Kawasan peruntukan perkantoran; 
a. Perkantoran pemerintahan yaitu di Kecamatan Banjarbaru 

Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan 
Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan 
Cempaka.  

b. Kawasan peruntukan perkantoran non pemerintahan 
terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru 
Selatan, Landasan Ulin, Liang Anggang dan Cempaka.  

4. Kawasan peruntukan industri; 
a. Kawasan peruntukan industri skala rumah tangga tersebar 

di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, 
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru 
Utara, dan Kecamatan Cempaka.  
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b. Kawasan peruntukan industri skala kecil tersebar di 
Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, 
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru 
Utara, dan Kecamatan Cempaka.  

c. Kawasan peruntukan industri skala sedang tersebar di 
Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, 
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru 
Utara.  

d. Kawasan peruntukan industri skala besar tersebar di 
Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Liang Anggang. 

5. Kawasan peruntukan pariwisata; 
a. Pariwisata budaya 

1) Museum Lambung Mangkurat, terletak di Kelurahan 
Komet 

2) Mesjid tertua yaitu Mesjid Nurul Hasanah, di Kecamatan 
Cempaka 

b. Pariwisata alam 
1) Pendulangan intan, terletak di Kelurahan Sungai Tiung 
2) Agrowisata perikanan, terletak di Kelurahan Mentaos 
3) Hutan Pinus, terletak di Kelurahan Mentaos 
4) Danau Seran, terletak di Kelurahan Palam 
5) Wisata Kuliner Penggalaman, terletak di Kelurahan 

Landasan Ulin Timur 
c. Pariwisata buatan 

1) Kolam Renang Idaman, terletak di Kelurahan 
Kemuning 

2) Taman Van der Pijl, terletak di Kelurahan komet. 
6. Kawasan ruang terbuka non hijau; 

a. Ruang terbuka yang mengikuti rute jalan arteri primer, 
arteri sekunder dan kolektor primer.  

b. Trotoar (pedestrian way) yang berada di samping kiri kanan 
jalan, baik bagi masyarakat umum maupun penyandang 
cacat perlu memperhatikan hal teknis bagi pengguna 
tersebut.  

c. Ruang terbuka yang diperuntukkan sebagai jalur sirkulasi, 
tempat/lapangan upacara bagi instansi khususnya instansi 
pemeritah provinsi/kota.  

d. Ruang terbuka yang berada di depan, samping atau 
belakang bangunan publik dengan fungsi perkantoran, 
perdagangan, jasa atau fungsi lainnya.  

e. Kawasan ruang terbuka biru yaitu permukaan sungai yang 
meliputi Sungai Kemuning. 

7. Ruang evakuasi bencana; 
a. Ruang evakuasi titik rawan bencana kebakaran meliputi 

Asrama Haji di Kecamatan Landasan Ulin dan Gedung Bina 
Satria di Kecamatan Banjarbaru Utara.  

b. Ruang evakuasi titik rawan bencana tanah longsor meliputi 
Gedung Olah Raga Soekarno-Hatta di Kecamatan 
Cempaka.  

c. Ruang evakuasi titik rawan bencana angin puting beliung 
meliputi Asrama Haji di Kecamatan Landasan Ulin.  
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d. Ruang evakuasi titik rawan bencana banjir ringan meliputi 
perkantoran, tempat ibadah dan permukiman masyarakat 
terdekat  

8. Rencana peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; 
Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sector informal 
(PKL) terletak di Jalan A. Yani dan Jalan Panglima Batur. 

9. Rencana Kawasan peruntukan lainnya. 
a. Kawasan Pertanian 

1) Kawasan pertanian lahan kering, tahunan dan 
perkebunan terletak di Kecamatan Landasan Ulin, 
Kecamatan Cempaka.  

2) Kawasan peternakan terletak di Kecamatan Landasan 
Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan 
Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, 
Kecamatan Cempaka, diarahkan untuk 
pengembangan komoditas ternak unggulan sesuai 
dengan kondisi lokasi yang tersedia dan memiliki 
keunggulan komparatif dan kompetitif yaitu ternak 
sapi dan ternak ayam. 

3) Kawasan perikanan, ditetapkan di Kelurahan Mentaos. 
b. Kawasan pertambangan terbatas pada usaha 

pertambangan batuan, berupa pertambangan kaolin yang 
terletak di Kecamatan Cempaka.  

c. Kawasan pelayanan umum 
1) Kawasan Pendidikan 

a) Kawasan pendidikan dasar (TK, SD) lokasinya 
diarahkan di pusat lingkungan yang menyebar di 
seluruh kawasan mengingat pengguna fasilitas 
tersebut adalah anak-anak usia 3 -12 tahun.  

b) Kawasan pendidikan menengah (SLTP, SMU, SMK) 
diarahkan di pusat kecamatan.  

c) Kawasan pendidikan tinggi (Akademi, PT) diarahkan 
untuk dikembangkan ke Kecamatan Banjarbaru 
Utara.  

2) Kawasan Kesehatan 
a) Kawasan kesehatan seperti praktek dokter dan 

apotek yang diarahkan di pusat wilayah 
pengembangan dan menyebar merata di seluruh 
kawasan kota terutama dalam kawasan 
permukiman.  

b) Puskesmas dan Balai Pengobatan diarahkan di 
setiap pusat lingkungan.  

c) Kawasan kesehatan skala kota/regional seperti 
Rumah Sakit Umum di Kelurahan Komet diarahkan 
untuk pengembangan dengan berbagai fasilitas 
kesehatan lainnya. 

3) Kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di 
seluruh kawasan kota/permukiman dengan jumlah 
yang disesuaikan dengan rasio kebutuhan penduduk. 
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3. Rencana Kawasan Strategis 
 

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2009 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten, telah ditetapkan kriteria penentuan Kawasan strategis 
wilayah kabupaten yaitu sebagai berikut : 
a. memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah 

kabupaten yang memiliki kekhususan;  
b. memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis 

provinsi yang ada di wilayah kabupaten;  
c. dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau 

provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang 
berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara 
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota yang jelas;  

d. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut 
kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai 
kegiatan ekonomi yang memiliki : 
1) potensi ekonomi cepat tumbuh;  
2) sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan 

ekonomi;  
3) potensi ekspor;  
4) dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang 

kegiatan ekonomi;  
5) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;  
6) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan 

dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;  
7) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber 

energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau  
8) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan 

tertinggal di dalam wilayah kabupaten;  
e. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut 

kepentingan sosial budaya, antara lain kawasan yang merupakan: 
1) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau 

budaya;  
2) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;  
3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;  
4) tempat perlindungan peninggalan budaya;  
5) tempat yang memberikan perlindungan terhadap 

keanekaragaman budaya; atau  
6) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik 

sosial. 
f. merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan 

sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, 
antara lain : 
1) fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya alam 
strategi, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta 
tenaga atom dan nuklir;  

2) sumber daya alam strategis;  



Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 

 

I   18 
 

3) fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan 
teknologi kedirgantaraan;  

4) fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; 
atau  

5) fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. 
g. merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut 

kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti : 
1) tempat perlindungan keanekaragaman hayati;  
2) kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan 

ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau 
diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau 
dilestarikan;  

3) kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata 
guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan 
kerugian;  

4) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 
keseimbangan iklim makro;  

5) kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas 
lingkungan hidup;  

6) kawasan rawan bencana alam; atau  
7) kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona 

alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan 
kehidupan. 

h. merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang 
sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;  

i. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa 
terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola 
ruang; dan  

j. mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis kabupaten 
sebagai berikut : 
1) deliniasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar 

kertas yang menggambarkan wilayah kabupaten secara 
keseluruhan;  

2) pada peta kawasan strategis kabupaten juga harus 
digambarkan deliniasi kawasan strategis nasional dan/atau 
provinsi yang berada di dalam wilayah kabupaten 
bersangkutan;  

3) pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang 
menjadi pusat perhatian setiap deliniasi kawasan strategis 
kabupaten; dan  

4) penggambaran peta kawasan strategis kabupaten harus 
mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait 
pemetaan rencana tata ruang. 

 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008, 

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan 
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 
penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, 
budaya, dan/atau lingkungan. 

Adapun Kawasan strategis yang termasuk dalam kawasan 
wilayah Kota Banjarbaru meliputi :  
a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang meliputi : 
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1) Kawasan Bandara Udara di Kecamatan Landasan Ulin  
2) Kawasan Perdagangan dan jasa di Kawasan perkantoran 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan 
Cempaka  

3) Kawasan Industri di Kecamatan Liang Anggang  
b. Kawasan strategis sosial budaya;  

1) Kawasan dengan Nilai historis meliputi Taman Makam Hasan 
Basri dan Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana serta Makam 
Syuhada Haji  

2) Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan di 
Kecamatan Cempaka  

c. Kawasan strategis lingkungan hidup.  
1) Hutan Lindung yang terletak di Kecamatan Liang Anggang yang 

berfungsi sebagai penyeimbang tata guna air  
2) RTH (termasuk di dalamnya hutan kota) dan ruang-ruang publik 

yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarbaru  
 

4. Potensi Pengembangan Wilayah 
 

Berdasarkan pengembangan potensi secara spasial yang 
dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis 
Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru termasuk dalam 
Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi.  

Dari Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Kota 
Banjarbaru masuk dalam pengembangan Kawasan Metropolitan 
Banjar Bakula yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kota 
Banjarmasin (Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, 
Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara), Kota 
Banjarbaru (Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, 
Landasan Ulin, Liang Anggang, Cempaka), sebagian Kabupaten 
Banjar (Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Aluh- Aluh, 
Beruntung Baru dan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, 
Astambul, Mataraman, Karang Intan), sebagian Kabupaten Barito 
Kuala (Kecamatan Alalak, Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar, 
Tamban, Tabunganen, Mekarsari), sebagian Kabupaten Tanah Laut 
(Kecamatan Bati-Bati, Kurau, Tambang Ulang, Bumi Makmur). 

 
5. Wilayah Rawan Bencana 

 
Pada musim kemarau rawan terjadi kebakaran lahan maupun 

rumah karena di Kota Banjarbaru lahan yang tidak dirawat oleh 
pemiliknya menjadi kering sehingga mudah terbakar. Untuk 
meminimalisir terjadinya kebakaran di Kota Banjarbaru, Unit 
Pemadam Kebakaran melaksanakan piket 1x24 jam secara bergiliran..  

Wilayah rawan bencana terdiri atas kawasan rawan bencana 
kebakaran dikelilingi lahan gambut di Kecamatan Landasan Ulin, 
Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan dan 
Kecamatan Cempaka. Kawasan rawan bencana tanah longsor di 
Kecamatan Cempaka. Kawasan rawan bencana angin puting beliung 
Kecamatan Cempaka, Landasan Ulin dan Liang Anggang.  
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Bencana banjir juga terjadi apabila memasuki musim 

penghujan, terutama di wilayah-wilayah dataran rendah, karena 
apabila memasuki musim penghujan, Kota Banjarbaru termasuk 
kategori daerah dengan intensitas curah hujan sedang selain itu 
faktor alam lainnya yang meningkatkan potensi bencana ini adalah 
adanya sedimentasi di sepanjang sungai/saluran sesampai dengan 
menurunkan kapasitas saluran sungai/drainase.  

Tren curah hujan Kota Banjarbaru berdasarkan data pada 
BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Rata-rata jumlah hari hujan per 
bulan pada tahun 2019 sebesar 15,5 hari/bulan dengan jumlah hari 
hujan terbanyak di bulan Januari, Februari, Februari, Maret, April dan 
Desember 2018. Sedangkan rata- rata jumlah curah hujan 
berdasarkan di tahun 2019 sebesar 159,8 mm, dengan jumlah curah 
hujan terbesar di bulan Februari yaitu 349,5 mm. 

 
C. Demografis 

 
1. Perkembangan Penduduk 

 
Penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2019 berdasarkan data dari 
BPS berjumlah sebanyak 262.719 jiwa,yang terdiri dari perempuan 
sebanyak 134.987 jiwa dan laki-laki sebanyak 127.732 jiwa.  

 
Tabel 2. Perkembangan Penduduk Tahun 2015-2019 

 

No Kecamatan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Landasan Ulin 60.488 62.247 64.006 65.784 67.542 

2 Liang Anggang 40.992 42.330 43.695 45.098 46.507 

3 Cempaka 32.990 33.921 34.859 35.814 36.762 

4 Banjarbaru Utara 50.108 51.577 53.056 54.555 56.039 

3 Banjarbaru Selatan 49.793 51.294 52.807 54.346 55.869 

Kota Banjarbaru 234.371 234.371 248.423 255.597 262.719 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

 
Distribusi penduduk antar kecamatan tidak merata. Pada tahun 
2019 persentase penduduk bervariasi antara tertinggi di Kecamatan 
Landasan Ulin yaitu 67.542 jiwa atau sekitar 25,7% dari seluruh 
penduduk Kota Banjarbaru dan terendah di Kecamatan Cempaka 
yaitu sebanyak 36.762 jiwa atau sekitar 13,99% dari seluruh penduduk 
di Kota Banjarbaru.  
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Gambar 1.  Persentase Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 
2019 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik. 

 
Meskipun jumlah penduduk Kota Banjarbaru semakin bertambah 
seiring tahun, namun laju pertumbuhan penduduk cenderung 
menurun selama lima tahun terakhir.  Laju pertumbuhan penduduk 
ini dapat dilihat dalam gambar. 2 di bawah ini. 
 
Gambar 2.  Pertumbuhan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 

2015-2019 

 
Sumber :  Badan Pusat Statistik 

  
Komposisi penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2019 didominasi 
oleh penduduk berusia 15 tahun hingga 44 tahun. Hal ini 
menunjukkan bahwa Kota Banjarbaru memiliki penduduk usia 
produktif yang cukup tinggi yang dapat menunjang pembangunan 
selama lima tahun mendatang. Gambar 3 di bawah ini menunjukkan 
piramida penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2019 untuk 
mengilustrasikan komposisi penduduk Kota Banjarbaru 
berdasarkan usia dan jenis kelamin. 
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Gambar 3.  Piramida Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2019 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

 
2. Keluarga Berencana 

 
Jumlah penuduk yang besar tidak akan menjadi kekuatan 
pembangunan bila tidak disertai dengan kualitas sumber daya 
manusia yang memadai.  Oleh karenanya program Keluarga 
Berencana (KB) merupakan  suatu upaya yang sangat  penting  
dalam mewujudkan tujuan   akhir  pembangunan   manusia   itu 
sendiri.   Dalam  Peraturan Presiden  Nomor 7 Tahun 2005 
disebutkan bahwa Program KB adalah merupakan rangkaian 
pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas 
sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan 
berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya 
pengendalian, kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, 
serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui 
perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. 
 
Data jumlah akseptor Keluarga Berencana Kota Banjarbaru yang 
tersedia dari Badan Pusat Statistik hanya sampai tahun 2018. Untuk 
jumlah akseptor Keluarga Berencana di Kota Banjarbaru pada tahun 
2015 hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi. Jumlah akseptor 
Keluarga Berencana pada tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami 
sedikit penurunan, dari 31.362 jiwa pada tahun 2015 menjadi 27.531 
jiwa pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018, terjadi kenaikan 
Kembali sehingga menjadi sebesar 28.575 jiwa.  Data jumlah 
akseptor Keluarga Berencana Aktif menurut kecamatan di Kota 
Banjarbaru disajikan dalam tabel 3 berikut ini.  

 
Tabel 3.  Perkembangan Akseptor Keluarga Berencana Aktif 

Tahun 2015-2018 
No Kecamatan 2015 2016 2017 2018 

1 Landasan Ulin 8.346 7.404 7.548 7.816 

2 Liang Anggang 6.436 4.468 5.854 6.127 

3 Cempaka 4.770 4.603 4.249 4.742 

4 Banjarbaru Utara 6.225 6.244 5.451 5.400 

3 Banjarbaru Selatan 5.555 5.067 4.429 4.490 

Kota Banjarbaru 31.362 27.786 27.531 28.575 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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2.2  Aspek Kesejahteraan Masyarakat 
 

A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 
 

1. Pertumbuhan Ekonomi 
 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai 
dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil, 
khususnya dalam bidang ekonomi.  Indikator ini memiliki arti penting 
bagi pemangku kebijakan untuk mengetahui keberhasilan 
pembangunan yang telah dicapai, serta berguna sebagai bahan 
untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan di masa yang 
akan datang.  Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan 
perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan 
barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah 
dan kemakmuran masyarakat meningkat. 
 
Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat 
memberikan dampak pada beberapa aspek.  Pertama, meningkatkan 
taraf hidup masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dan 
pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, 
meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya 
pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder 
dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang 
meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang baik. 
 
Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru, Provinsi 

Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2015-2019 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

  
Sebagaimana diungkapkan dalam gambar 2 di atas, perekonomian 
Kota Banjarbaru pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 
6,93%, yang berarti produksi barang dan jasa yang dihasilkan 
meningkat sebesar 6,93%. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami 
peningkatan sebesar 0,03 poin jika dibandingkan dengan 
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang mencapai angka 
sebesar 6,90%. Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru merupakan 
yang tertinggi di provinsi Kalimantan Selatan dan selama rentang 
waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu jauh diatas pertumbuhan 
ekonomi Nasional dan Kalimantan Selatan. Rata-rata laju 
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pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2019 sebesar 0.2% dan 
berfluktuasi, dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional. 
Namun, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru masih terbilang 
sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi di kabupaten/kota di 
seluruh provinsi Kalimantan Selatan dan di atas rata-rata 
pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Kalimantan Selatan. 
  
Sektor domunan pembentuk perekonomian adalah pada sektor 
tersier yaitu (1) transportasi & pergudangan, (2) konstruksi, (3) 
administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial wajib, (4) 
perdagangan besar & eceran, (5) jasa Pendidikan. Hal ini disebabkan 
karena Kota Banjarbaru tidak memiliki Sumber Daya Alam yang 
melimpah, selain itu juga disebabkan karakteristik Kota Banjarbaru 
yang merupakan wilayah permukiman dan perkantoran. 
Perkembangan sektor jasa yang terus mengalami peningkatan 
menjadikan peranan sektor tersier diperkirakan ikut mengalami 
peningkatan pada tahun 2019. Peranan sektor tersier dalam struktur 
perekonomian Kota Banjarbaru mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan dari 58,35% pada tahun 2018 menjadi 70% pada tahun 2019.  
Hal ini dikarenakan sektor jasa-jasa yang terus mengalami 
perkembangan. Sementara itu, peranan sektor sekunder diperkirakan 
cenderung mengalami penurunan sedikit dibanding tahun 2018, 
yaitu dari 31,86% pada tahun 2018 menjadi 24% di tahun 2018.    
 
Empat besar komponen pendukung perekonomian Kota Banjarbaru 
adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 23,2 persen, Konstruksi 
sebesar 14,7 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan 
Jaminan Sosial sebesar 11,8 persen dan Perdagangan Besar dan 
Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,2 persen. 
Tabel 4 berikut ini menunjukkan besaran PDRB Kota Banjarbaru 
menurut lapangan usaha selama 4 tahun terakhir. 
 
Tabel 4.  PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga 

Konstan Tahun 2014-2019 (Rp. Juta) 
 

No. Sektoral 2016 2017 2018* 2019** 

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 110,27 116,74 121,89 126,11 
2. Pertambangan dan Penggalian 204,38 220,75 236,62 250,20 
3. Industri Pengolahan 411,84 433,19 456,52 476,01 
4. Pengadaan Listrik dan Gas 11,90 12,04 13,13 13,76 
5. Pengadaan Air 31,79 34,22 36,53 38,99 
6. Kontruksi 787,14 846,83 904,09 970,21 

7. Perdagangan Besar/Eceran, Reparasi 
Mobil & Sepeda Motor 553,79 598,23 645,85 695,89 

8. Transportasi dan Pergudangan 998,96 1078,91 1164,44 1243,44 
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 141,51 153,45 165,64 178,74 
10. Informasi dan Komunikasi 279,31 303,70 324,67 347,13 
11. Jasa Keuangan 91,32 96,81 102,69 107,01 
12. Real Estate 122,15 130,75 138,16 146,64 
13. Jasa Perusahaan 21,80 23,46 25,23 26,97 

14. 
Adm. Pemerintahaan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 618,09 630,50 654,67 707,29 

15. Jasa Pendidikan 465,43 504,02 548,52 592,46 
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 163,26 177,44 191,44 205,78 
17. Jasa Lainnya 89,01 95,82 103,43 111,36 

PDRB 5101,95 5456,87 5833,52 6238,02 
 Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Gambar. 5  Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha  
Kota Banjarbaru (Persen) 2019 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

  
Pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru yang semakin 
berkembang pesat hal ini disebabkan semakin pesatnya 
pertumbuhan penduduk di Kota Banjarbaru. Perpindahan pusat 
pemerintahan rupanya memberikan dampak yang signifikan pada 
pembangunan di wilayah Kota Banjarbaru.  Selama lima tahun 
terakhir pembangunan perumahan, pembangunan hotel berbintang, 
pembangunan tempat hiburan, pembangunan tempat perbelanjaan 
modern seperti Alfamart, Foodmart, Indomaret di Kota Banjarbaru 
semakin pesat.  Bahkan saat ini Kota Banjarbaru juga sudah memiliki 
Q-Mall sebagai salah satu mall terbesar di kota Banjarbaru. 
 

2. Laju Inflasi 
 

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum 
dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar 
yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi 
masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang 
memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga 
akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. 
 
Berdasarkan Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional 
Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Provinsi 
Kalimantan Selatan, Inflasi Kota Banjarbaru disejajarkan dengan 
inflasi Kota Banjarmasin.  Dalam rentang waktu 4 (empat) tahun dari 
tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, tingkat inflasi (tahunan) di 
Kota Banjarmasin mengalami tren penurunan yang cukup baik. 
Namun, pada tahun 2019, angka inflasi mengalami kenaikan yang 
cukup tinggi. Angka inflasi pada tahun 2016 mencapai 3,68%, dan 
mengalami penurunan hingga 2,63% pada tahun 2018, namun 
mengalami kenaikan menjadi 4,15% pada tahun 2019. 
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Gambar. 6  Inflasi Tahunan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2019 

 
  Sumber : Badan Pusat Statistik 

 
Inflasi di Kota Banjarbaru tahun 2019 sebesar 4,15 persen, naik cukup 
besar sebanyak 1.52 poin. Naiknya angka inflasi ini dipengaruhi oleh 
kenaikan harga angkutan udara, beras, bawang merah, sewa rumah 
dan bawang putih. 
 

3. PDRB per Kapita 
 

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk adalah pendapatan per 
kapita yang dapat diwakili oleh PDRB per kapita. PDRB per kapita 
Kota Banjarbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Selama kurun waktu tahun 2016-2019 PDRB per kapita atas dasar 
harga konstan (ADHK) naik dari Rp 21.138,- pada tahun 2016 menjadi 
Rp 23.774,- pada tahun 2019.  PDRB per kapita atas dasar harga 
berlaku (ADHB) juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun.  Selama kurun waktu tahun 2016-2019 PDRB per kapita atas 
dasar harga berlaku naik dari Rp 29.719,- pada tahun 2016 menjadi  
Rp 37.087,- pada tahun 2019.  Perkembangan PDRB per kapita ADHB 
dan ADHK Kota Banjarbaru Tahun 2016-2019 dapat dilihat 
sebagaimana tersaji pada tabel. 5 berikut ini. 
 
Tabel 5.  PDRB per Kapita Kota Banjarbaru Tahun 2016-2019 

 
PDRB per Kapita 2016 2017 2018 2019 

Atas Dasar Harga Konstan (Rp. 000,-) 21.138 21.966 22.823 23.744 

Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. 000,-) 29.719 31.935 34.185 37.087 

 Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Gambar 7.  Grafik PDRB per Kapita Kota Banjarbaru, Kalsel & 
PDB Nasional Tahun 2016-2019 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

 
Peningkatan pendapatan per kapita ini diharapkan dapat diikuti 
dengan pemerataan pendapatan diseluruh lapisan masyarakat. 
Dengan demikian tumbuhnya perekonomian tidak hanya dinikmati 
oleh kalangan-kalangan tertentu saja, tetapi dapat dinikmati oleh 
seluruh masyarakat Kota Banjarbaru. 
 
Gambar 8.  Perkembangan PDRB per Kapita Kota Banjarbaru  

Tahun 2015-2019 (Rp. Ribu) 

 
 Sumber : Badan Pusat Statistik 

 
4. Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio 

 
Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering 
digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan 
secara menyeluruh.  Ukuran kesenjangan Gini ratio berada pada 
besaran 0 (nol) dan 1 (satu).  Nilai 0 (nol) pada gini ratio menunjukkan 
tingkat pemerataan yang sempurna, dan nilai 1 (satu) menunjukkan 
ketimpangan yang sempurna.  Gini ratio Kota Banjarbaru selama 4 
(empat) tahun terakhir ini relatif stabil walaupun ada sedikit fluktuasi. 
Pada tahun 2016 gini rasio Kota Banjarbaru sebesar 0,34, dan terjadi 
fluktuasi pada tahun-tahun selanjutnya, namun pada tahun 2019, gini 
rasio Kota Banjarbaru bertahan pada angka 0,36 sama seperti tahun 
2018, sebagaimana disajikan pada grafik dibawah ini. 
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Gambar 9.  Indeks Gini Kota Banjarbaru, Kalsel & Nasional Tahun 
2016-2019 

 
 Sumber : Badan Pusat Statistik 

 
B. Kesejahteraan Sosial 

 
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

 
IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk 
melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih 
luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal 
kelangsungan hidup, intelektualias dan standar hidup layak.  IPM 
disusun dari tiga komponen yaitu kesehatan, yang diukur dengan 
usia harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan 
kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan 
rata‐rata lama sekolah; serta tingkat ekonomi dengan ukuran 
pengeluaran perkapita (purchasing power parity).   
 
IPM Kota Banjarbaru selalu menduduki peringkat pertama di Provinsi 
Kalimantan Selatan.  Dari tahun ke tahun angka IPM Kota Banjarbaru 
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka IPM kabupten/kota. 
Angka IPM Kota Banjarbaru tahun 2019 adalah sebesar 78,83 dan 
berdasarkan kategori skala internasional masih termasuk dalam 
tingkat pembangunan manusia menengah atas (IPM antara 66-80). 
 
Gambar 10.  Perkembangan IPM Kota Banjarbaru Tahun 2016-2019 

 
 Sumber : Badan Pusat Statistik 
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2. Pendidikan 
 

a) Angka Melek Huruf (AMH) 
 
Pada hakekatnya pendidikan merupakan usaha sadar manusia 
untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar 
sekolah dan berlangsung seumur hidup.  Oleh karenanya 
pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia.  Dalam 
konteks pembangunan daerah, keberhasilan pembanguan di 
bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas tenaga 
penggerak pembangunan itu sendiri sehingga diharapkan hasil 
yang dicapai oleh pembangunan ke depannya lebih berkualitas.  
 
Pencapaian hasil pembangunan dalam dimensi pendidikan 
diukur dengan 2 variabel, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka 
melek huruf.  Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah 
tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas 
untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah 
dijalani.  Ukuran yang sangat mendasar dari indikator pendidikan, 
secara makro adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) 
penduduk, yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf 
latin dan huruf lainnya.  Angka Melek Huruf (AMH) penduduk 
dewasa adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang 
dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. 
 
Gambar 11.  Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 

Tahun 2016-2019 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

 
Perkembangan angka melek huruf dan angka rata-rata sekolah di 
Kota Banjarbaru setiap tahun terus mengalami peningkatan. 
Pada tahun 2019, penduduk usia 15 tahun ke atas dapat membaca 
sebesar 99.69% dengan kata lain hanya ada 0.31% penduduk Kota 
Banjarbaru yang tidak dapat membaca. 
 

b) Angka Rata-rata Lama Sekolah 
 
Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang 
dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk 
menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.  
Rata-rata lama sekolah (mean years ofschooling/MYS) merupakan 
indikator kualitas sumber daya manusia yang lain dari dimensi 
pendidikan. Indikator ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat 
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pendidikan yang ditamatkan penduduk. Makin tinggi angka rata-
rata lama sekolah penduduk menunjukkan makin meningkatnya 
kualitas sumber daya manusia.  
 
Angka rata-rata lama sekolah di Kota Banjarbaru pada tahun 2019 
adalah sebesar 10,94 tahun, meningkat sebesar 0.01 poin jika 
dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai sebesar 10,93 
tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Kota Banjarbaru 
sudah sampai pada tingkatan tahun kedua SMA.  Perkembangan 
angka rata-rata lama sekolah di Kota Banjarbaru selama rentang 
waktu 4 (empat) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan 
yang cukup baik. 
 
Gambar 12.  Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 

2016-2019 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

 
c) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 

 
Angka Harapan Lama Sekolah didefnisikan lamanya sekolah 
(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada 
umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang 
anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya 
sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah 
penduduk untuk umur yang sama saat ini.  Angka Harapan Lama 
Sekolah dihitung berdasarkan penduduk yang berusia 7 tahun ke 
atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi 
pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang 
ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) 
yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. 
 
Gambar 13.  Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2016-

2019 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Berdasarkan Gambar 8 di atas, angka harapan lama sekolah Kota 
Banjarbaru pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 
mengalami peningkatan sebesar 0,05 tahun dari sebesar 14,77 
tahun 2016 naik menjadi 14,80 pada tahun 2019. Hal ini 
menunjukan bahwa setiap anak yang lahir pada tahun 2019 
memiliki kemungkinan untuk dapat mengenyam Pendidikan 
selama 14,80 tahun. Angka harapan lama sekolah di Kota 
Banjarbaru ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan 
Selatan. 
 

3. Kesehatan 
 

a) Angka Usia Harapan Hidup 
 

Harapan hidup saat lahir adalah rata-rata perkiraan banyak tahun 
yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan 
hidup saat lahir mencerminkan derajat kesehatan suatu 
masyarakat akan tetapi juga membawa implikasi bertambahnya 
jumlah lanjut usia. 
 
Gambar 14.  Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Tahun 

2016-2019 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2020. 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

 
Angka harapan hidup saat lahir di Kota Banjarbaru selama 
periode tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan setiap 
tahun.  Pada tahun 2016 angka harapan hidup saat lahir di Kota 
Banjarbaru adalah 71,43 tahun, meningkat sebesar 0,52 poin 
menjadi 71,87 tahun pada tahun 2019.  Hal ini menunjukkan salah 
satu indikator meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat 
Kota Banjarbaru. Angka harapan hidup saat lahir di Kota 
Banjarbaru merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan 
Selatan. 
 

4. Kemiskinan 
 

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani setiap 
tahunnya, karena merupakan masalah yang komplek dan multi 
dimensi. Kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan 
pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja tetapi juga 
ditentukan oleh banyak faktor yang membuat masyarakat tidak 
berdaya, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. 

71.43
71.50

71.67

71.87

2016 2017 2018 2019
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Angka kemiskinan terutama untuk kemiskinan makro, dihitung 
berdasarkan garis kemiskinan dimana penduduk miskin adalah 
penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan perkapita per bulan 
dibawah garis kemiskinan.  Garis kemiskinan merupakan nilai 
pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 
dengan 2.100 kkal per kapita per hari. 

 
Gambar 15.  Persentase Penduduk Miskin Kota Banjarbaru, Kalsel 

& Nasional Tahun 2016-2019 

 
 Sumber : Badan Pusat Statistik 

 
Persentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru dalam rentang 
tahun 2016-2019 selalu terjadi fluktuasi, dari persentase penduduk 
miskin sebesar 4,90% pada tahun 2016, pada tahun 2017 naik menjadi 
4,68% dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 
2018 yakni menjadi sebesar 4,19%. Namun, persentase ini mengalami 
kenaikan lagi pada tahun 2019 menjadi 4,30%.  Kenaikan persentase 
penduduk miskin di Kota Banjarbaru ini salah satunya adalah adanya 
kenaikan penetapan Garis Kemiskinan (GK), garis kemiskinan di Kota 
Banjarbaru merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. 

 
5. Angka Pengangguran 

 
Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat 
kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang 
yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 
memperoleh pekerjaan.  Persoalan pengangguran bukan hanya 
menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial, 
sehingga pemerintah di harapkan dapat mengatasi persoalan 
pengangguran dengan berbagai kebijakan. 
 
Angka pengangguran di Kota Banjarbaru tahun 2016-2019 
mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif dari angka sebesar 
5,67% pada tahun 2016 sampai menurun menjadi sebesar 5,06% pada 
tahun 2019.  Adapun data angka pengangguran di Kota Banjarbaru 
selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2016-2019 dapat dilihat 
sebagaimana tersaji pada Gambar 16. di bawah ini. 

 
  

4.62 4.68

4.19
4.303.10 2.96

4.45 4.55

10.86
10.12 9.82 9.22

2016 2017 2018 2019
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Gambar 16.  Angka Pengangguran Kota Banjarbaru, Kalsel & 
Nasional Tahun 2016-2019 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

5.3 Aspek Pelayanan Umum 
 

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 
 

1. Urusan Pendidikan 
 

Pendidikan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, terutama sebagai upaya untuk meningkatkan 
kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan penyelenggaraan urusan 
Pendidikan dalam pemerintahan daerah diharapkan dapat 
meningkatkan kompetensi masyarakat sehingga berdaya saing 
tinggi. Tabel berikut memaparkan capaian penyelenggaraan urusan 
Pendidikan di Kota Banjarbaru selama tahun 2016 hingga tahun 2019. 
 
Tabel 6.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 

2016-2019  

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal dan 
Non Formal 

% 69.63 55,72 72.73 74,38 

Rerata Hasil Post Test PKB PAUD  % 67 68 69 70 
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A % 111.87 116,54 113.35 113,45 
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B % 105.96 99,08 98 99 
Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB/Paket A % 100.29 97,81 96.56 96,66 
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B % 88.74 81,77 82 83 
Persentase satuan SD yang terakreditasi % 91,14 94,94 97.47 100 
Persentase satuan SMP yang terakreditasi % 81,82 91,00 100 100 
Persentase  Sekolah Hijau SD (Adiwiyata) % 27,85 74,68 87.34 100 
Persentase  Sekolah Hijau SMP (Adiwiyata) % 45,45 54,55 63.64 69,57 
Persentase Indikator SPM SD % 68,35 90,00 95 97,00 
Persentase Indikator SPM SMP % 68,35 90,00 95 97,00 
Persentase Satuan Pendidikan/SD yang 
sudah melaksanakan Kurikulum Pendidikan 
Karakter 

% N/A 6,33 6.33 6,33 

Persentase Satuan Pendidikan/SMP yang 
sudah melakasanakan Kurikulum Pendidikan 
Karakter 

% N/A 13,64 13.64 13,64 

Angka Putus Sekolah SD % 0,01 0,00 0 0 
Angka Putus Sekolah SMP % 0,01 0,39 0 0 
Angka Kelulusan SD % 100 100,00 100 100 
Angka Kelulusan SMP % 100 89,69 100 100 
Angka Melanjutkan Siswa SD % 98,87 98,87 99.22 100 
Angka Melanjutkan Siswa SMP % 98,99 92,68 94.68 100 

5.67 5.51
5.54

5.06
4.83 4.77

4.5
4.31

5.5
5.5 5.34 5.28

2016 2017 2018 2019

Banjarbaru Kalsel Nasional
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Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 
Angka Melek Huruf (AMH) % 99,70 99.40 99.55 99,69 
Persentase satuan PNF yang terakreditasi 
secara lokal 

% 7,27 14.55 21.82 29,09 

Angka Kelulusan Paket A % 100 100 100 100 
Angka Kelulusan Paket B % 100 100 100 100 
Angka Kelulusan Paket C % 100 100 100 100 
Rerata Hasil Post Test PKB PAUD  % 67 68 69 70 
Rerata Hasil Post Test PKB SD % 64,49 65.50 67 68 
Rerata Hasil Post Test PKB SMP % 66,31 67 68 69 
Persentase keluhan pengaduan layanan 
pendidikan yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 

Persentase satuan Pendidikan Non Formal 
yang terakreditasi secara local % 7,27 14,55 21.82 29,09 

 
2. Urusan Kesehatan 

 

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan Pemerintah Kota 
Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel 7 
berikut ini. 

  
Tabel 7.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 

2016-2019  
Indikator Satuan 

Capaian 
2016 2017 2018 2019 

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di 
Puskesmas % 81 82 83 84 

Persentase puskesmas yang melaksanakan 
pelayanan kefarmasian sesuai standar % 50 55 60 65 

Persentase penggunaan obat rasional di 
puskesmas  

% 67 70 73 76 

Persentase Instalasi farmasi kota yang 
melakukan manajemen pengelolaan obat 
dan vaksin sesuai standar 

% 62 64 66 68 

Persentase puskesmas yang melaksanakan 
kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok 
masyarakat di wilayah kerjanya 

% 100 100 100 100 

Jumlah puskesmas yang mendapatkan 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pkm 8 9 9 9 

Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan 
upaya kesehatan jiwa Pkm 8 9 9 9 

Jumlah puskesmas yang menerapkan 
standar pelayanan medik dasar 

Pkm 8 9 9 9 

Jumlah puskesmas yang melaksanakan 
program kesehatan gigi dan mulut Pkm 8 9 9 9 

Jumlah puskesmas yang melaksanakan 
program kesehatan indera Pkm 8 9 9 9 

Persentase rumah tangga yang berperilaku 
hidup bersih dan sehat 

% 60 63 66 70 

Cakupan UKBM yang memanfaatkan sumber 
dayanya untuk mendukung kesehatan % 100 100 100 100 

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik 
(KEK) yang mendapat makanan tambahan % 100 100 100 100 

Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet 
Tambah Darah (TTD) 

% 95 95,5 96 96,5 

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang 
mendapat ASI eksklusif % 55 57,7 60 65 

Persentase balita kurus yang mendapat 
makanan tambahan % 100 100 100 100 

Persentase remaja puteri yang mendapat 
Tablet Tambah Darah (TTD) 

% 50 55 60 65 

Jumlah kelurahan yang melaksanakan 
sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) % 20 35 100 20 

Persentase sarana air minum yang dilakukan 
pengawasan % 3 8 15 21 

Persentase tempat umum yang memenuhi 
syarat Kesehatan 

% 86 88 90 92 

Persentase tempat pengelolaan makanan 
yang memenuhi syarat Kesehatan % 86 88 90 92 

Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan 
kota sehat Kec 5 5 5 5 
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Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 
Persentase kasus HIV yang ditemukan dan 
diobati % 90 90 90 90 

Prevalensi kasus HIV (berdasarkan populasi 
dewasa) % 0,3 0,3 0.3 0,3 

Persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 
mendapat Anti-Retroviral Treatment (ART) 

% 95 95 95 95 

Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang 
berpengetahuan komprehensif tentang HIV 
dan AIDS 

% 69 70 71 72 

Jumlah sarana pelayanan kesehatan swasta 
yang legal Buah 232 256 288 316 

Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK-
BLUD Pkm 2 4 6 8 

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 
(satu) puskesmas yang tersertifikasi 
akreditasi 

Pkm 2 4 5 5 

Persentase jumlah penduduk miskin dan 
tidak mampu yang dilayani ditingkat lanjutan 

% 100 100 100 100 

Rasio Puskesmas per satuan Penduduk Rasio 1:30.000 1:30.000 1:30.000 1:30.000 
Cakupan kepesertaan JKN BPJS % 70 80 90 100 
Prosentase tenaga medis dan non medis 
yang memiliki kompetensi sesuai 
perkembangan ilmu kesehatan secara 
berkelanjutan 

% 100 100 100 100 

Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi 
Menyusui Dini (IMD) % 45 47,5 50 52,5 

Persentase kunjungan neonatal pertama 
(KN1) % 99,6 99,6 99.6 99,6 

Persentase puskesmas yang melaksanakan 
penjaringan kesehatan untuk peserta didik 
kelas 1 

% 100 100 100 100 

Persentase puskesmas yang melaksanakan 
penjaringan kesehatan untuk peserta didik 
kelas 7 dan 10 

% 100 100 100 100 

Persentase puskesmas yang 
menyelenggarakan kesehatan remaja 

% 60 70 80 85 

Persentase puskesmas yang melaksanakan 
kelas ibu hamil % 100 100 100 100 

Persentase puskesmas yang melakukan 
orientasi Program Perencanaan Persalinan 
dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 

% 100 100 100 100 

Persentase ibu hamil yang mendapatkan 
pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) % 94 95 96 97 

Persentase puskesmas yang melaksanakan 
kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok 
masyarakat di wilayah kerjanya 

% 100 100 100 100 

Persentase penurunan kasus penyakit yang 
dapat di cegah dengan imunisasi (PD3I) 

% 7 10 20 30 

Persentase anak usia 0-11 bulan yang 
mendapat imunisasi dasar lengkap % 91,5 92 92.5 93 

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang 
direspon % 65 70 75 80 

Persentase cakupan penemuan kasus baru 
kusta tanpa cacat 

% 85 85 85 85 

Persentase kasus HIV yg di temukan dan di 
obati % 90 90 90 90 

Persentase puskesmas yang melaksanakan 
pengendalian Penyakit Tidak Menular 
terpadu 

% 20 20 20 20 

Persentase desa/kelurahan yang 
melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan 
Terpadu (Posbindu) penyakit Tidak Menular 

% 20 40 60 70 

Angka Bebas Jentik (ABJ ≥ 95 %) % >95 >95 >95 >95 
Angka penemuan kasus malaria per 1.000 
penduduk (Annual ParaciteInciden) Angka <1/1.000 <1/1.000 <1/1.000 <1/1.000 

Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria 
yang di laporkan dan ditanggulangi % 100 100 100 100 

Angka notifikasi kasus Tuberculosis (Case 
Notification Rate) 

% 5 5 5 5 

Angka keberhasilan pengobatan 
Tuberculosis % 90 90 90 90 

Jumlah kasusdiare per 1.000 penduduk Pddk <285/1.0
00 

<285/1.0
00 

<285/1.0
00 

<285/1.0
00 

Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB % <1 <1 <1 <1 
Cakupan penemuan dan tatalaksana standar 
kasus pneumonia balita Balita <10 <10 <10 <10 

Angka penemuan kasus baru (New case 
detection rate / NCDR) kusta per 100.000 
penduduk 

% <5 <5 <5 <5 

Persentase desa/kelurahan yang sudah UCI % 100 100 100 100 
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Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 
Persentase anak usia sekolah yang mendapat 
imunisasi % 97 97 97 97 

Penemuan kasus non folio AFP rate per 
100.000 anak< 15 tahun Kasus 2 2 2 2 

Persentase penyelidikan epidemiologi (PE) < 
24 jam 

% 80 80 80 80 

Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak 
menular Orang 500 500 500 500 

Persentase kasus gigitan hewan tersangka 
rabies yang ditangani % 100 100 100 100 

Cakupan Penyakit Tidak Menular yang 
ditangani 

% 100 100 100 100 

Cakupan jumlah Puskesmas yang 
melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan 
Olah Raga 

% 100 100 100 100 

 

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
 

Tabel 8.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Tahun 2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 
Persentase Panjang jalan dalam keadaan 
baik dan sedang 

% 95,33 95,52 96.12 96,94 

Persentase saluran drainase kota yang 
berfungsi dengan baik % 87,11 88.63 90.13 91,61 

Persentase saluran drainase lingkungan yang 
berfungsi dengan baik % 71,51 79.04 76.65 73,56 

Persentase tingkat jalan kota dalam kondisi 
baik dan sedang 

% 81,72 84.68 84.86 85,09 

Persentase tingkat kondisi jalan lingkungan 
yang baik dan sedang % 36,52 49.68 60.38 69,06 

Persentase alat berat dalam kondisi baik % 100 100 100 100 
Persentase kinerja sistem irigasi % 22,89 32.67 41.63 71,94 
Persentase penanganan titik rawan banjir % 25 35 50 55 
Persentase sarana publik dalam kondisi baik % 100 100 100 100 
Persentase Kepala Keluarga (KK) yang 
mendapatkan akses air minum yang aman % 75,87 79.53 88.95 97,86 

Persentase Kepala Keluarga (KK) yang 
terlayani sistem air limbah yang memadai % 85,82 84.4 88.06 92,68 

Tersedianya rencana tata ruang yang 
berkualitas dan informasi rencana tata ruang 
yang bisa diakses public 

% 33,33 33.33 41.66 49,99 

Indeks kepuasan masyarakat di bidang Tata 
Ruang 

Opini Baik (70) Baik (75) Baik (78) Baik (80) 

Penurunan ketidaksesuaian/pelanggaran 
pemanfaatan ruang % 6 5 4 4 

Indeks kepuasan masyarakat di bidang 
Pengembangan Konstruksi Opini - Baik (75) Baik (78) Baik (80) 

Persentase layanan yang sesuai dengan 
bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi 
menurut SPM PU 

% 100 100 100 100 

Persentase paket pekerjaan yang terawasi 
kualitas dan kuantitas pekerjaannya 

% 100 100 100 100 

Persentase jumlah lokasi RTH publik yang 
dibangun % 30 40 55 70 

 
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

 
Tabel 9.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2019 
Indikator Satuan 

Capaian 
2016 2017 2018 2019 

Penurunan rumah tidak layak huni % 0,5 0,47 0.42 0,37 
Cakupan lingkungan perumahan yang sehat 
dan aman yang didukung Prasarana, Sarana 
dan Utilitas (PSU) 

% 5 15 25 35 

Penurunan luas kawasan permukiman 
kumuh % 0,99 0.89 0.78 0,67 

Cakupan taman dalam kondisi baik % 10,64 23.4 46.94 65,96 
Cakupan TPU dalam kondisi baik % 6,78 13.56 20.22 26,97 
Cakupan PJU dalam kondisi baik % 46,51 50.58 59.67 68,76 
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5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 
Masyarakat 

 
Tabel 10.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 
Tahun 2016-2019 

Indikator Satuan Capaian 
2016 2017 2018 2019 

Cakupan Potensi Konflik Yang Ditangani % 0 0 0 0 
Cakupan Persentase Pembinaan/Sosialisasi 
tentang wasbang dan kesadaran bela negara % 100 100 100 100 

Cakupan Potensi  Konflik bernuansa SARA 
yang ditangani 

% 100 100 - - 

Cakupan tingkat partisipasi pendidikan 
politik % 64 70 70 70 

Persentase Peningkatan jumlah Ormas/LSM 
yang terdaftar dan aktif % 100 100 100 100 

Persentase patroli siaga ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat 

% 100 100 100 100 

Meningkatnya Jumlah Petugas Linmas Yang 
Dibina % 100 100 100 100 

Persentase Kasus/Pelanggaran Perda 
Perkada Yang Ditidak Lanjuti % 100 100 100 100 

Meningkatnya Jumlah Pos Kamling % 34 39 40 48 
Meningkatnya Petugas Keamanan 
Lingkungan % 12 26 41 58 

Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan 
Bahaya Kebakaran 

% N/A 100 100 100 

Persentase pelaksanaan pencegahan dini 
terhadap bencana % 100 100 100 100 

Persentase Tertanganinya Korban Bencana % N/A N/A 100 100 
Persentase Ketepatan Tingkat Waktu 
Tanggap Darurat Bencana % 80 82 85 88 

Persentase Tertanganinya Korban Bencana 
Pasca Bencana % N/A N/A 100 100 

 
6. Urusan Sosial 

 
Tabel 11.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2016-

2019 
Indikator Satuan 

Capaian 
2016 2017 2018 2019 

Persentase pemutakhiran data fakir miskin 
berdasarkan data terpadu 

% 100 100 100 100 

Prosentase tuna sosial 
yang dibina dan direhabilitasi % 41 50 59 64 

Prosentase pembinaan dan pelayanan 
kepada PMKS di rumah singgah % 100 100 100 100 

Persentase Organisasi Sosial yang 
diberdayakan 

% 62,5 70 75 87,5 

Persentase Kesejahteraan Sosial bagi para 
pejuang dan kepahlawanan  

% 100 100 100 100 

Cakupan masyarakat miskin yang ditangani 
berdasarkan Data Terpadu % 56,74 60,03 60.03 60.03 

  
B. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 

 
1. Urusan Tenaga Kerja 

 
Tabel 12.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 

2016- 
Indikator Satuan 

Capaian 
2016 2017 2018 2019 

Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki 
Kompetensi % 9,79 12.93 8.47 8 

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 
pelatihan berbasis kompetensi 

% 50 50 55 60 

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang 
ditempatkan % 4,77 22.26 23.52 25 

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 
pelatihan berbasis masyarakat % 88,88 100 100 100 



Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 

 

I   38 
 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 
pelatihan kewirausahaan % 100 100 100 100 

Besaran kasus yang diselesaikan dengan 
Perjanjian Bersama (PB) % 57,14 66,67 66.8 67 

Angka sengketa pengusaha - pekerja per 
tahun 

Angka 40,58 26,08 25 24 

Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi 
Peserta Program Jamsostek % 58,83 68.83 71.5 74,18 

Persentase Perusahaan yang membayar 
upah pekerja sesuai UMP % 74,78 75 75.78 75,98 

Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan 
Peraturan Ketenagakerjaan 

% 9,85 10.34 10.82 11,29 

 
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 
Tabel 13.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Persentase Kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan anak yang ditindaklanjuti 

% 100 100 100 100 

Persentase Kelurahan Yang Layak Anak % 0 20 40 15 
Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG % 3 15 33 57 
Meningkatnya Pembinaan terhadap 
Organisasi Perempuan di Kota Banjarbaru % 100 100 100 100 

Persentase kelompok usaha perempuan 
P2WKSS di Kelurahan dan Persentase Satgas 
GSI 

% 100 100 100 100 

 
3. Urusan Pangan 

 
Tabel 14.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 

2016-2019  
Indikator Satuan 

Capaian 
2016 2017 2018 2019 

Ketersediaan Sembilan (9) kelompok bahan 
pangan                                                        

Scoring 73,59 80.09 82 84 

Persentase sarana media elektronik dan 
media cetak yang dapat dijangkau oleh 
penyuluh pertanian dan masyarakat petani  

% 46 66 66 88 

Persentase kenaikan kelas BPP  % 25 25 25 50 

 
4. Urusan Lingkungan Hidup 

 
Tabel 15.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup 

Tahun 2016-2019  

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Tingkat Kualitas Air yang memenuhi baku 
mutu Berdasarkan Permen LH Nomor 5 
Tahun 2014 

Indeks 44,66 40,67 41 42 

Persentase sumber daya alam yang 
dilindungi dan dikonservasi % 100 100 100 100 

Persentase peningkatan akses informasi 
sumber daya alam dan lingkungan hidup 

% 100 100 100 100 

Tingkat kualitas udara ambien yang 
memenuhi baku mutu .  Indeks Kualitas 
Udara = Rerata pemantauan (NO2 dan SO2)  x 
Bobot Indeks  

Indeks 83,62 82,52 82.72 82,92 

Persentase Sampah yang terangkat dari TPS 
ke TPA 

% N/A 100 100 100 

Persentase sampah rumah tangga dan 
sampah sejenis sampah rumah tangga yang 
dikelola secara 3R di sumber per tahun 

% N/A 8 8 10 
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5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 
 

Tabel 16.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Administrasi 
Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Persentase penduduk ber KTP persatuan 
penduduk 

% 100 100 100 100 

Persentase bayi berakte kelahiran % 100 100 100 100 
Persentase pasangan berakte nikah % 100 100 100 100 

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/b
elum Sudah Sudah sudah sudah 

Cakupan penerbitan KTP Elektronik % 100 100 100 100 
Cakupan penerbitan akta kelahiran % 100 100 100 100 

 
6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

 
Tabel 17.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2019 
Indikator Satuan 

Capaian 
2016 2017 2018 2019 

Persentase Peningkatan Kontribusi 
Masyarakat Dalam Membangun Wilayah 
Kelurahan 

% 100 100 100 100 

Persentase LPM aktif % 100 100 100 100 
Persentase TP. PKK  yang Aktif % 100 100 100 100 
Persentase Posyandu yang Aktif % 100 100 100 100 
Tercapainya TTG berprestasi di Tingkat 
Provinsi 

Karya 2 2 2 2 

 
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

 
Tabel 18.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2019 
Indikator Satuan 

Capaian 
2016 2017 2018 2019 

Persentase Pasangan Usia Subur yang 
menjadi peserta KB Aktif % 72,57 73,48 74.43 76 

Total Fertility Rate (TFR) TFR TFR2.5 TFR2.5 TFR2.4 TFR2.3 
Rata-Rata Jumlah Anak Per-Keluarga orang 4 3 3 2 
Ratio Akseptor KB % 71,09 71,19 71.52 71,8 
Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR  CPR 68,02 68,02 69 70 
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak 
terpenuhi (unmet need) % 6,3 6,3 6 5,9 

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka 
Panjang (MKJP) % 10,5 11,32 12 12,5 

Persentase Tingkat Keberlangsungan 
Pemakaian Kontrasepsi 

% 14,2 15,3 15.6 16,1 

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan 
perangkat daerah KB untuk perencanaan 
dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 
Bidang Pengendalian Penduduk 

orang 21 20 20 20 

Petugas Pembantu Pembina KB Desa 
(PPKBD) setiap Kelurahan 

orang 1 1 1 1 

Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan 
Obat Kontrasepsi untuk memenuhi 
permintaan Masyarakat 

% 100 100 100 100 

Cakupan Tri Bina Keluarga yang ber-KB % 100 100 100 100 
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di 
setiap Kecamatan 

Kecamatan 1 1 1 2 

Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 
(UPPKS) yang ber-KB Mandiri 

% 72 73 75 76 

Cakupan Keluarga Yang mempunyai Balita 
dan Anak yang memahami dan 
Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan 
Tumbuh Kembang Anak 

% 38 40 45 50 

Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15 
- 19) per 1.000 Perempuan usia 15 - 19 tahun 
(ASFR 15 - 19) 

WUS 20,59 18,25 17.2 16,5 
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Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang 
isterinya dibawah 20 tahun % 0,03 0,027 0.021 0,019 

Persentase Perangkat Daerah yang berperan 
aktif dalam pembangunan daerah melalui 
Kampung KB 

% 15 19 19 19 

Persentase Rata-Rata Usia Kawin Pertama % N/A 94.68 95.15 96,30 
Cakupan penyelenggaraan pendidikan 
formal. non formal dan informal yang 
melakukan pendidikan kependudukan 

% 100 100 100 100 

Persentase Faskes dan Jejaringnya yang 
bekerja sama dengan BPJS dan memberikan 
pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi 
pelayanan 

% 100 100 100 100 

Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro 
Keluarga di Kota Banjarbaru 

% 100 100 100 100 

Persentase tersedianya Sarana Pendukung 
Pelayanan KB di Kota Banjarbaru % 100 100 100 100 

Persentase tersedianya Operasional KKBPK 
Lini Lapangan % 100 100 100 100 

 
8. Urusan Perhubungan 

 
Tabel 19.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Perhubungan 

Tahun 2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Persentase meningkatnya penggunaan 
prasarana pelayanan angkutan umum di 
terminal 

% 85 85 90 90 

Persentase fasilitas lalulintas angkutan jalan 
yang berfungsi dengan baik % 100 100 100 100 

Persentase beroperasinya angkutan yang 
aman. nyaman. tertib. dan lancer 

% 80 80 85 90 

Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas 
yang teratasi % 100 100 100 100 

Persentase peningkatan kelaikan  
pengoperasian kendaraan bermotor yang laik 
jalan 

% 100 100 90 90 

Tingkat alat uji pengujian kendaraan 
bermotor yang memenuhi standar Pengujian % N/A N/A N/A 100 

 
9. Urusan Komunikasi dan Informatika 

 
Tabel 20.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan 

Informatika Tahun 2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Persentase tindaklanjut pengaduan oleh unit 
kerja yang berwenang 

% N/A 100 100 100 

Persentase KIM yang dibina % N/A 15 40 65 
Persentase informasi pembangunan yang 
dipublikasikan melalui media komunikasi 
public 

% N/A 100 100 100 

Persentase isu public yang ditanggapi oleh 
masyarakat 

% N/A 100 100 100 

Persentase PPID Utama dan Pembantu yang 
aktif % N/A 10 80 100 

Layanan internet dengan : 
1. Dedicated terpasang dengan SLA minimal 

99% 
2. Broadband terpasang 

% N/A 100 100 100 

Persentase radio dan fiber optic terpasang 
dan telah digunakan unit kerja % N/A 14 28 36 

Persentase pemenuhan indikator SPBE % N/A 23 40 50 
Persentase unit kerja yang telah 
menggunakan website dengan domain 
banjarbarukota.go.id yang aktif  

% N/A 29 43 58 
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Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 
Persentase pengadaan barang dan jasa telah 
menggunakan LPSE % N/A 100 100 100 

Persentase SDM TIK yang kompeten % N/A 100 100 100 
Persentase perangkat daerah yang 
menggunakan sandi dalam komunikasi 
Perangkat Daerah 

% N/A N/A 6 15 

Persentase penyajian informasi publik 
khususnya data statistik sectoral % N/A 37,5 50 75 

Buku "Statistik Kota Banjarbaru"  Ada/Tidak N/A Ada Ada Ada 
Buku "Indikator Makro Kota Banjarbaru" Ada/Tidak N/A Ada Ada Ada 

 
10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

 
Tabel 21.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Tahun 2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Persentase produk UMK 
(makanan/minuman) yang bersertifikat % 8,41 24.74 29.98 34,31 

Persentase UMKM yang mendapat perluasan 
akses pasar 

% 2,46 2.92 3.29 3,75 

Jumlah kelurahan yang memiliki produk 
unggulan Kelurahan 5 7 9 11 

Jumlah Wirausaha / UMKM Baru UMKM 43 75 81 89 
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina % 100 100 99 99 
Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yg 
tertib administrasi 

LKM 0 2 4 6 

Persentase BPR/LKM aktif % 32,56 32,56 34.88 35,63 
Persentase Koperasi Aktif % 68,78 69.56 70,18 70,80 

 
11. Urusan Penanaman Modal 

 
Tabel 22.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal 

Tahun 2016-2019  
Indikator Satuan 

Capaian 
2016 2017 2018 2019 

Investor yang menjalin kerjasama investasi 
(PMA dan PMDN) Investor 20 20 22 25 

Izin Penanaman Modal yang diterbitkan Pershn/ 
SK 

15/21 20/23 25/25 30/27 

Nilai Survey Kepuasan Masyarakt (SKM) Nilai 81,35 80 80.5 81 
Jumlah SK Perizinan yang diterbitkan SK 3137 3138 3160 3180 

 
12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 

 
Tabel 23.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan 

Olahraga Tahun 2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina Buah N/A 32 33 34 
Persentase sarana prasarana olahraga yang 
terpelihara 

% 100 100 100 83 

Jumlah cabang olahraga yang di bina Cabor 50 14 16 14 
Persentase pelaksanaan event olahraga 
masyarakat secara rutin 

Jumlah 
Event 

8 57 66 80 
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13. Urusan Statistik 
 

Tabel 24.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 
2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Persentase penyajian informasi publik 
khususnya data statistik sectoral 

% N/A 37,5 50 75 

Buku "Statistik Kota Banjarbaru"  Ada/Tidak N/A Ada Ada Ada 
Buku "Indikator Makro Kota Banjarbaru" Ada/Tidak N/A ada Ada Ada 

 
14. Urusan Kebudayaan 

 
Tabel 25.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 

2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Organisasi /Grup Kesenian yang dibina Grup 54 54 54 54 
Jumlah Peninggalan sejarah yang 
dilestarikan  

Buah 13 14 15 16 

 
15. Urusan Perpustakaan 

 
Tabel 26.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan 

Tahun 2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Meningkatnya Jumlah Pengunjung 
Perpustakaan Pengunjung 51.000 53.000 66.067 67.067 

Meningkatnya Layanan Perpustakaan % - - 100 100 

 
16. Urusan Kearsipan 

 
Tabel 27.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 

2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Terdata dan tertatanya Arsip In Aktif SKPD 5 5 7 7 
Persentase terpeliharanya dan Tertatanya 
Arsip % - 100 100 100 

Persentase terpeliharanya Sarana dan 
Prasarana Depo Arsip 

% - - 100 100 

Persentase SKPD yang mengikuti  
Sosialisasi/Pemasyarkatan 
Kearsipan/Bimtek Kearsipan/Pameran 
Arsip 

% 100 100 100 100 

Persentase terselamatkannya Arsip Statis 
Pemko Banjarbaru 

% N/A N/A N/A 100 

 
C. Fokus Layanan Urusan Pilihan 

 
1. Urusan Kelautan dan Perikanan 

 
Tabel 28.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2016-2019  

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Produksi Perikanan Budidaya ton 5550,65 5828,18 6119.59 6425,57 
Produksi Perikanan Tangkap ton 57,32 58,47 59.84 60,83 
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Produksi Hasil Olahan Perikanan ton 69,8 78 85.8 94,38 

 
2. Urusan Pertanian 

 
Tabel 29.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 

2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Total Produksi Tanaman Padi Pertahun ton 5,70 5.95 6,12 6,30 
Total Produksi Tanaman Cabe Pertahun ton 700 710 731 752 
Total Produksi Tanaman Karet Pertahun ton 900 937 952 967 
Populasi Ternak Kambing. Sapi. Ayam 
Buras. Ayam Ras dan Itik  

ekor (ribu) 2.560 2.609 2.660 2.712 

Jumlah Kasus Zoonosa di kota Banjarbaru kasus 70 63 60 57 
Jumlah ternak yang terserang penyakit ekor 350 115 110 105 
Persentase Produk  Pangan segar 
peternakan yang tercemar % 6 5 4 3 

Persentase tenaga Penyuluh Pertanian 
PNS yang memiliki sertifikat 

% 18,75 18.75 25 31,25 

Persentase tenaga Penyuluh Pertanian 
Non PNS yang memiliki STTPL % 18,09 23.08 38,46 53,85 

Persentase tenaga Penyuluh Pertanian 
yang berkinerja baik  % 100 100 100 100 

Persentase Penyuluh Pertanian Swadaya 
yang mengikuti Diklat 

% 15 30 50 75 

Persentase Kelas Kelompok Tani   % 10,21 18.18 34,55 50,91 

 
3. Urusan Perdagangan 

 
Tabel 30.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Perdagangan 

Tahun 2016-2019 
Indikator Satuan 

Capaian 
2016 2017 2018 2019 

Persentase hasil usaha dagang yang 
memenuhi standar % 100 100 100 100 

Persentase usaha dagang yang meningkat 
klasifikasinya 

% 10 10 10 10 

Persentase usaha dagang yang meningkat 
pangsa pasarnya % 20 20 20 20 

Persentase pedagang kali lima yang 
ditampung pada Kawasan PKL % 10 10 10 10 

Persentase Pedagang Kaki Lima yang 
patuh pada aturan 

% 10 20 30 40 

Persentase Pedagang Kaki Lima yang 
meningkat sarana dan prasarana % 4 4 4 4 

Persentase pasar yang meningkat 
klasifikasinya % 40 40 40 60 

Persentase pedagang pasar yang 
mengembangkan usahanya berbasis IT 

% 20 20 20 20 

Persentase pelaku dagang yang taat pada 
aturan pasar % 20 20 20 20 

 
4. Urusan Perindustrian 

 
Tabel 31.  Capaian Penyelenggaraan Urusan Perindustrian 

Tahun 2016-2019 
Indikator Satuan 

Capaian 
2016 2017 2018 2019 

Persentase IKM yang berkualitas % 1,5 1,5 1,5 1,75 
Industri Kecil Menengah yang menggunakan 
kemasan kreatif  % 50 55 55 65 

Persentase jenis produk IKM yang telah 
disertakan dalam Pameran % 25 25 25 40 

Persentase Produk makanan yang diawasi 
dalam penggunaan bahan tambahan 
makanan (BTM) yang berbahaya 

% 100 100 100 100 
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D. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 
 

1. Bidang Administrasi Pemerintahan 
 

Tabel 32.  Capaian Penyelenggaraan Bidang Administrasi 
Pemerintahan Tahun 2016-2019  

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 
Nilai Evaluasi AKIP Nilai CC B B B 
Persentase Temuan BPK dan Inspektorat 
yang Ditindaklanjuti % 100 100 100 100 

Persentase Tertib Administrasi 
Barang/Asset Daerah 

% 100 100 100 100 

Persentase Rancangan Produk Hukum 
Daerah yang sesuai dengan Mekanisme 
Pembentukan Produk Hukum Daerah 

% 100 100 100 100 

Persentase Produk Hukum Daerah yang 
sesuai dengan Per-UUan dan Kebutuhan 
Masyarakat 

% 100 100 100 100 

Persentase SKPD yang Menyampaikan 
Laporan Pelaksanaan Pembangunan tepat 
waktu 

% 100 100 100 100 

Persentase SKPD yang Menyampaikan 
Laporan Pelaksanaan Pembangunan 
Sesuai Peraturan 

% 100 100 100 100 

Persentase Peningkatan Peran Serta 
Masyarakat dalam Pembangunan Daerah % 100 100 100 100 

Persentase Kinerja Kecamatan dan atau 
Kelurahan yang mencapai target sesuai 
dengan indikator yang ditetapkan 

% 100 100 100 100 

Persentase SKPD yang tepat fungsi dan 
tepat ukuran % 30 40 50 60 

Nilai Indeks Komposit Survei Kepuasan 
Masyarakat 

Mutu Baik Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Nilai Kepatuhan Terhadap Standar 
Pelayanan Kategori 

Kuning 
(80,07) 

Kuning 
(80,07) 

Hijau 
(81,00) 

Hijau 
(81,00) 

Persentase SKPD yang menyampaikan 
LAKIP tepat waktu % 100 100 100 100 

Persentase SKPD yang menyampaikan 
LAKIP sesuai peraturan 

% 100 100 100 100 

Persentase Penyelenggaraan Acara 
Keprotokolan Sesuai dengan Standar dan 
Aturan yang berlaku 

% 100 100 100 100 

Jumlah kebijakan bidang perekonomian 
Walikota Banjarbaru 

kebijakan/ 
rekom 1 1 1 1 

Jumlah Perusahaan dan atau pendonor 
yang berkontribusi terhadap 
pembangunan Kota (CSR) 

Perusahaa
n/ 

Lembaga 
Pendonor 

2 2 2 2 

Persentase Fasilitasi Pelayanan Santunan 
dan Bantuan Rukun Kematian % 100 100 100 100 

Persentase Kinerja Administratif 
Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat % 100 100 100 100 

Persentase Pelaksanaan Pembinaan 
Kegiatan Kemasyarakatan dan Perayaaan 
Hari Besar Keagamaan 

% 100 100 100 100 

Persentase SKPD yang melaksanakan 
pengadaan barang/jasa melalui Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa 

% 100 100 100 100 

Persentase Naskah Kerjasama Aktif lingkup 
Dalam Negeri yang diimplementasikan 

% 0,25 0,25 0,3 0,4 

Persentase Penyelesaian Tata Batas 
Wilayah antar Kelurahan dan Atau 
Kecamatan 

Wilayah 2 3 3 3 

Persentase Fasilitasi rapat-rapat tepat 
Waktu % 100 100 100 100 

Persentase Fasilitasi Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan % 100 100 100 100 

Cakupan Kerjasama Informasi dengan 
Mass Media 

% 100 100 100 100 
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2. Bidang Pengawasan 
 

Tabel 33.  Capaian Penyelenggaraan Bidang Pengawasan Tahun 
2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 
Niai Evaluasi AKIP % CC B B BB 
Persentase rekomendasi unsur penilaian 
risiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan % 100 100 100 100 

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan 
eksternal yang diproses untuk 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

% 100 100 100 100 

Persentase rekomendasi hasil evaluasi 
kinerja yang selesai ditindaklanjuti SKPD 
sesuai ketentuan 

% 100 100 100 100 

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan 
eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti oleh 
SKPD sesuai ketentuan 

% 100 100 100 100 

Persentase rekomendasi inventarisasi asset 
yang ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai 
ketentuan 

% 100 100 100 100 

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan 
internal yang ditindaklanjuti oleh SKPD 
sesuai ketentuan 

% 100 100 100 100 

Persentase rekomendasi ketidaksesuaian 
dengan SAP yang ditindaklanjuti oleh 
SKPD sesuai ketentuan 

% 100 100 100 100 

Persentase aduan masyarakat yang 
ditindaklanjuti tepat waktu 

% 100 100 100 100 

Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi 
SPIP Yang Ditindaklanjuti Oleh SKPD % 100 100 100 100 

Jumlah pemenuhan pernyataan-
pernyataan elemen kapabilitas APIP Buah 

40 
Pernyata
an Level 

3 

58 
Pernyata
an Level 

3 

25 
Pernyata
an Level 

3 

50 
Pernyata
an Level 

3 

 
3. Bidang Perencanaan 

 
Tabel 34.  Capaian Penyelenggaraan Bidang Perencanaan 

Tahun 2016-2019 
Indikator Satuan 

Capaian 
2016 2017 2018 2019 

Tingkat Keselarasan Sasaran Renstra 
dengan Sasaran RPJMD 

% 100 100 100 100 

Tingkat Keselarasan Target Indikator 
Sasaran Renstra seluruh SKPD dengan 
Target Indikator Sasaran RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan Program Renstra 
seluruh SKPD dengan Program RPJMD % 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan Target Indikator 
Program Renstra seluruh SKPD dengan 
Target Indikator Program RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan Sasaran RKPD 
dengan Sasaran RPJMD % 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan Target Indikator 
Sasaran RKPD dengan Target Indikator 
Sasaran RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase  Keselarasan Program RKPD 
dengan Program RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan Target Indikator 
Program  RKPD dengan Target Indikator 
Program RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan  Sasaran RPJMD 
dengan sasaran Renstra SKPD lingkup 
Bidang Ekonomi 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan  target indikator 
Sasaran RPJMD dengan indikator sasaran 
Renstra SKPD lingkup Bidang Ekonomi 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan program RPJMD 
dengan sasaran Renstra SKPD lingkup 
Bidang Ekonomi 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan target indikator 
program RPJMD dengan sasaran Renstra 
SKPD lingkup Bidang Ekonomi 

% 100 100 100 100 

Persentase keselarasan sasaran RKPD 
Lingkup Bidang Ekonomi dengan sasaran 
RPJMD 

% 100 100 100 100 
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Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 
Persentase keselarasan target indikator 
sasaran RKPD Lingkup Bidang Ekonomi 
dengan target indikator sasaran RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan Program RKPD 
Lingkup Bidang Ekonomi dengan Program 
RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan target Program 
pada RKPD Lingkup Bidang Ekonomi 
dengan RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase aspirasi masyarakat lingkup 
bidang ekonomi pada musrenbang yang 
diakomodir dalam APBD 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan  Sasaran RPJMD 
dengan sasaran Renstra SKPD lingkup 
Bidang sosial budaya 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan  target indikator 
Sasaran RPJMD dengan indikator sasaran 
Renstra SKPD lingkup Bidang Sosial 
Budaya 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan program RPJMD 
dengan sasaran Renstra SKPD lingkup 
Bidang Sosial Budaya 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan target indikator 
program RPJMD dengan sasaran Renstra 
SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya 

% 100 100 100 100 

Persentase keselarasan sasaran RKPD 
Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan 
sasaran RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase keselarasan target indikator 
sasaran RKPD Lingkup Bidang Sosial 
Budaya dengan target indikator sasaran 
RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan Program RKPD 
Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan 
Program RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan target Program 
pada RKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya 
dengan RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase aspirasi masyarakat lingkup 
bidang Sosial Budaya pada musrenbang 
yang diakomodir dalam APBD 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan  Sasaran RPJMD 
dengan sasaran Renstra SKPD lingkup 
Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber 
Daya Alam 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan  target indikator 
Sasaran RPJMD dengan indikator sasaran 
Renstra SKPD lingkup Bidang Prasarana 
Wilayah dan Sumber Daya Alam 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan program RPJMD 
dengan sasaran Renstra SKPD lingkup 
Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber 
Daya Alam 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan target indikator 
program RPJMD dengan sasaran Renstra 
SKPD lingkup Bidang Prasarana Wilayah 
dan Sumber Daya Alam 

% 100 100 100 100 

Persentase keselarasan sasaran RKPD 
Lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan 
Sumber Daya Alam dengan sasaran RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase keselarasan target indikator 
sasaran RKPD Lingkup Bidang Prasarana 
Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan 
target indikator sasaran RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan Program RKPD 
Lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan 
Sumber Daya Alam dengan Program 
RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase Keselarasan target Program 
pada RKPD Lingkup Bidang Prasarana 
Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan 
RPJMD 

% 100 100 100 100 

Persentase aspirasi masyarakat lingkup 
bidang Prasarana Wilayah dan Sumber 
Daya Alam pada musrenbang yang 
diakomodir dalam APBD 

% 100 100 100 100 
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4. Bidang Keuangan 
 

Tabel 35.  Capaian Penyelenggaraan Bidang Keuangan Tahun 
2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 
Persentase penyajian laporan  keuangan 
SKPD secara wajar sesuai dengan SAP 
(Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis 
akrual 

% 100 100 100 100 

Persentase realisasi belanja langsung 
daerah terhadap anggaran belanja 
langsung daerah yang telah ditetapkan 

% 84,2 84,4 84,7 85,2 

Persentase realisasi belanja tidak langsung 
terhadap anggaran belanja tidak langsung 
daerah yang telah ditetapkan 

% 89,9 90 90,3 91,4 

Nilai Evaluasi AKIP Nilai CC B B BB 
Waktu penyampaian Rancangan Perda 
APBD  kepada DPRD Kota Banjarbaru 

Tepat 
Waktu/Tdk 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Waktu penyampaian Rancangan Perda 
APBD Perubahan kepada DPRD Kota 
Banjarbaru 

Tepat 
Waktu/Tdk 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Waktu penyampaian Rancangan Perwali 
Penjabaran APBD kepada DPRD Kota 
Banjarbaru 

Tepat 
Waktu/Tdk 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Waktu penyampaian Rancangan Perwali  
Penjabaran APBD Perubahan kepada 
DPRD Kota Banjarbaru 

Tepat 
Waktu/Tdk 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Persentase realisasi   Dana Perimbangan   % 95 95 95 95 
Persentase realisasi    Lain-Lain Pendapatan 
Daerah Yang Sah   % 95 95 95 95 

Persentase pengelolaan dana  Hibah dan 
Bantuan Sosoial (Bansos) yang tepat 
sasaran 

 % 100 100 100 100 

Terakomodirnya barang/jasa yang menjadi 
standar harga kebutuhan SKPD  % 100 100 100 100 

Persentase SKPD Yang Menggunakan 
Aplikasi Persediaan Dalam Penyusunan 
Inventaris Barang 

 % 100 100 100 100 

Lamanya waktu penyusunan rancangan 
Perda dan rancangan Perwali tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
Kota Banjarbaru  

hari 30 30 30 30 

Persentase realisasi Dana Lain-Lain PAD 
yang telah diverifikasi  % 90 91 92 93 

Persentase SKPD yang menyampaikan 
laporan barang pengguna tahunan dengan 
lengkap 

% 100 100 100 100 

Kesesuaian perencanaan kebutuhan 
barang dan pemeliharaan dengan 
ketersediaan barang 

% 71 72 75 78 

Persentase pelaksanaan pengadaan 
barang milik daerah yang dikuasi pengelola 
barang 

% 100 100 100 100 

Persentase pelaksanaan pemeliharaan 
barang milik daerah yang dikuasi pengelola 
barang 

% 100 100 100 100 

Persentase proses pensertipikatan     tanah 
milik Pemerintah Kota Banjarbaru 

% 100 100 100 100 

IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) terhadap 
pelayanan penerbitan SP2D % 84 85,5 85,75 86 

Surat Keputusan penetapan ganti rugI SK 10 5 5 4 
Persentase SKPD yang menggunakan 
teknologi informasi dalam penyusunan 
APBD dan penatausahaan pengelolaan 
keuangan daerah. 

% 100 100 100 100 

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah 
(Rp.Milyar) 

 Rp.  80.427 95.014 104.165 95.584 

Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah 
(Rp.Milyar)  Rp.  11.236 10.829 10.967 11.625 

Kesesuaian persentase antara target yang 
ditetapkan dengan realisasi penerimaan 
pada periode tertentu  

 %  100 100 100 100 
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5. Bidang Kepegawaian 
 

Tabel 36.  Capaian Penyelenggaraan Bidang Kepegawaian 
Tahun 2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Persentase aparatur yang wajib mengikuti 
ujian dinas, ujian kenaikan pangkat 
penyesuaian ijazah dan pencatuman gelar 
akademik 

% 61 74 80 80 

Persentase aparatur yang mengikuti tubel 
sesuai dengan kebutuhan formasi % 100 100 100 100 

Persentase pejabat pimpinan tinggi 
pratama, administrator dan pengawas 
yang memenuhi syarat jabatan 

% 92,11 97,32 100 100 

Persentase pejabat fungsional yang 
memenuhi syarat jabatan 

% 66,41 75,1 82,52 88,46 

Persentase penempatan aparatur yang 
sesuai kompetensi dan kebutuhan formasi % 53,15 59,66 70,67 81,22 

Persentase aparatur yang melaksanakan 
penilaian prestasi kerja  % N/A 38,19 12,86 15,43 

Persentase pelayanan administrasi 
kenaikan pangkat 

% 100 100 100 100 

Persentase dokumen penyusunan 
kebutuhan formasi aparatur % 100 100 100 100 

Persentase pelaksanaan seleksi 
penerimaan CPNS % N/A N/A 100 100 

Persentase informasi kepegawaian yang 
akurat 

% 100 100 100 100 

Persentase aparatur yang tidak 
mendapatkan hukuman disiplin % 100 100 100 100 

Persentase pelaksanaan senam kesegaran 
jasmani dan ceramah agama % 100 100 100 100 

Persentase aparatur yang mendpatkan 
penghargaan 

% 100 100 100 100 

Persentase pelayanan administrasi proses 
kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, 
pembuatan karis karsu karpeg taspen  

% 100 100 100 100 

 
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

 
Tabel 37.  Capaian Penyelenggaraan Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan Tahun 2016-2019 

Indikator Satuan 
Capaian 

2016 2017 2018 2019 

Persentase aparatur yang memiliki 
sertifikat kelulusan diklat pim II,III dan IV, 
diklat teknis fungsional dan diklat 
prajabatan 

% 82,5 85 87,5 90 

 
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan 

 
Tabel 38.  Capaian Penyelenggaraan Bidang Penelitian dan 

Pengembangan Tahun 2016-2019  
Indikator Satuan 

Capaian 
2016 2017 2018 2019 

Persentase implementasi rencana 
penelitian % 100 100 100 100 

Persentase implementasi rencana 
pengembangan penelitian 

% 100 100 100 100 

Persentase pemanfaatan hasil penelitian 
dan pengembangan % 100 100 100 100 

Persentase perangkat daerah yang 
difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah % 100 100 100 100 

Persentase kebijakan inovasi daerah yang 
diterapkan 

% 100 100 100 100 
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2.5 Aspek Daya Saing Daerah 
 

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 
 

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan saya saing 
daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya Tarik bagi 
pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu 
daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing 
daerah. Secara umum, kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari 
tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka 
Konsumsi RT Per Kapita), dan pengeluaran konsumsi non pangan rumah 
tangga per kapita. 
 
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah indikator untuk 
mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan 
seberapa baik tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka 
konsumsi, semakin baik bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. 
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan 
menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran 
konsumsi rumah tangga per kapita.  Angka ini dihitung berdasarkan 
pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah 
penduduk.  Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk 
makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih.  Sementara bukan 
makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan 
sebagainya. Tabel 39 berikut menunjukkan Angka Konsumsi Rumah 
Tangga Per Kapita Sebulan Kota Banjarbaru Tahun 2018-2019 dalam 
rupiah. 

 
Tabel 39.  Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan 

Tahun 2018-2019 
 

No. Uraian 2018 2019 

1. Rata-rata pengeluaran Konsumsi (Ribu Rp) 708,04 737,06 

Sumber : BPS Kota Banjarbaru 

 
Berdasarkan tabel di atas, konsumsi rumah tangga per kapita sebulan 
Kota Banjarbaru mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 
tahun 2018 sebesar Rp708.037,- sebulan menjadi sebesar Rp737.057,- 
sebulan pada tahun 2019.  
 
Selanjutnya, selain data tersebut di atas, penting juga untuk melihat 
pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga per kapita untuk 
mengukur kondisi perekonomian Kota Banjarbaru, karena semakin tinggi 
pendapatan masyarakat, maka relative tinggi pula pengeluaran 
masyarakat untuk kebutuhan non-pangan. Data pengeluaran konsumsi 
non pangan Rumah tangga per kapita sebulan di Kota Banjarbaru pada 
tahun 2018-2019 disajikan dalam tabel 40 berikut. 
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Tabel 40.  Angka Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga Per Kapita 
Sebulan Tahun 2018-2019 

 
No. Uraian 2018 2019 

1. Rata-rata pengeluaran Konsumsi non Pangan (Ribu 
Rp) 

857,75 968,14 

Sumber : BPS Kota Banjarbaru 

 
Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi 
non pangan rumah tangga per kapita mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan dari Rp857.753,- sebulan pada tahun 2018 menjadi 
Rp968.142,- sebulan pada tahun 2019. Dari kedua data di atas, dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan ekonomi daerah mengalami 
peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya.  
 

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 
 

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kota Banjarbaru meliputi 
aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air minum dan 
sanitasi, serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur 
yang memadai menjadi salah satu komponen penting untuk 
meningkatkan daya saing Kota Banjarbaru. 
 
1. Perhubungan 

 
Transportasi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian 
sangatlah penting bagi perkembangan daerah perkotaan disamping 
dukungan kualitas jalan yang baik. Bidang transportasi/perhubungan 
yang ada di Kota Banjarbaru meliputi perhubungan darat dan 
perhubungan udara. Perhubungan darat yang berupa jalan darat 
yang ada di Kota Banjarbaru merupakan penghubung yang sangat 
vital bagi arus lalu lintas antara ibukota Provinsi Kalimantan Selatan 
dengan 13 kabupaten/kota lainnya dan sekaligus penghubung utama 
antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah dan 
Kalimantan Timur.   
 
Perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan 
salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan 
untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan 
dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh 
masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi 
dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan 
meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah 
menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap 
individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan 
akan transportasi umum akan semakin tinggi. 
Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai 
dengan pengembangan sarana dan prasarana 
transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). 
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Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota 
Banjarbaru sampai pada tahun 2019 terbilang sangat mencukupi, 
dimana Panjang jalan jauh melebihi dari kepemilikan kendaraan yang 
terdaftar di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat kemacetan di Kota Banjarbaru pada 
kondisi normal sangat rendah. Untuk lebih jelasnya perkembangan 
Panjang jalan dan kepemilikan kendaraan yang terdaftar di Unit 
Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini. 
 
Tabel 41.  Panjang jalan dan jumlah kendaraan Tahun 2016-2019 
 

No. Uraian 2016 2017 2018 2019 

1. Panjang Jalan (Km) 645.337 645.337 645.337 645.337 

2. Kepemilikan Kendaraan Terdaftar 110.496 118.370 160.787 174.561 

Sumber : BPS Kota Banjarbaru 

Gambar 17.  Panjang Jalan Kota Menurut Kondisi Tahun 2019 

 
Sumber : BPS Kota Banjarbaru 

 
Gambar 18.  Panjang Jalan Kota Menurut Jenis Permukaan Tahun 

2019 

 
Sumber : BPS Kota Banjarbaru 
 
Untuk transportasi udara, jumlah penumpang yang berangkat dari 
Bandara Syamsudin Noor pada tahun 2019 sebanyak 1.569.946 orang 
sedangkan untuk jumlah penumpang yang datang ke Bandara 
Syamsudin Noor berjumlah 1.634.969 orang.  Selama rentang waktu 4 
(empat) tahun, sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 jumlah 
penumpang baik yang datang maupun yang berangkat di bandara 
Syamsudin Noor selalu mengalami peningkatan yang cuku baik, 
namun pada tahun 2019, jumlah penumpang yang berangkat dan 

280,168

192,315

32,733
50,059

BAIK SEDANG RUSAK RUSAK BERAT

449,909

0
44,473 60,795

ASPAL BETON KERIKIL TANAH
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datang dari Bandara Syamsudin Noor mengalami penurunan yang 
cukup signifikan karena adanya kenaikan harga tiket pesawat. 

 
Tabel 42.  Jumlah Penumpang yang Berangkat dan Datang dari 

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Tahun 2016-
2019 

 
Tahun Berangkat Datang 

2016 1.757.910 1.764.758 

2017 1.780.846 1.807.844 

2018 1.879.671 1.962.502 

2019 1.569.946 1.634.969 

 Sumber : BPS Kota Banjarbaru 

 
2. Air Bersih dan Listrik 

 
Salah satu faktor yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah 
rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai 
akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut : Fasilitas 
air bersih, Pembuangan air besar/tinja, Pembuangan air limbah (air 
bekas) dan pembuangan sampah.   Untuk pelayanan air bersih di Kota 
Banjarbaru, dilakukan oleh PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan 
swadaya masyarakat. Untuk melayani penyediaan air bersih 
perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang 
berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, serta sistem 
yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air.  rumah tangga 
bersanitasi dan air bersih di Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 
2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

Gambar 19.  Grafik Cakupan Pelayanan Air Bersih Tahun 2016-2019 

 
 Sumber : BPS Kota Banjarbaru 
 
Sedangkan untuk cakupan pelayanan listrik, dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. 
 

  

75.87

90.33 92.90 91.24

2016 2017 2018 2019
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Gambar 20.  Grafik Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2016-2019 

 
Sumber : BPS Kota Banjarbaru 

 
Pada gambar tersebut di atas, dapat terlihat bahwa terjadi kenaikan 
yang cukup stabil dalam hal jumlah pelanggan listrik dari tahun 2016 
hingga tahun 2019.  Namun, pelanggan listrik yang mendominasi 
untuk wilayah Kota Banjarbaru adalah pelanggan rumah tangga dan 
pelanggan yang menggunakan listrik prabayar atau voucher. 
Pelanggan listrik jenis bisnis dan industry hanya berjumlah total 3.398 
pelanggan, jauh di bawah pelanggan listrik jenis rumah tangga. 
Gambar berikut menunjukkan proporsi jenis pelanggan listrik di Kota 
Banjarbaru.  

 
Gambar 21.  Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2016-2019  

Berdasarkan Jenis Pelanggan 

 
Sumber : BPS Kota Banjarbaru 
 

3. Penataan Ruang 
 
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru Tahun 2014-
2034. Tujuan penataan ruang wilayah daerah adalah mewujudkan 
penataan ruang daerah yang indah, damai, nyaman dan dinamis 
sebagai kota yang terdepan dalam pelayanan dengan 
mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan 
berkelanjutan. Tujuan kebijakan penataan ruang Kota Banjarbaru 
dapat tercapai dengan menerapkan beberapa kebijakan dan strategi 
penataan ruang Kota Banjarbaru sebagai berikut : 
1) Strategi Pengembangan Pusat Kota sebagai Pusat 

Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa untuk Mendukung 
Perwujudan Fungsi Sebafai Pusat Kegiatan Nasional meliputi : 

111,061 114,235
126,747 133,762

2016 2017 2018 2019

1,170

57,103

3,351 47 815

71,276

SOSIAL RUMAH TANGGA BISNIS INDUSTRI PUBLIK PRABAYAR
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a. Mengembangkan jaringan jalan dalam wilayah Kota 
Banjarbaru; 

b. Mengembangkan dan mengendalikan Kawasan 
permukiman baru pada lahan-lahan yang belum terbangun 
di pusat kota; 

c. Melakukan pengendalian dan penataan pada pusat-pusat 
kegiatan komersial pada jalur-jalur jalan utama; 

d. Mengendalikan dan melakukan penataan pada kawasan-
kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi; 

e. Mengembangkan dan melakukan penataan sistem drainase 
dalam kota; 

f. Mengembangkan sistem penyediaan air bersih yang sesuai 
dengan kebutuhan minimal kota melalui ketersediaan air 
baku yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk 
penyediaan air dan perlindungan air baku yang dilakukan 
dengan keterpaduan pengaturan pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Prasarana dan Sarana 
Sanitasi. 

2) Strategi Pengembangan Kota sebagai pusat pertumbuhan baru 
untuk pengembangan kegiatan pendukung perkantoran 
pemerintahan provinsi meliputi : 
a. Menetapkan kawasan pendukung perkantoran 

pemerintahan provinsi sebagai kawasan strategis di 
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Cempaka dan 
Kecamatan Landasan Ulin; 

b. Mengembangkan kawasan permukiman baru; 
c. Mengembangkan jaringan jalan baru yang terintegrasi 

dengan jaringan jalan yang sudah ada; 
d. Mengembangkan simpul transportasi darat untuk 

menunjang pergerakan regional; 
e. Mengembangkan sistem utilitas penunjang, berupa 

penyediaan air bersih dengan memanfaatkan sumber air 
permukaan, sistem drainase, sistem energi listrik, dan sistem 
prasarana lingkungan seperti jaringan saluran pembuangan 
air limbah dan tempat pembuangan sampah sesuai dengan 
kebutuhan. 

3) Strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman 
meliputi : 
a. Meningkatkan mutu jalan dan drainase; 
b. Meningkatkan ketersediaan air bersih; 
c. Normalisasi sungai, memelihara sumber mata air, sempadan 

sungai, jaringan irigasi dan reklamasi lahan kritis; 
d. Memperlancar akses lalu lintas ke setiap kawasan; 
e. Mewujudkan penataan pertamanan yang indah di setiap 

kawasan; 
f. Pengelolaan sampah dan limbah secara lestari; 
g. Meningkatkan sanitasi lingkungan; 
h. Perwujudan perumahan vertikal yang bertahap; 
i. Peningkatan jumlah rumah yang memenuhi aspek legalitas 

dan layak huni. 
4) Strategi pengembangan kawasan bandara yang mendukung 

pusat kegiatan ekonomi, meliputi : 
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a. Memfasilitasi pengembangan kawasan bandara di 
Kecamatan Landasan Ulin; 

b. Pengembangan jalan bebas hambatan yang memudahkan 
aksesibilitas dan penghubung Kecamatan Liang Anggang 
dengan Kota Banjarmasin dan sekitarnya; 

c. Menyediakan transportasi massal yang menghubungkan 
kawasan bandara dengan pusat kegiatan; 

d. Meningkatkan aksesibilitas menuju dan dari kawasan 
bandara; 

e. Menyediakan kebutuhan utilitas pendukung serta prasarana 
lingkungan yang memadai; 

f. Mengendalikan kegiatan permukiman baru di daerah sekitar 
pengembangan bandara. 

5) Strategi pengembangan kawasan industri meliputi : 
a. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana 

terpadu pada kawasan industri; 
b. Mengembangkan jenis industry menengah, sentra industry 

kecil dan industry rumah tangga untuk mengembangkan 
kegiatan agroindustry dan industry pariwisata; 

c. Mendorong industri berwawasan lingkungan. 
6) Strategi pengembangan sarana pendidikan meliputi : 

a. Menyediakan satuan Pendidikan dalam jarak yang 
terjangkau; 

b. Menyediakan fasilitas penunjang Pendidikan. 
7) Strategi pengembangan kawasan pertanian meliputi: 

a. Mendorong kegiatan lahan pertanian berkelanjutan di 
Kecamatan Cempaka; 

b. Mengendalikan pertumbuhan kawasan permukiman di 
Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kelurahan Landasan Ulin 
Utara; 

c. Mengembangkan fasilitas sarana prasarana dan utilitas 
pendukung. 

8) Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian 
kawasan lindung meliputi: 
a. Bekerjasama dengan daerah yang berbatasan dalam 

pengamanan kawasan hutan lindung dari perambahan; 
b. Melaksanakan penetapan batas kawasan hutan lindung 

secara terkoordinasi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan; 

c. Menegaskan batas kawasan lindung secara jelas di lapangan 
dan mensosialisasikan kepada masyarakat; 

d. Mengembalikan dan mengatur penguasaan dan 
penggunaan tanah sesuai dengan peruntukan fungsi lindung 
secara bertahap kepada negara; 

e. Mengelola sumberdaya hutan yang ada melalui kegiatan 
rehabilitasi hutan dan lahan; 

f. Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan 
sumberdaya air; 

g. Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan 
mata air yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik 
dan mengurangi kuantitas debit air dan kualitas air; 
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h. Membatasi kegiatan di kawasan perlindungan setempat 
sepanjang sungai hanya untuk kepentingan pariwisata yang 
tidak merubah fungsi lindung; 

i. Mengelola kawasan lindung secara terpadu; 
j. Melakukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung; 
k. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan 

resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk 
menjamin ketersediaan sumberdaya air dan kesuburan tanah 
serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; 

l. Menyelamatkan keutuhan potensi keanekaragaman hayati, 
baik potensi fisik wilayahnya (habitatnya), potensi 
sumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber 
genetikanya; 

m. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau 
hingga 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota dalam 
mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan. 

9) strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan 
keamanan negara meliputi : 
a. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di sekitar 

kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi 
dan peruntukannya; 

b. Mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan 
budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan 
keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan 
dengan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya yang 
terbangun. 
 

C. Fokus Iklim Berinvestasi 
 

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan 
pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan 
mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Beberapa indikator 
yang menggambarkan iklim investasi di Kota Banjarbaru adalah 
meningkatnya investor yang menanamkan modalnya untuk melakukan 
kegiatan investasi, hal ini juga didukung oleh regulasi daerah yang 
mendukung iklim investasi di Kota Banjarbaru. 

 

1. Keamanan dan Ketertiban 
 

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Banjarbaru relative kondusif 
bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan 
investasi. Tabel berikut ini menunnjukkan jumlah tindak pidana yang 
masuk pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru menurut jenis tindak 
pidana.  
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Tabel 43.  Jumlah Tindak Pidana yang Masuk pada Kejaksaan 
Negeri Banjarbaru Menurut Jenis Tindak Pidana 
Tahun 2016-2019 

 

Jenis Tindak Pidana 
Tahun   

2016 2017 2018 2019 

Tindak Pidana Umum 172 180 198 199 

Tindak Pidana Ekonomi 0 0 0 0 

Tindak Pidana Psikotropika 137 77 142 202 

Tindak Pidana Senjata Api/Senjata Tajam 30 17 24 17 

Tindak Pidana Lainnya 138 123 39 46 

Jumlah Tindak Pidana Total 477 397 403 464 

Jumlah Tindak Pidana per 100 ribu 
Penduduk 

229,86 185,5 182,6 203,95 

 Sumber : BPS Kota Banjarbaru diolah 

 
Menurut tabel 43 di atas, Kota Banjarbaru sejak tahun 2016 hingga 
2019 mengalami fluktuasi dalam jumlah tindak pidana yang masuk 
pada Kejaksaaan Negeri Banjarbaru. Namun, jumlah tindak pidana 
per 100 ribu penduduk cenderung mengalami penurunan dari tahun 
2016 hingga tahun 2018, dan naik kembali pada tahun 2019 menjadi 
sebanyak 203,95 per 100 ribu penduduk.  
 

2. Perijinan dan Investasi 
 
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang 
berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap 
penyelenggaraannya. Tabel 44 di bawah ini menunjukkan hasil 
pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan di 
Kota Banjarbaru. 

 
Tabel 44.  Hasil Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Perijinan  
 

Indikator Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 

Nilai Survey Kepuasan Masyarakt 
(SKM) Nilai 80 80.5 81 

 Sumber : Bappeda, DPMPTSP Kota Banjarbaru. 

 
Dari tabel 44 di atas, dapat terlihat bahwa tingkat kepuasan 
masyarakat dari tahun 2017 hingga tahun 2019 selalu mengalami 
peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan 
pelayanan perijinan di Kota Banjarbaru mengalami perbaikan secara 
terus menerus setiap tahunnya, yang pada akhirnya akan mendorong 
kenaikan jumlah investasi dan izin usaha di Kota Banjarbaru.  
Selanjutnya, nilai investasi di Kota Banjarbaru pada tahun 2017 hingga 
2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.  
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Tabel 45.  Nilai Investasi Kota Banjarbaru Tahun 2017-2019 
 

Indikator 
Tahun   

2017 2018 2019 

Nilai Investasi PMDN (Rp. Milyar) 360,0 380,0 2.022 

Nilai Investasi PMA (Rp. Milyar) 12 14 14 

Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN -25,00 15,00 432 

 Sumber : Badan Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarbaru. 

 
Dalam tabel di atas, nilai investasi PMDN mengalami peningkatan 
yang sangat tajam pada tahun 2019 yakni sebesar 432 persen 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan yang pesat ini 
mengindikasikan bahwa Kota Banjarbaru sebagai tujuan investasi 
yang dirasa menguntungkan.  Namun, hal ini kemungkinan akan 
terpengaruh oleh penurunan pertumbuhan ekonomi yang 
disebabkan oleh pandemi global COVID-19 yang melanda seluruh 
dunia, utamanya di Indonesia dan Kalimantan Selatan. 
 

3. Pajak Daerah 
 
Pajak daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya diatur 
dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru. Pengelolaan 
pajak dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi 
Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru. Rincian pajak daerah Kota 
Banjarbaru pada tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini. 

 
Tabel 46.  Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2019 (Juta Rupiah) 
 

Indikator 
Tahun  

2016 2017 2018 2019 
Pajak Hotel 6.232,24 6.678,98 8.096,93 8.908,15 
Pajak Restoran 11.996,14 19.328,78 25.045,63 27.822,85 
Pajak Hiburan 988,19 1.655,70 3.779,54 6.395,85 
Pajak Reklame 1.802,05 1.910,77 3.203,60 3.241,71 
Pajak Penerangan Jalan 22.132,70 27.677,16 31.541,98 34.910,77 
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C 411,53 100,21 212,14 84,52 
Pajak Parkir 3.289,87 4.651,53 5.543,10 6.148,60 
Pajak Air Bawah Tanah 956,51 684,09 792,51 861,60 
Pajak Sarang Burung Walet 0 0 12,22 31,33 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 10.617,16 12.892,00 13.623,68 13.243,78 
Pajak BPHTB 14.229,39 31.415,76 39.011,80 40.480,64 
Total 72.655,80 106.995,00 130.862,93 142.129,81 

Sumber : BPPRD Kota Banjarbaru 

 
Pada tabel di atas, terlihat bahwa pendapatan pajak daerah Kota 
Banjarbaru mulai tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu mengalami 
kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota 
Banjarbaru mengalami pertumbuhan yang cukup baik, dan oleh 
karenanya iklim berusaha di Kota Banjarbaru mengalami 
peningkatan. Namun, pendapatan dari pajak daerah pada tahun 2020 
diproyeksi akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 
karena adanya pandemi yang mempengaruhi perekonomian dunia, 
nasional maupun lokal. Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 
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mendorong pemerintah Banjarbaru untuk melakukan relaksasi pajak 
demi mendorong pemulihan perekonomian.  
 

D. Fokus Sumber Daya Manusia 
 

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia.  Kualitas SDM menjadi modal dasar 
pembangunan yang sangat penting karena walau bagaimanapun juga 
manusia merupakan subyek dari pembangunan yang menentukan 
keberhasilan dari pembangunan itu sendiri.  Salah satu komponen 
penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan.  Pendidikan 
mempunyai peranan yang sangat penting yaitu meningkatkan kualitas 
hidup.  Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin 
baik pula kualitas sumber daya manusianya. 
 
1. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenjang 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 
 

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu 
indikator penting yang dapat mencerminkan keberhasilan suatu 
pendidikan dan juga merupakan gambaran tentang kualitas suatu 
penduduk.  Semakin besar persentase penduduk yang mempunyai 
pendidikan tinggi memperbesar peluang semakin baik kualitas 
sumberdaya manusianya. Berdasarkan tabel di bawah terlihat 
penduduk Kota Banjarbaru yang berusia 15 tahun keatas berdasarkan 
jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2019, 
didominasi oleh penduduk dengan pendidikan tertinggi SLTA, 
sebanyak 73.494 orang. Perekembangan penduduk berusia 15 tahun 
keatas berdasarkan jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan di 
Kota Banjarbaru selama rentang waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2017-
2019 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah 
ini.Sumber Daya Manusia merupakan komponen yang sangat 
penting dalam daya saing daerah Kota Banjarbaru. Sebagai kota Tabel  
 
Tabel 47.  Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Menurut 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2017-
2019 

Uraian 
Tahun 

2017 2018 2019 
Tidak/Blm tamat SD 19.118 14.926 18.984 
SD 23.143 26.873 21.953 
SLTP 47.161 43.978 39.918 
SLTA 64.652 70.442 73.494 
DI/DII/DIII 4.126 6.127 6.027 
DIV/S-1+ 22.984 24.388 32.122 

 Sumber : BPS Kota Banjarbaru 

 
2. Rasio Ketergantungan 

 
Bila dilihat dari usia produktif maka penduduk Kota Banjarbaru 
dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu : kelompok usia belum produktif 
(<15 tahun), kelompok usia produktif (15-64 tahun) dan usia lanjut (>65 
tahun). Berdasarkan kelompok umur ini maka dapat dihitung 
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besarnya Rasio Ketergantungan (Depedency Ratio) yang 
menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia 
produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (<15 tahun) dan 
kelompok usia  tua (> 65 tahun).Tabel di bawah ini menunjukkan 
Angka ketergantungan di Kota Banjarbaru pada tahun 2015 hingga 
tahun 2019.  
 
Tabel 48.  Persentase Penduduk dan Angka Ketergantungan 

Tahun 2015-2019 
 

Uraian 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 
Persentase Penduduk   

0-14 Tahun (Non Produktif) 30,23 28,30 28,31 27,31 27,1 
15-64 Tahun (Produktif) 66,80 68,92 68,24 69,24 69,31 
64+ (Non Produktif) 2,97 2,78 3,45 3,45 3,58 

Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) :   
Angka Ketergantungan 49,70 45,10 46,54 44,42 44,26 
Angka Ketergantungan Muda 45,25 41,06 41,48 39,44 39,09 
Angka Ketergantungan Tua 4,45 4,04 5,06 4,98 5,16 

Sumber : BPS Kota Banjarbaru 

 
Angka ketergantungan penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2019 
sebesar 44,26%. Hal ini menjelaskan bahwa setiap 100 orang 
penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 44 orang 
penduduk usia tidak produktif yang terdiri dari 39 orang usia muda 
dan 5 orang usia tua.  Angka ketergantungan seperti yang 
ditunjukkan dalam tabel di atas mengalami fluktuasi dari tahun 2015 
hingga tahun 2019. Namun, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2017 
hingga 2019, angka ketergantungan mengalami penurunan 
dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Penurunan yang cukup signifikan 
terjadi pada tahun 2018. Hal yang patut diwaspadai adalah apabila 
penduduk yang berusia produktif tersebut juga sesungguhnya tidak 
produktif akibat menganggur meskipun kenyataannya mereka 
berada pada usia produktif.  Tingkat ketergantungan yang cukup 
tinggi ini dapat digambarkan secara sederhana bila beban 
tanggungan dalam satu keluarga tinggi maka untuk memenuhi 
kebutuhan hidup yang layak bagi tiap anggota keluarganya 
dikhawatirkan tidak dapat tercapai. 
 

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
 
Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Banjarbaru pada tahun 2017 
hingga tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  
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Gambar 22.  Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 
Tahun 2017-2019 

 
 Sumber : Dinas Koperai, UKM & Tenaga Kerja 

 
Dari gambar di atas, terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan 
dibandingkan pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019, TPAK 
mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. 
Penurunan tersebut menunjukkan bahwa ada penurunan tingkat 
penyerapan tenaga kerja di Kota Banjarbaru. Dengan adanya 
pandemi COVID-19, diprediksi bahwa tingkat penyerapan tenaga 
kerja juga akan mengalami penurunan sebagaimana terjadi 
perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, upaya 
pemerintah Kota Banjarbaru sangat penting dalam memulihkan 
perekonomian dan mendorong terciptanya lapangan kerja. 

  

60.98

63.51 63.46

2017 2018 2019
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BAB III. 
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

 
 

Pada perumusan perencanaan pembangunan daerah, berbagai kebijakan 
yang akan disusun memerlukan dukungan dari perencanaan pengelolaan 
keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena keuangan daerah merupakan faktor 
strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan oleh 
pemerintahan daerah, dengan mengingat kemampuannya akan mencerminkan 
daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan 
urusan pemerintahan.  

Dengan disusunnya Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 
2021-2026 ini, analisis gambaran umum kinerja keuangan dilakukan terhadap 
realisasi APBD tahun 2016 hingga 2020, serta proyeksi APBD untuk tahun 2021 
hingga tahun 2026.  Realisasi APBD Kota Banjarbaru pada tahun 2016-2020 
dicantumkan dalam Rancangan Teknokratik ini untuk memperkaya analisis 
keuangan daerah.  Data dan informasi yang terkandung di dalamnya digunakan 
sebagai bahan analisis dan proyeksi untuk mengetahui kemampuan pendanaan 
pembangunan dalam jangka menengah, khususnya pada tahun 2021-2026.   
Dalam kaitannya dengan sistem desentralisasi, pelaksanaan otonomi daerah 
memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan 
pembangunan dan mengembangkan potensi sumberdaya di wilayahnya. 

Dalam konteks pembangunan, penyelenggaraan fungsi pemerintahan 
daerah dan pembangunan daerah akan berjalan dengan baik jika didukung oleh 
kemampuan keuangan daerah yang mencukupi kebutuhan pembangunan 
daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya, dalam 
perencanaan pembangunan daerah, perlu dilakukan analisis pengelolaan 
keuangan daerah untuk mengetahui tentang gambaran kapasitas atau 
kemampuan keuangan daerah sebagai upaya pendanaan dan dukungan 
terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.  
 

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 
 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 
dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan 
sumberdaya yang tersedia, dengan mengalokasikan sumberdaya secara 
tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi 
pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam 
penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan, perencanaan 
dengan penganggaran pada pemerintah daerah. Struktur APBD Kota 
Banjarbaru yang terdiri atas (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya 
terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) 
Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah.  Struktur APBD tahun 2016 sampai 
dengan tahun 2020 masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  
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3.1.1 Komponen Pendapatan Daerah 
 

Pendapatan Daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli 
Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. 
Bagian ini akan membahas tentang kinerja keuangan daerah dalam 
komponen pendapatan daerah. Dalam gambar berikut, dapat dilihat 
target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 
hingga tahun 2020 (dalam Milyar Rupiah). 
 
Gambar 23.  Target dan Realisasi Pendapatan Daerah  

Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) 

 
Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 

 
Dari data yang tercantum dalam gambar di atas, realisasi pendapatan 
daerah Kota Banjarbaru mengalami peningkatan sebanyak rata-rata 
11,75 persen per tahunnya. Capaian target pendapatan daerah Kota 
Banjarbaru tergolong baik, dengan rata-rata capaian sebesar 100,4 
persen.  
 
1. Pendapatan Asli Daerah 

 
Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 sampai 
dengan tahun 2020 mengalami tren peningkatan tiap tahunnya 
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,59%. Pendapatan Asli 
Daerah terdiri dari beberapa komponen, di antaranya adalah (1) 
Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan, (4) Lain-Lain PAD yang sah. Gambar 
berikut menunjukkan grafik target dan realisasi Pendapatan Asli 
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020 (Dalam Milyar Rupiah). 
 
Gambar 24.  Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) 

 
Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 
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Berdasarkan data yang dipaparkan dalam gambar di atas, rata-
rata capaian Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru adalah 
sebesar 104 persen. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi 
Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru selalu melampaui target 
yang telah ditetapkan.  
 
Dalam komponen Pendapatan Asli Daerah di atas, Pendapatan 
Pajak Daerah merupakan salah satu Selanjutnya, pendapatan 
pajak dan retribusi daerah Kota Banjarbaru yang dikelola oleh 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru 
juga menunjukkan peningkatan yang sejalan dengan Tabel 
berikut menunjukkan realisasi pendapatan dari pajak daerah Kota 
Banjarbaru sejak tahun 2016 hingga tahun 2019.  
 
Tabel 49.  Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016-2019 (Juta 

Rupiah) 
 

 Pendapatan Pajak Daerah 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 
Pajak Hotel 6.232 6.678 8.096 8.908 
Pajak Restoran 11.996 19.328 25.045 27.822 
Pajak Hiburan 988 1.655 3.779 6.395 
Pajak Reklame 1.802 1.910 3.203 3.241 
Pajak Penerangan Jalan 22.132 27.677 31.541 34.910 
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol 
C 

411 100 212 84 

Pajak Parkir 3.289 4.651 5.543 6.148 
Pajak Air Bawah Tanah 956 684 792 861 
Pajak Sarang Burung Walet - - 12 31 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 10.617 12.892 13.623 13.243 
Pajak BPHTB 14.229 31.415 39.011 40.480 
Total 72.655 106.995 130.862 142.129 

Sumber : BPPRD Kota Banjarbaru 

 
Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa secara keseluruhan, 
pendapatan daerah dari pajak terus mengalami peningkatan dari 
tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun, ada beberapa komponen 
pajak daerah yang mengalami penurunan jika dibandingkan 
antara tahun 2016 dengan tahun 2019. Komponen pajak yang 
mengalami penurunan paling signifikan adalah Pajak 
Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yang mengalami 
penurunan sebesar 20 persen tahun 2019 dibandingkan pada 
tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh kebijakan untuk meniadakan 
pajak pengambilan bahan galian gol C karena Pemerintah Kota 
Banjarbaru tidak mendukung pengambilan bahan galian 
golongan C yang menyebabkan kerusakan lingkungan, 
utamanya di daerah Kecamatan Cempaka. Dari tabel tersebut, 
dapat dilihat juga bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru 
menerapkan Pajak Sarang Burung Walet sejak tahun 2018 dan 
mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat pada tahun 2019.  

 
Tabel 50.  Hasil Retribusi Daerah Tahun 2016-2019 (Juta 

Rupiah) 

Hasil Retribusi Daerah 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 
Dinas Lingkungan Hidup 42 344 250 455 
Dinas Perdagangan 3.693 2.470 1.995 2.439 
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Hasil Retribusi Daerah 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 
Dinas PU & PR 17 76 67 50 
Dinas Perhubungan 1.395 1.232 1.262 1.237 
Dinas Ketahanan Pangan 26 32 40 50 
Disporabudpar 303 942 1.205 1.079 
Dinas Kesehatan 477 393 189 24 
Dinas Pendidikan 37 41 54 57 
Dinas Perumahan dan Permukiman - - 336 329 
Setdako 289 395 394 410 
Kec. Banjarbaru Selatan 203 120 104 156 
Kec. Liang Anggang 52 39 33 27 
Kec. Landasan Ulin 124 116 170 84 
Kec. Cempaka 35 47 40 39 
Kec. Banjarbaru Utara 187 168 135 95 
Total 6.887 6.421 6.280 6.536 

Sumber : BPPRD Kota Banjarbaru 

 
2. Dana Perimbangan Kota Banjarbaru 

 
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk 
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
Desentralisasi, terdiri atas dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, 
dan Dana Alokasi Khusus. DAU dan DBH adalah jenis transfer 
dana dari Pemerintah Pusat kepada daerah yang bersifat block 
grant (bantuan umum), sedangkan DAK adalah jenis transfer 
dana dari Pemerintah Pusat kepada daerah yang bersifat specific 
grant (bantuan khusus). Dana Perimbangan tahun 2016 hingga 
tahun 2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1.42 
persen per tahun. Gambar di bawah ini menunjukkan target dan 
realisasi Dana Perimbangan Kota Banjarbaru dari tahun 2016 
hingga tahun 2020.  
 
Gambar 25.  Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 

2016-2020 (Milyar) 

 
Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 

 
Pada gambar di atas, terlihat bahwa pada tahun 2016 dan tahun 
2019, realisasi Dana Perimbangan Kota Banjarbaru masih di 
bawah target yang ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2020, 
target belum tercapai karena masih merupakan tahun berjalan. 
Namun, pada tahun 2017 dan 2018, realisasi Dana Perimbangan 
melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, secara 
keseluruhan, rata-rata capaian Dana Perimbangan Kota 
Banjarbaru adalah sebesar 99.21 persen, hamper mendekati 
target yang telah ditetapkan.  
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3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kota Banjarbaru teridiri 
dari Pendapatan hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya, serta Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan 
Daerah yang Sah dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020. 
 
Gambar 26.  Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah 

yang Sah Tahun 2016-2020 (Milyar) 

 
Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 

 
Berdasarkan data yang ditampilkan pada gambar di atas, terjadi 
peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 
26,07 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2016, realisasi Lain-Lain 
Pendapatan Daerah yang Sah memiliki capaian yang paling 
rendah yakni sebesar 86,19 persen daripada target yang 
ditentukan. Sedangkan untuk capaian tertinggi terjadi pada 
tahun 2018, yang mencapai 112,83 persen dibandingkan dengan 
target pendapatan. Secara rata-rata, capaian Lain-Lain 
Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar 100,37 persen. Rata-
rata capaian ini sangat baik karena melebihi target yang telah 
ditetapkan.  
 

3.1.2 Komponen Belanja Daerah 
 

Belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan 
Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang 
dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program 
dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang 
dianggarkan terkait secara langsungd engan pelaksanaan program 
dan kegiatan. Belanja Tidak langsung ini terdiri dari Belanja Pegawai, 
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan 
Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari 
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Target 
dan Realisasi Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 hingga 
tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.  
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Gambar 27. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 
(Milyar Rupiah) 

 
Sumber: BPKAD Kota Banjarbaru 

 
Berdasarkan data yang ditampilkan di atas, terdapat rata-rata 
peningkatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru yakni sebesar 3,44 
persen per tahun. Sedangkan untuk capaian Belanja Daerah, rata-
ratanya adalah sebesar 92,70 persen.  
 
1. Belanja Tidak Langsung 

 
Belanja Tidak Langsung Kota Banjarbaru mengalami 
peningkatan rata-rata sebesar 3,28 persen per tahun. Gambar 
berikut menunjukkan target dan realisasi belanja tidak langsung 
pada tahun 2016 hingga tahun 2020. 
 
Gambar 28.  Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung  

Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) 

 
Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 

 
Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki 
rata-rata capaian sebesar 98,78 persen. Pada tahun 2020, dapat 
terlihat bahwa Belanja Tidak Langsung melampaui target yang 
ditetapkan, menjadi sebesar 116,33 persen. Tingginya Belanja 
Tidak Langsung pada tahun 2020 ini disebabkan oleh 
pengalokasian dana untuk penanggulangan pandemic COVID-19.  
 

2. Belanja Langsung 
 
Belanja Langsung Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 
hingga tahun 2020 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,61 
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persen setiap tahunnnya. Gambar berikut menunjukkan target 
dan realisasi belanja langsung Kota Banjarbaru tahun 2016-2020. 
 
Gambar 29.  Target dan Realisasi Belanja Langsung  

Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) 

 
Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 

 
Dari data yang dipaparkan di atas, Realisasi Belanja Langsung 
Kota Banjarbaru memiliki rata-rata capaian sebesar 89,22 persen. 
Capaian tertinggi yang ditunjukkan dalam gambar di atas adalah 
pada tahun 2017, yakni sebesar 91,19 persen. Pada tahun 2020, 
capaian Belanja Langsung masih sebesar 86,99 persen, karena 
masih tahun berjalan pada saat data ini diterbitkan.  
 

3.1.3 Komponen Pembiayaan Daerah 
 

Pembiayaan Daerah merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan 
dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari 
beberapa komponen di antaranya adalah (a) Sisa Lebih Perhitungan 
Tahun Anggaran sebelumnya, (b) Pencairan Dana Cadangan, (c) Hasil 
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Penerimaan 
pinjaman daerah dan obligasi daerah, dan (e) Penerimaan kembali 
pemberian pinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri 
dari beberapa komponen, di antaranya adalah (a) Pembentukan dana 
cadangan, (b) Penyertaan modal (investasi) daerah, (c) pembayaran 
pokok utang, (d) pembayaran kegiatan lanjutan, dan (e) Pengeluaran 
perhitungan pihak ketiga. Gambar berikut menunjukkan target dan 
realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 hingga tahun 2020. 
 
Gambar 30.  Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah  

Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) 

 
 Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 
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Dari data di atas, dapat dilihat bahwa capaian Pembiayaan Daerah 
pada tahun 2016-2018 adalah sebesar 100 persen, namun pada tahun 
2019, capaian tersebut turun menjadi 89,02 persen, hal ini dikarenakan 
oleh realisasi pinjaman, yang ditargetkan sebesar Rp 32 Milyar yang 
dialokasikan oleh PT. SMI, namun hanya terealisasi sebesar Rp 12 
Milyar pada tahun berkenaan, dikarenakan keterlambatan proses 
administrasi.  Gambar berikut ini  menunjukkan target dan realisasi 
penerimaan pembiayaan daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 
hingga tahun 2020. 
 
Gambar 31.  Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah  

Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) 

 
Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 

 
Berdasarkan data di atas, penerimaan pembiayaan Kota Banjarbaru 
tercapai 100 persen pada tahun 2016 hingga tahun 2018, namun 
mengalami penurunan pada tahun 2019, yakni tercapai hanya sebesar 
90,10 persen. Gambar selanjutnya adalah target dan realisasi 
pengeluaran pembiayaan daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020. 
 
Gambar 32.  Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) 

 
Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 

 
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pengeluaran pembiayaan 
daerah pada tahun 2016 hingga tahun 2029 terealisasi sebesar 100 
persen setiap tahunnya.  
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3.1.4 Neraca Daerah 
 

Analisis Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan 
keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, 
solvabilitas dan rasio ekuitas serta kemampuan aset daerah dalam 
pelaksanaan pembangunan daerah. Neraca daerah menggambarkan 
posisi Pemerintah Daerah terkait dengan Aset, Kewajiban, dan 
Ekuitas pada tanggal diterbitkannya neraca tersebut. Sebuah Neraca 
memiliki beberapa unsur, yaitu Aset, Kewajiban, Dan Ekuitas.  Nilai 
Neraca Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2015 sampai 
dengan tahun 2019 dan rata rata pertumbuhannya terdapat pada 
tabel 53 di bawah. 
 
Aset Pemerintah Kota Banjarbaru selama tahun 2015 sampai dengan 
2019 secara rata rata mengalami peningkatan sebesar 6,42%.  Aset 
Daerah merupakan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota 
Banjarbaru yang mampu memberikan manfaat Ekonomi dan Sosial 
Bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Banjarbaru.  Pada 
tahun 2019, nilai Aset Pemerintah Kota Banjarbaru adalah senilai Rp 
2.415.315.919.721,97 meningkat senilai Rp 262.454.230.266,30 bila 
dibandingkan dengan nilai Aset tahun 2018 sebesar Rp 
2.687.860.209.478,21.  Di mana sebagian besar nilai peningkatan 
sebesar Rp 243.439.779.105,65 berasal dari penambahan aset tetap. 
 
Kewajiban daerah menurut Pernyataan Atas Standar Akuntansi 
Pemerintah (PSAP) adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 
ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Daerah dapat dibedakan 
menjadi 2 (dua) kategori, Kewajiban jangka pendek dan kewajiban 
jangka panjang. Secara umum, selama 5 (lima) tahun terakhir 
kewajiban pemerintah Kota Banjarbaru mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan sebesar 112,79% dikarenakan pengakuan atas 
penerimaan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat yang mulai diakui 
pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada 
tahun 2017.  Kewajiban Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2019 
sebesar Rp 81.073.709.324,81 mengalami penurunan sebesar  
Rp 23.149.314.175,29 bila dibandingkan dengan tahun 2018 dimana 
nilainya adalah sebesar Rp 104.223.023.500,10. 
 
Ekuitas menurut PSAP 01 merupakan kekayaan bersih Pemerintah 
Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban 
pemerintah pada tanggal Neraca. Rata-rata pertumbuhan Ekuitas 
Pemerintah Kota Banjarbaru antara tahun 2015 dan tahun 2019 
adalah sebesar 5,83% dengan peningkatan yang cukup stabil setiap 
tahunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2019 dimana nilai 
Ekuitas pemerintah Kota Banjarbaru adalah senilai Rp 
2.869.240.730.419,70 meningkat sebesar 11,05% bila dibandingkan 
dengan tahun 2018, atau senilai Rp 285.603.544.441,59. 
 
Gambaran kondisi neraca daerah pada tabel 53 digunakan sebagai 
bahan dalam melaksanakan analisis kemampuan keuangan 
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Pemerintah Daerah melalui perhitungan Rasio, di mana terdapat 2 
(dua) jenis rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas 
sebagaimana terjabarkan sebagai berikut. 

1. Rasio Likuiditas 
 
Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menunjukan hubungan 
antara kas dan aset lancar lainnya dengan kewajiban jangka 
pendek. Rasio Likuiditas berfungsi untuk mengukur kemampuan 
pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jangka pendek 
yang jatuh tempo. Data rasio likuiditas Pemerintah Kota 
Banjarbaru pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut. 
 

Tabel 51.  Rasio Likuiditas Pemerintah Kota Banjarbaru pada 
31 Desember 2019 

 
Rasio Rumus Nilai Rasio 

Rasio Lancar 
(Current Ratio) 

𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

272.739.502.095,57

68.131.148.924,81
 

4,00 

Rasio Cepat 
(Quick Ratio) 

𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

245.976.878.025,57

68.131.148.924,81
 

3,61 

Rasio Kas 
(Cash 
Ratio) 

𝐾𝑎𝑠 + 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

103.559.269.652,99

68.131.148.924,81
 

1,52 

Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 

 
Dari perhitungan rasio likuiditas pada tabel diatas, dapat 
disimpulkan bahwa pemerintah Kota Banjarbaru pada 31 
Desember 2019 memiliki likuiditas yang sangat mencukupi untuk 
membayar semua kewajiban Jangka Pendeknya, bahkan 
Pemerintah Kota Banjarbaru dapat membayar semua Kewajiban 
Jangka Pendeknya hanya dengan menggunakan kas yang 
tersedia pada 31 Desember 2019. 
 

2. Rasio Solvabilitas 
 
Rasio Solvabilitas memiliki nama lain leverage ratio digunakan 
untuk meniilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi 
semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun 
kewajiban jangka panjang. dengan jaminan berupa aset atau 
kekayaan daerah. Rasio Solvabilitas membandingkan beban 
utang Pemerintah Daerah secara keseluruhan terhadap aset atau 
ekuitasnya. Rasio ini memaparkan jumlah aset yang dimiliki 
sendiri oleh Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh 
Kreditor (pemberi utang). Jika aset daerah lebih banyak dimiliki 
oleh kreditor, maka daerah tersebut dianggap kurang Leverage. 
Perhitungan Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota Banjarbaru pada 
31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 52.  Rasio Likuiditas Pemerintah Kota Banjarbaru  
pada 31 Desember 2019 

 

Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 

 
Dari hasil perhitungan perhitungan Rasio Solvabilitas Pemerintah 
Kota Banjarbaru per 31 Desember 2019 di atas bisa disimpulkan 
bahwa kewajiban kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kota 
Banjarbaru rasionya masih sangat rendah apabila dibandingkan 
dengan Ekuitasnya.  Sedangkan bila dilihat dari perhitungan rasio 
utang, maka dapat disimpulkan bahwa semua nilai kewajiban 
Pemerintah Banjarbaru dapat dijamin dengan aset yang dimiliki 
oleh pemerintah daerah dengan perbandingan setiap Rp1 
Kewajiban hanya perlu dijamin oleh Rp0,03 Aset yang dimiliki oleh 
Pemerintah Kota Banjarbaru. 

Rasio Rumus Nilai Rasio 
Rasio Utang Terhadap 
Ekuitas 
(Debt To Equity Ratio) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

81.073.709.324,81

2.869.240.730.419,70
  

0,03 

Rasio Utang 
  (Debt Ratio) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

81.073.709.324,81

2.950/314.439.744,51
  

0,03 
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Tabel 53.  Neraca Pemerintah Kota Banjarbaru Per 31 Desember 2015-2019 
 

URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 Perubahan 

ASET       
ASET LANCAR       

Kas di Kas Daerah 189.823.474.430,72 111.124.229.509,25 110.100.924.672,87 163.435.034.255,98 88.404.491.319,08 -9,96% 
Kas di Bendahara Penerimaan 50.209.281,00 - 30.935.000,00 5.440.000,00 -  
Kas di Bendahara Pengeluaran 2.082.500,00 2.498.500,00 6.195.000,00 196.667.254,00 -  
Kas di BLUD 12.231.973.018,16 3.685.238.615,00 2.572.281.684,00 2.402.796.070,00 11.337.811.150,91 66,30% 
Kas di JKN 1.587.835.813,00 2.052.925.511,00 1.291.041.782,00 465.394.563,20 - 0,00% 
Kas BOS   4.393.235.318,19 3.269.642.447,00 3.816.967.183,00 0,00% 
Kas Lain Lain 1.216.365.935,00 2.257.045.065,00    0,00% 
Piutang Pajak 26.788.421.488,00 32.426.395.670,12 38.969.306.620,12 44.134.564.669,12 79.803.690.226,00 33,82% 

Penyisihan Piutang Pajak (5.641.148.222,73) (9.850.829.758,65) (11.682.473.295,45) (14.166.909.022,92) (48.024.444.588,62) 88,37% 
Piutang Pajak Netto 21.147.273.265,27 22.575.565.911,47 27.286.833.324,67 29.967.655.646,20 31.779.245.637,38 10,87% 

Piutang Retribusi 6.424.008.599,00 5.623.209.273,00 6.347.121.908,00 7.251.171.287,96 8.202.773.358,72 6,94% 
Penyisihan Piutang Retribusi (4.825.652.530,94) (4.518.975.305,50) (5.245.366.271,50) (6.141.462.503,20) (6.968.104.125,76) 10,07% 

Piutang Retribusi Netto 1.598.356.068,06 1.104.233.967,50 1.101.755.636,50 1.109.708.784,76 1.234.669.232,96 -4,79% 
Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah 3.239.935.818,00 7.932.039.837,00 9.145.246.848,00 13.068.854.301,00 11.365.332.859,00 47,50% 

Penyisihan Piutang Pendapatan Asli Daerah 
Lainnya yang sah 

(485.628.262,17) (500.274.847,71) (3.049.868.272,49) (1.067.293.286,50) (537.867.673,79) 99,51% 

Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya 
yang sah Netto 

2.754.307.555,83 7.431.764.989,29 6.095.378.575,51 12.001.561.014,50 10.827.465.185,21 59,74% 

Piutang Dana Transfer  2.994.426.469,00 - 52.281.125.015,00 57.102.000.619,00 0,00% 
Piutang Bagi Hasil Provinsi 20.013.397.723,00 18.130.295.205,37 23.025.440.251,02 39.651.149.229,39 41.474.227.698,03 23,60% 
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 301.424.063,00 505.195.800,00 598.198.930,00 542.477.080,00 355.041.900,00 10,54% 

PenyisihanBagianLancarTuntutanGantiRugi (301.424.063,00) (310.734.790,00) (425.321.212,25) (542.477.080,00) (355.041.900,00) 8,24% 
BagianLancarTuntutanGantiRugiNetto - 194.461.010,00 172.877.717,75 - - 0,00% 

Persediaan 13.551.553.938,78 19.946.730.646,17 18.342.142.925,38 14.874.335.531,00 26.762.624.070,00 25,04% 
JumlahAsetLancar 263.976.829.528,82 191.499.415.399,05 194.419.041.887,90 319.660.509.811,03 272.739.502.095,57 5,95% 

INVESTASI JANGKA PANJANG       
Investasi Non Permanen       

Investasi Non Permanen Lainnya 65.137.500,00 - - - - 0,00% 
Jumlah Investasi Non Permanen 65.137.500,00 - - - - 0,00% 

Investasi Jangka Panjang Permanen       
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 101.260.601.967,00 117.260.642.043,00 135.760.642.443,00 181.264.411.943,00 222.203.674.543,01 21,92% 

Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen 101.260.601.967,00 117.260.642.043,00 135.760.642.443,00 181.264.411.943,00 222.203.674.543,01 21,92% 
Jumlah Investasi jangka Panjang 101.325.739.467,00 117.260.642.043,00 135.760.642.443,00 181.264.411.943,00 222.203.674.543,01 21,90% 

ASET TETAP       
Tanah 675.577.571.092,00 687.811.367.939,07 748.341.014.787,27 772.544.218.090,27 926.000.158.260,27 8,43% 
Peralatan dan Mesin 245.662.645.821,04 312.764.676.991,74 353.977.131.419,98 406.317.645.373,44 475.126.770.027,96 18,05% 
Gedung dan Bangunan 491.664.665.430,33 657.662.619.316,70 721.243.693.476,42 763.416.081.575,90 829.532.981.488,75 14,48% 
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 848.699.933.066,69 1.164.360.183.350,51 1.341.840.376.623,45 1.461.784.907.647,56 1.650.343.539.779,54 18,57% 
Aset Tetap Lainnya 34.074.089.336,18 33.712.870.487,48 20.399.815.940,74 24.691.388.757,74 32.220.228.477,74 2,74% 
Konstruksi Dalam Pengerjaan 213.780.042.880,00 19.352.299.269,00 11.353.529.119,00 7.184.698.175,00 14.890.105.346,00 -15,44% 
Akumulasi Penyusutan (601.598.380.280,90) (803.465.112.670,58) (990.601.710.133,63) (1.264.062.799.004,59) (1.512.797.863.658,29) 26,03% 

JumlahAsetTetap 1.907.860.567.345,34 2.072.198.904.683,92 2.206.553.851.233,23 2.171.876.140.615,32 2.415.315.919.721,97 6,18% 
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URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 Perubahan 
JumlahDanaCadangan 15.386.837.913,86 - - - 18.674.190.608,00 0,00% 

ASET LAINNYA       
Aset Tak Berwujud 2.535.375.300,00 2.986.577.300,00 2.186.385.000,00 3.657.253.000,00 4.434.990.200,00 19,89% 
Amortisas iAset Tak Berwujud (1.695.495.240,00) (2.021.174.300,00) (1.515.482.050,00) (1.987.598.500,00) (2.654.602.850,00) 14,72% 
       
DANA CADANGAN       
Dana Cadangan 15.386.837.913,86 - - - 18.674.190.608,00 0,00% 
Aset Tak Berwujud Netto 839.880.060,00 965.403.000,00 670.902.950,00 1.669.654.500,00 1.780.387.350,00 34,98% 
Aset Lain-lain 13.596.429.387,07 97.450.996.673,03 25.340.783.697,68 27.823.324.977,66 37.951.461.345,27 147,24% 
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain - (12.800.355.708,82) (21.324.901.873,20) (14.433.832.368,80) (18.350.695.919,31) 15,35% 
Aset Lain Lain Netto 13.596.429.387,07 84.650.640.964,21 4.015.881.824,48 13.389.492.608,86 19.600.765.425,96 176,79% 
Jumlah Aset Lainnya 14.436.309.447,07 85.616.043.964,21 4.686.784.774,48 15.059.147.108,86 21.381.152.775,96 165,46% 
JUMLAH ASET 2.302.986.283.702,09 2.466.575.006.090,18 2.541.420.320.338,60 2.687.860.209.478,21 2.950.314.439.744,51 6,42% 
       
KEWAJIBAN       
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK       
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 376.453.057,00 - 376.453.057,00 - - 0,00% 
Utang Bunga - - - - 34.082.075,72 0,00% 
Pendapatan Diterima Dimuka 58.224.838,71 45.140.707.992,22 83.449.438.310,06 1.282.935.995,89  

1.344.584.634,32 
22,42% 

Utang Beban 5.183.655.423,25 5.928.862.576,86 12.371.652.596,00 19.541.532.271,21 19.784.178.329,77 45,56% 
Utang Lebih Salur Dana Transfer - - - 83.398.555.233,00 46.968.303.885,00 0,00% 
Utang Jangka Pendek Lainnya 5.095.835.770,00 - - - - 0,00% 
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 10.714.169.088,96 51.069.570.569,08 96.197.543.963,06 104.223.023.500,10 68.131.148.924,81 109,68% 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG       
Utang Dalam Negeri – Sektor Non Perbankan - - - - 12.942.560.400,00 100,00% 
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - - - 12.942.560.400,00 100,00% 
JUMLAH KEWAJIBAN 10.714.169.088,96 51.069.570.569,08 96.197.543.963,06 104.223.023.500,10 81.073.709.324,81 112,79% 
       
EKUITAS       
JUMLAHEKUITAS 2.292.272.114.613,13 2.415.505.435.521,10 2.445.222.776.375,54 2.583.637.185.978,11 2.869.240.730.419,70 5,83% 
       
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2.302.986.283.702,09 2.466.575.006.090,18 2.541.420.320.338,60 2.687.860.209.478,21 2.950.314.439.744,51 6,42% 
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3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020 
 

Pemahaman terhadap kinerja belanja daerah bertujuan untuk 
memperoleh gambaran tentang kebijakan pembelanjaaan dan 
pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran 
sebelumnya, yang selanjutnya digunakan untuk bahan menentukan 
kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa 
mendatang. Beberapa hal yang penting untuk dipahami dari analisis ini 
adalah cakupan proporsi realisasi belanja daerah dibandingkan dengan 
anggaran, analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, 
analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan 
mengikat serta prioritas utama.  

 
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 

 
Belanja Daerah Kota Banjarbaru dibagi menjadi belanja tidak langsung dan 
belanja langsung. Belanja tidak langsung memiliki delapan komponen 
belanja yakni belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, 
belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan 
belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung daerah Kota Banjarbaru 
terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. 
Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kota 
Banjarbaru dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 
berikut.  
 
Tabel 54.  Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja 

Daerah Tahun 2016-2019 
 

Uraian 
Tahun (%) Proporsi 

Rata-rata (%) 2016 2017 2018 2019 

Belanja Tidak Langsung 36,11 38,30 39,91 36,15 37,62 
Belanja Pegawai 34,63 36,36 38,23 34,56 35,94 
Belanja Subsidi 0,04 0,19 0 0 0,06 
Belanja Bunga 0 0 0 0,09 0,02 
Belanja Hibah 1,17 1,46 1,45 1,11 1,30 
Belanja Bantuan Sosial 0,12 0,14 0,13 0,28 0,17 
Belanja Bantuan Keuangan Kepada 
Provinsi/Kab/Kota & Pem. Desa 

0,10 0,12 0,10 0,09 0,10 

Belanja Tidak Terduga 0,07 0,04 0,005 0,03 0,04 
Belanja Langsung 63,89 61,70 60,09 63,85 62,38 
Belanja Pegawai 3,46 2,99 3,50 3,78 3,43 
Belanja Barang dan Jasa 18,92 27,72 29,41 29,97 26,50 
Belanja Modal 41,51 30,99 27,18 30,10 32,45 

Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru, diolah 

 
Tabel proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kota Banjarbaru 
Tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa Belanja Langsung Pemerintah 
Daerah Kota Banjarbaru sudah memiliki proporsi yang lebih besar 
dibandingkan dengan proporsi belanja tidak langsung. Rata-rata proporsi 
belanja langsung terhadap total belanja Kota Banjarbaru adalah sebesar 
62,38 persen, dan sebaliknya, belanja tidak langsung memiliki rata-rata 
proporsi sebesar 37,62 persen.   Terdapat fluktuasi persentase proporsi 
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belanja langsung terhadap total anggaran belanja Kota Banjarbaru, namun 
proporsi tersebut tidak pernah kurang dari 60 persen jika dibandingkan 
dengan total anggaran belanja Kota Banjarbaru.  Hal ini mengindikasikan 
bahwa secara umum dalam 4 tahun terakhir, belanja langsung yang 
berhubungan dengan program-program pembangunan kota, pencapaian 
kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik cukup optimal.  Sementara 
itu, komponen belanja tidak langsung dengan proporsi terbesar adalah 
digunakan untuk belanja pegawai.  Sedangkan pada komponen belanja 
langsung, proporsi terbesar digunakan untuk belanja modal.  Proporsi 
belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap belanja daerah Kota 
Banjarbaru dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
 
Gambar 33.  Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung  

Terhadap Belanja Daerah Tahun 2016-2019 

 
Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 

 
Untuk komponen belanja daerah Kota Banjarbaru, dapat dilihat juga 
proporsi mandatory spending terhadap belanja daerah pada tahun 2016 
hingga tahun 2020 yang disajikan pada gambar di bawah ini. 
 
Gambar 34.  Proporsi Mandatory Spending terhadap Belanja Daerah 

Tahun 2016-2020 

 
Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 
 
Berdasarkan data yang dipaparkan pada gambar di atas, terlihat bahwa 
mandatory spending untuk bidang Pendidikan dan Infrastruktur sudah 
memenuhi ketentuan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun, untuk 
mandatory spending bidang Kesehatan, tahun 2016 masih di bawah 
ketentuan (10 persen), yakni sebesar 8,39 persen. Meskipun demikian, pada 
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63.85

2016 2017 2018 2019
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15.84 
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tahun-tahun selanjutnya, mandatory spending bidang Kesehatan 
meningkat dan selalu memenuhi ketentuan minimal belanja daerah. Rata-
rata proporsi Belanja Pendidikan terhadap Belanja Daerah adalah sebesar 
22,64 persen per tahun.  Untuk Belanja Kesehatan, rata-rata memiliki 
proporsi sebesar 12,09 persen, dengan proporsi terendah pada tahun 2016 
dan proporsi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 15,84 persen. Selanjutnya, 
belanja infrastruktur memiliki rata-rata proporsi sebesar 43,54 persen, yang 
mengindikasikan bahwa belanja infrastruktur memiliki proporsi yang secara 
signifikan di atas proporsi mandatory spending yakni sebesar 25 persen.  
Proporsi tertinggi belanja infrastruktur adalah pada tahun 2016, yakni 
sebesar 59,29 persen.  Sedangkan proporsi terendah belanja infrastruktur 
adalah sebesar 40,86 persen pada tahun 2018.  
 
3.2.2 Analisis Pembiayaan 

 
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk 
menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika 
terjadi deficit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan, penerimaan 
pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset 
daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan 
adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. 
 
1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil 

 
Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran masa lalu tentang 
kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah 
Daerah yang dilakukan. Tabel di bawah ini menyajikan gambaran 
realisasi defisit anggaran Kota Banjarbaru tahun 2016-2019. 
 
Tabel 55.  Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2019 (Juta Rupiah) 
 

No. 
 

Uraian 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 

A Realisasi Pendapatan 
Daerah 

1.066.849,97 1.009.250,12 1.087.334,00 1.148.124,67 

 Dikurangi Realisasi Belanja : 
1. Realisasi Benlanja 

Daerah 
1.140.680,60 991.241,80 1.035.577,16 1.198.618,40 

2. Realisasi Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah 

16.000,04 18.500,00 0 28.674,19 

B Surplus/Defisit riil (89.830,68) (491,71) 51.756,81 (50.491,71) 
Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 

 
Tabel 56.  Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-

2019 (Juta Rupiah) 
 

No. Uraian 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 

1. Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SILPA) Tahun 
Anggaran Sebelumnya 

203.695,58 118.464,19 118.018,16 169.782,61 

2. Pencairan Dana 
Cadangan 

3.000,00 0 0 0 
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No. Uraian 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 

3. Penerimaan Pinjaman 
Daerah 

0 0 0 12.942,56 

C Total Realisasi 
Penerimaan 
Pembiayaan Daerah 

206.695,58 118.464,19 118.018,16 182.725,17 

 Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun 
Berkenaan (B+C) 

116.864,90 117.972,48 169.774,97 132.233,46 

Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 
 
Berdasarkan tabel di atas, defisit riil anggaran menunjukkan bahwa sejak 
tahun 2016 hingga tahun 2019, terjadi defisit dimana realisasi pendapatan 
daerah lebih rendah daripada belanja daerah dan pengeluaran 
pembiayaan. Sedangkan pada tahun 2018, terjadi surplus dimana 
realisasi pendapatan daerah lebih tinggi daripada belanja daerah dan 
pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tabel selanjutnya, ditambilkan 
komposisi penutup defisit riil yang terdiri dari SILPA tahun anggaran 
sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan pinjaman 
daerah.  
 

3.3 Kerangka Pendanaan 
 

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total 
keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai 
belanja/pengeluaran periodic wajib dan mengikat, prioritas utama dan 
program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) 
tahun ke depan. Selain itu, kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja 
daerah dan pengeluaran daerah lainnya.  Langkah utama yang harus 
dilakukan adalah mengidentifikasi penerimaan daerah. Kapasitas keuangan 
daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah 
dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir 
tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada 
tahun anggaran berikutnya. 
 
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja 

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan 
anggaran adalah pendapatan daerah, karena akan berkaitan dengan 
kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan 
memberikan pelayanan kepada publik. Proyeksi data masa lalu merupakan 
bahan untuk mmproyeksikan pendapatan dan belanja daerah di masa 
mendatang yang berdasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama 
beberapa tahun ke belakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun ke depan, 
meliputi proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan 
sebagaimana berikut. 

1. Proyeksi Pendapatan Daerah 
 
Proyeksi pendapatan daerah Kota Banjarbaru dilakukan berdasarkan 
pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun. Proyeksi 
pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan dari 
tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan perhitungan, proyeksi 
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pendapatan untuk tahun 2021 hingga 2026 disajikan dalam tabel dan 
gambar di bawah ini. 
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Tabel 57.  Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 
 

Uraian 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Pendapatan Asli Daerah 230.943.561.915 235.562.433.153 240.273.681.816 245.079.155.453 249.980.738.562 254.980.353.333 
   Pajak Daerah 113.888.146.000 116.165.908.920 118.489.227.098 120.859.011.640 123.276.191.873 125.741.715.711 
      Pajak Daerah 113.888.146.000 116.165.908.920 118.489.227.098 120.859.011.640 123.276.191.873 125.741.715.711 
   Retribusi Daerah 10.200.000.000 10.404.000.000 10.612.080.000 10.824.321.600 11.040.808.032 11.261.624.193. 
      Retribusi Daerah 10.200.000.000 10.404.000.000 10.612.080.000 10.824.321.600 11.040.808.032 11.261.624.193. 
   Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.000.000.000 6.120.000.000 6.242.400.000 6.367.248.000 6.494.592.960 6.624.484.819 
     Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD 6.000.000.000 6.120.000.000 6.242.400.000 6.367.248.000 6.494.592.960 6.624.484.819 
   Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 100.855.415.915 102.872.524.233 104.929.974.718 107.028.574.212 109.169.145.697 111.352.528.611 
      Penerimaan Jasa Giro 2.500.000.000 2.550.000.000 2.601.000.000 2.653.020.000 2.706.080.400 2.760.202.008 
      Penerimaan Bunga Deposito 4.355.000.000 4.442.100.000 4.530.942.000 4.621.560.840 4.713.992.057 4.808.271.888 
      BLUD Rumah Sakit 85.570.780.185 87.282.195.789 89.027.839.704 90.808.396.499 92.624.564.429 94.477.055.717 
      BLUD Puskesmas 8.429.635.730 8.598.228.445 8.770.193.013 8.945.596.874 9.124.508.811 9.306.998.987 
Pendapatan Transfer 771.430.442.390 786.859/051.238 802.596.232.263 818.648.156.908 835.021.120.046 851.721.542.447 
   Transfer Pemerintah Pusat 680.828.878.000 694.445.455.560 708.334.364.671 722.501.051.965 736.951.073.004 751.690.094.464 
   Dana Bagi Hasil (BDH) 103.977.386.000 106.056.933.720 108.178.072.394 110.341.633.842 112,548,466,519  114,799,435,850  
      Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan 3.588.661.000 3.660.434.220 3.733.642.904 3.808.315.762 3,884,482,078 3,962,171,719 
      Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 15.051.528.000 15.352.558.560 15.659.609.731 15.972.801.926 16,292,257,964 16,618,103,124 
      Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 119.433.000 121.821.660 124.258.093 126.743.255 129,278,120 131,863,683 
      Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 84.030.162.000 85.710.765.240 87.424.980.545 89.173.480.156 90,956,949,759 92,776,088,754 
      Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 1.128.319.000 1.150.885.380 1.173.903.088 1.197.381.149 1,221,328,772 1,245,755,348 
      Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 59.283.000 60.468.660 61.678.033 62.911.594 64,169,826 65,453,222 
   Dana Alokasi Umum (DAU) 425.300.994.000 433.807.013.880 442.483.154.158 451.332.817.241 460,359,473,586 469,566,663,057 
      Dana Alokasi Umum 425.300.994.000 433.807.013.880 442.483.154.158 451.332.817.241 460,359,473,586 469,566,663,057 
   Dana Alokasi Khusus (DAK) 135.304.970.000 138.011.069.400 140.771.290.788 143.586.716.604 146,458,450,936 149,387,619,955 
      DAK Fisik 60.501.829.000 61.711.865.580 62.946.102.892 64.205.024.949 65,489,125,448 66,798,907,957 
      DAK Non Fisik 74.803.141.000 76.299.203.820 77.825.187.896 79.381.691.654 80,969,325,487 82,588,711,997 
   Dana Insentif Daerah 16.245.528.000 16.570.438.560 16.901.847.331 17.239.884.278 17,584,681,963 17,936,375,603 
      Dana Insentif Daerah 16.245.528.000 16.570.438.560 16.901.847.331 17.239.884.278 17,584,681,963 17,936,375,603 
   Transfer Antar Daerah 90.601.564.390 92.413.595.678 94.261.867.591 96.147.104.943 98,070,047,042 100,031,447,983 
   Pendapatan Bagi Hasil Provinsi 90.601.564.390 92.413.595.678 94.261.867.591 96.147.104.943 98,070,047,042 100,031,447,983 
      Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 31.128.594.945 31.751.166.844 32.386.190.181 33.033.913.984 33,694,592,264 34,368,484,109 
      Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 12.277.707.100 12.523.261.242 12.773.726.467 13.029.200.996 13,289,785,016 13,555,580,716 
      Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 39.264.477.215 40.049.766.759 40.850.762.094 41.667.777.336 42,501,132,883 43,351,155,541 
      Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 31.850.370 32.487.377 33.137.125 33.799.867 34,475,865 35,165,382 
      Bagi Hasil Pajak Rokok 7.898.934.760 8.056.913.455 8.218.051.724 8.382.412.759 8,550,061,014 8,721,062,234 
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 26.722.368.955 27.256.816.334 27.801.952.661 28.357.991.714 28,925,151,548 29,503,654,579 
      Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 26.722.368.955 27.256.816.334 27.801.952.661 28.357.991.714 28,925,151,548 29,503,654,579 

Total Pendapatan Daerah 1.029.096.373.260 1.049.678.300.725 1.070.671.866.740 1.092.085.304.075 1,113,927,010,156 1,136,205,550,359 
Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 
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Berdasarkan data proyeksi di atas, komponen pendapatan yang paling 
besar bagi Kota Banjarbaru adalah Pendapatan Transfer, utamanya 
transfer dari Pemerintah Pusat dalam Bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), 
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).    

 
Tabel 58.  Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 (Milyar 

Rupiah) 

 
Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 

 
Dalam proyeksi pendapatan daerah, rata-rata peningkatan pendapatan 
daerah adalah sebesar 2 persen, sama dengan masing-masing 
komponen pendapatan mulai dari pendapatan asli daerah, pendapatan 
transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mengalami 
proyeksi pertumbuhan masing-masing sebesar 2 persen. 
 

2. Proyeksi Belanja Daerah 
 
Analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan 
gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Banjarbaru dalam 
kurun waktu 6 tahun ke depan untuk membiayai belanja operasional, 
belanja modal dan belanja tidak terduga yang secara operasional 
dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan.   Proyeksi 
belanja dirumuskan berdasarkan tren pertumbuhan historis realisasi 
belanja tahun 2016-2020, prioritas pembangunan serta proporsi belanja 
yang diamanatkan (mandatory spending).  Tabel berikut menyajikan 
proyeksi belanja daerah Kota Banjarbaru untuk tahun 2021-2026. 
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Tabel 59.  Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2026 
 

Uraian 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Belanja Operasi 797.792.592.047 813.233.760.825 830.857.906.498 847.475.064.628 864,424,565,920 881,713,057,239 

Belanja Pegawai 430.916.366.071 439.534.693.392 448.325.387.260 457.291.895.005 466,437,732,906 475,766,487,564 

Belanja Barang dan Jasa 320.454.721.721 330.068.363.373 339.970.414.274 346.769.822.559 353,705,219,010 360,779,323,391 

Belanja Bunga 5.512.137.700 1.903.150.174 - - - - 

Belanja Subsidi - - - - - - 

Belanja Hibah 38.069.457.574 38.830.846.725 39.607.463.660 40.399.612.933 41,207,605,192 42,031,757,296 

Belanja Bantuan Sosial 2.839.908.981 2.896.707.161 2.954.641.304 3.013.734.130 3,074,008,813 3,135,488,989 

Belanja Modal 223.343.777.213 227.319.041.180 231.865.422.003 236.502.730.443 241,232,785,052 246,057,440,753 

Belanja Modal Tanah 24.815.810.159 25.312.126,362 25.818.368.889 26.334.736.267 26,861,430,993 27,398,659,612 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.911.342.538 40.709.569.389 41.523.760.777 42.354.235.992 43,201,320,712 44,065,347,126 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 39.438.226.339 40.226.990.866 41.031.530.683 41.852.161.297 42,689,204,523 43,542,988,613 

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 115.625.651.629 117.446.553.085 119.795.484.147 122.191.393.830 124,635,221,706 127,127,926,140 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.552.746.548 3.623.801.478 3.696.277.508 3.770.203.058 3,845,607,119 3,922,519,261 

Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 12.000.000.000 14.000.000.000 15.000.000.000 15,000,000,000 15,000,000,000 

Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 12.000.000.000 14.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 

Total Belanja Daerah 1.031.136.369.260 1.052.552.802.005 1.076.723.328.501 1.098.977.795.071 1,120,657,350,973 1,142,770,497,992 

Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 
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Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, komponen belanja 
daerah yang dominan adalah belanja operasi, yang terdiri dari belanja 
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja 
hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk perbandingan 
komponen belanja daerah,dapat dilihat pada gambar berikut.  
 
Gambar 35.  Proyeksi Komponen Belanja Daerah Tahun 2021-2026 

 
Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 

 
Dalam hal belanja daerah, proyeksi peningkatan rata-rata adalah sebesar 
2 persen, per tahun, dengan masing-masing komponen belanja daerah 
yakni belanja operasi dan belanja modal mengalami pertumbuhan 
masing-masing sebesar 2 persen per tahun.  Namun, proyeksi 
pertumbuhan tertinggi dapat dilihat pada komponen belanja tak 
terduga, yakni sebesar 15 persen per tahun.  
 

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah 
 
Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja 
daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (1) 
penerimaan pembiayaan, dan (b) pengeluaran pembiayaan. Proyeksi 
pembiayaan daerah Kota Banjarbaru untuk Tahun 2021-2026 dapat 
dilihat pada tabel berikut ini. 

797 813 830 847 864 880 

223 227 231 236 240 244

10 12 14 15 16 17

2021 2022 2023 2024 2025 2026

OPERASI MODAL BTT



Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 

 

I   84 
 

Tabel 60.  Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2026 
 

Uraian 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Penerimaan Pembiayaan Daerah 55.181.864.000 56.285.501.280 26.051.461.762 26.829.490.996 26,730,340,816 26,564,947,633 

Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya 55.181.864.000 56.285.501.280 26.051.461.762 26.829.490.996 26,730,340,816 26,564,947,633 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah  53.141.868.000 53.411.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 

Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 43.141.868.000 43.411.000.000 - - - - 

Total Pembiayaan Daerah 2.039.996.000 2.874.501.280 6.051.461.762 6.892.490.996 6,730,340,816 6,564,947,633 

Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru 
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3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan 
 

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil 
keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program 
pembangunan jangka menengah daerah selama 6 (enam) tahun ke depan. 
Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh 
penerimaan daerah, kemudian menentukan ke pos-pos mana sumber 
penerimaan tersebut akan dialokasikan.  

Dari total pendapatan dan penerimaan yang dikurangi total belanja tidak 
langsung dan pengeluaran pembiayaan diperoleh kapasitas riil 
kemampuan keuangan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total 
penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja tidak 
langsung dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menentukan proyeksi 
kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai 
program/kegiatan selama 6 (enam) tahun ke depan (2021-2026) dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru 
sebagaimana tabel di bawah ini.  
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Tabel 61.  Kerangka Pendanaan Daerah Banjarbaru Tahun 2021-2026 
 

No. Uraian 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Penerimaan Pendapatan       

 Pendapatan Asli Daerah 230.943.561.915 235.562.433.153 240.273.681.816 245.079.155.453 249.980.738.562 254.980.353.333 

 Pendapatan Transfer 771.430.442.390 786.859/051.238 802.596.232.263 818.648.156.908 835.021.120.046 851.721.542.447 

 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 26.722.368.955 27.256.816.334 27.801.952.661 28.357.991.714 28,925,151,548 29,503,654,579 

2. Penerimaan Pembiayaan Daerah 55.181.864.000 56.285.501.280 26.051.461.762 26.829.490.996 26,730,340,816 26,564,947,633 

 Total Penerimaan 1.084.278.237.260 1.105.963.802.005 1.096.723.328.502 1.118.977.795.071 1,120,657,350,973 1,142,770,497,992 

4. Belanja Operasi 797.792.592.047 813.233.760.825 830.857.906.498 847.475.064.628 864,424,565,920 881,713,057,239 

5. Belanja Modal 223.343.777.213 227.319.041.180 231.865.422.003 236.502.730.443 241,232,785,052 246,057,440,753 

6. Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 12.000.000.000 14.000.000.000 15.000.000.000 15,000,000,000 15,000,000,000 

7. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 53.141.868.000 53.411.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 

 Total Belanja 1.084.278.237.260 1.105.963.802.005 1.096.723.328.502 1.118.977.795.071 1,120,657,350,973 1,142,770,497,992 

Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru



Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 

 

I   87 
 

BAB IV.   
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

DAERAH 
 

Bab ini menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kota Banjarbaru untuk 
periode 2021-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok 
yang dihadapi dalam pembangunan di Kota Banjarbaru.  Analisis isu strategis 
merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan 
sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka 
menengah Kota Banjarbaru.  Isu strategis merupakan tantangan atau peluang 
yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan 
karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu 
analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatir 
dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan Panjang.  
Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan 
kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Pembentukan isu-isu 
strategis di Kota Banjarbaru ini diplakukan berdasarkan komponen terhadap 
analisis hasil pembangunan periode sebelumnya serta telaahan pada dokumen-
dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya, sehingga rumusan tentang 
permasalahan pembangunan dan isu strategis menjadi bagian penting dalam 
penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah di Kota Banjarbaru. 

 

4.1 Permasalahan Pembangunan 

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk 
meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu 
kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, dan dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah 
secara berdaya guna serta berhasil guna untuk kemajuan perekonomian 
daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah juga 
merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah 
sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk 
menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram, sekaligus 
memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan 
harkat, martabat, dan harga diri. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui 
penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah 
pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). 

Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru 
dalam melaksanakan Pembangunan secara umum, yaitu : Pertama, 
Terbatasnya anggaran pembangunan daerah. Dalam konteks 
pembangunan daerah di Kota Banjarbaru, APBD menduduki posisi yang 
sangat strategis guna menstimulasi perekonomian di Kota Banjarbaru.  APBD 
Kota Banjarbaru diharapkan mampu menggerakkan peningkatan produksi 
dan konsumi masyarakat, nilai belanja pegawai sudah ideal dengan 
persentase sebesar 38% dari keseluruhan belanja. Dalam kondisi ideal, 
persentase belanja pegawai harus lebih kecil dibandingkan dengan belanja 
pembangunan sehingga pemenuhan kebutuhan masayarakat dalam rangka 
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pelayanan akan terpenuhi dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan 
memiliki kemanfaatan yang luas bagi masyarakat.  Untuk itu harus diimbangi 
oleh strategi yang tepat sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan 
ekonomi. APBD harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan 
publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan 
potensi wilayah Kota Banjarbaru.  Harapan besar tersebut bisa dilaksanakan, 
jika perencanaan anggaran belanja setiap kegiatan pada APBD efisien, tepat 
sasaran, wajar, tidak underfinancing (kurang) atau overfinancing (berlebih). 

APBD Kota Banjarbaru masih ditopang dari sebagian besar Dana Transfer,  
untuk itu tantangan yang dihadapi adalah sinkronisasi pembangunan di 
setiap bidang sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat 
keterpaduan, saling mendukung dan saling memperkuat dalam rangka 
mencapai sinergi melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi 
antara pemangku kepentingan terkait sampai pada level pemerintah pusat 
dan provinsi, dengan mengedepankan keberhasilan bersama dalam 
pencapaian sasaran pembangunan. Mengingat kondisi anggaran yang 
terbatas, maka harus dipastikan bahwa setiap Satuan Perangkat Daerah 
melaksanakan pembangunan di setiap bidang dengan memiliki komitmen 
yang kuat pada pencapaian sasaran dan visi misi pembangunan daerah. 

Kedua, Ketersediaan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur 
mempunyai peran yang sangat strategis untuk percepatan pertumbuhan 
ekonomi.  Hal ini karena perwujudan Banjarbaru sebagai kota Jasa tidak 
mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai.   Melalui pembangunan 
infrastruktur diharapkan dapat ditingkatkan perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat, serta diangkat harkat dan daya saing Indonesia 
dalam tatanan global. Dalam pembangunan infrastruktur ini, tantangan yang 
dihadapi di satu sisi terletak pada bagaimana infrastruktur membantu 
pengurangan kemiskinan ditengah tingginya kebutuhan masyarakat akan 
ketersediaan pelayanan umum, sementara di sisi lain kemampuan dalam 
penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau terkendala oleh 
keterbatasan anggaran.  

Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas 
akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih produktif lagi 
dalam melakukan kegiatannya.  Pembangunan infrastruktur perlu 
diorientasikan kepada penanggulangan kemiskinan di daerah, yang dapat 
dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip‐prinsip kerjasama melalui 
kemitraan secara adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling 
menguntungkan.  Untuk itu, kapasitas masyarakat, pemerintah dan dunia 
usaha harus disejajarkan sehingga dalam memroses pembangunan 
infrastruktur fungsi dan peran masing‐masing dapat saling melengkapi.  
Pemerintah, pada khususnya, akan terus berupaya untuk melakukan 
percepatan pembangunan infrastruktur, dengan program dan 
kebijakanyang berpihak kepada masyarakat miskin. 

Ketiga, Keterbatasan kapasitas dan kualitas birokrasi. Keberhasilan proses 
pembangunan tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas 
birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi dan meningkatkan 
kinerja dan citra pelayanan publik.  Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga 
saat ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi.   Oleh karena itu, 
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keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa 
dalam meningkatkan daya saing daerah. 

 
4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

1. Urusan Pendidikan 
Permasalahan secara umum dalam urusan Pendidikan adalah : 

a. Masih adanya sarana prasana dalam kondisi rusak. 
b. Rasio ketersediaan lanjutan pendidikan dasar di setiap kecamatan 

belum terpenuhi. 
c. Pendidikan vokasi belum optimal dalam rangka meningkatkan 

keterampilan. 
d. Belum tersedianya Pendidikan inklusi secara merata 
e. Masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang 

Pendidikan. 
f. Belum dicapainya Prestasi Non Akademik Siswa di tingkat Nasional. 
g. Keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah.  

2. Urusan Kesehatan 
Permasalahan secara umum urusan Kesehatan adalah : 
a. Masih ada ibu hamil yang memeriksakan kehamilan dengan petugas 

Kesehatan di atas 12 minggu dan melahirkan di non fasilitas 
pelayanan Kesehatan. 

b. Masih adanya kunjungan bayi yang belum lengkap KN. 
c. Masih ada pelayanan kesehatan pada balita yang belum lengkap 

standar. 
d. Capaian Jaminan Persalinan masih rendah dikarenakan masyarakat 

khususnya ibu hamil sudah menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan 
Lainnya. 

e. Puskesmas yang mencapai cakupan imunisasi usia sekolah yang 
mendapat imunisasi ≥97% hanya 4 (empat Puskesmas dari 10 
Puskesmas (40%) yaitu 97%- 98% dan 6 Puskesmas mencapai <97% 
(70% -96%). 

f. Keterbatasan ketersediaan peralatan untuk pemeriksaan deteksi dini 
(Posbindu Kit) dan jumlah Posbindu di tiap kelurahan masih sedikit 

g. Sebagian besar wanita usia 30-59 tahun tidak mau periksa test IVA 
yang dilakukan di Puskesmas 

h. Penderita hipertensi ini tidak rutin berkunjung ke fasilitas kesehatan 
dan tidak rutin minum obat hipertensinya 

i. Kurangnya pelatihan tenaga kesehatan (pengelola program 
kesehatan jiwa dalam hal penanganan ODGJ Berat, baik itu di fasilitas 
pelayanan maupun masyarakat. 

j. Belum terbentuknya kader kesehatan jiwa dalam membantu tenaga 
kesehatan untuk case finding atau penemuan ODGJ berat. 

k. Kader TB yang sudah dibentuk tidak jalan 
l. Belum maksimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh 

pelayanan rumah sakit dalam hal pengembangan skill, knowle 
knowledge dan attitude (keterampilan, keilmuan dan perilaku yang 
baik) di semua lini pelayanan. 

m. Belum merata terintegrasinya SIMRS pada setiap lini pelayanan. 
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3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Permasalahan secara umum urusan pekerjaan umum adalah sebagai 
berikut : 
a. Masih kurangnya konektivitas menuju kawasan strategis. 
b. Masih ditemukannya kawasan rawan banjir 
c. Masih belum tercapainya standar pelayanan minimal bidang 

pekerjaan umum. 
 

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
Permasalahan secara umum pada urusan Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut : 
a. Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani sedikit karena 

untuk penanganan kawasan kumuh hanya melaksanakan pekerjaan 
jalan lingkungan. 

b. Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang dilaksanakan belum 
dapat mencakup keseluruhan indikator. 

c. Belum tercapainya standar pelayanan minimal bidang perumahan 
dan permukiman. 
 

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 
Permasalahan secara umum pada urusan Ketentraman, Ketertiban 
Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut : 
a. Belum terbentuknya komitmen pada semua jenjang kepemimpinan 

internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, sehingga 
pencapaian SPM terkesan tidak fokus 

b. Belum tersosialisasinya Peraturan-Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang baru terbit. 

c. Masih kurang terjangkaunya informasi kebencanaan ke masyarakat. 
d. Masih kurangnya pelopor (relawan bencana) dalam pencegahan 

penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dan kelurahan di 
Kota Banjarbaru. 

e. Masih kurangnya koordinasi ke instansi-instansi vertikal seperti BPBD 
Provinsi Kalimantan Selatan. 
 

6. Urusan Sosial 
Permasalahan yang ada pada urusan sosial di antaranya adalah : 
a. Kurangnya kesadaran masyarakat dan swasta baik dalam bentuk 

perusahaan, kelompok maupun perorangan untuk berpartisipasi 
dalam penanganan PMKS. 

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan professional 
dalam penanganan PMKS. 

c. Kurangnya program Kegiatan Pemberdayaan bagi PMKS 
d. Belum semua PSKS seperti dunia usaha berpartisipasi dalam 

penanganan PMKS. 
e. Sebagian PMKS masih belum terpenuhi pelayanan sosial dasarnya 

seperti Kesehatan, Pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. 
f. Mindset/pola perilaku PMKS masih sangat bergantung pada bantuan 

dari pemerintah. 
g. Keterampilan yang dimiliki PMKS masih minimum 
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h. Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial belum 
dilaksanakan secara berkala. 
 

4.1.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 

1. Urusan Tenaga Kerja 
Permasalahan yang ada pada urusan tenaga kerja di antaranya adalah : 
a. Pekerja dan pengusaha masih banyak yang belum melaporkan 

penempatan tenaga kerja kepada petugas penempatan tenaga kerja 
b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan dan 

monitoring ke lapangan 
c. Pengusaha dan pekerja terjadi keluh kesah tentang penerapan 

ketentuan ketenagakerjaan dalam hubungan kerja. 
d. Pengusaha belum sepenuhnya mengikutkan para pekerja menjadi 

peserta BPJS. 
e. Perusahaan belum membuat/memperpanjang peraturan 

perusahaan yang menjadi pedoman hubungan industrial antara 
pengusaha dan tenaga kerja.  
 

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Permasalahan yang ada pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan anak adalah sebagai berikut : 
a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif 

melaporkan atau ikut mengatasi/menyelesaikan persoalan kekerasan 
yang terjadi kepada perempuan dan anak, bahkan cenderung 
menutupi karena dianggap sebagai aib keluarga.  
 

3. Urusan Pangan 
Permasalahan yang ada pada urusan Pangan adalah sebagai berikut : 
a. Belum adanya/belum tersedianya laboratorium untuk Pengujian 

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terakreditasi di 
Kalimantan Selatan, sehingga untuk melakukan PSAT selalu 
dilaksanakan di luar daerah, dan memerlukan biaya/dana yang besar. 

b. Kurangnya petugas pengambil contoh (PPC) mutu pangan yang 
bersertifikasi. 
 

4. Urusan Lingkungan Hidup 
Permasalahan yang ada pada urusan Lingkungan hidup adalah sebagai 
berikut : 
a. Penurunan kualitas air sungai dan udara yang disebabkan oleh 

kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran. 
b. Beberapa parameter kualitas air sungai masih melebihi baku mutu air 

kelas I seperti kandungan BOD, COD, ammonia, DO, Phospat, pH, TSS, 
TDS, Coliform, Fecal Coli. 

c. Aturan pengelolaan limbah belum seluruhnya ditaati oleh para pelaku 
usaha 

d. Pelaku usaha belum seluruhnya melaporkan dokumen pengelolaan 
lingkungan (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan/RKL dan RPL) secara rutin sesuai aturan 
yang berlaku. 

e. Masih banyaknya TPS liar di wilayah Kota Banjarbaru. 
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f. Kurang luasnya lahan untuk wilayah TPA Kota Banjarbaru. 
 

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Permasalahan yang ditemui pada urusan Administrasi Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil di antaranya adalah : 
a. Belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia 

baik di bidang kependudukan maupun pencatatan sipil, dikarenakan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini menempatkan 
petugas verifikator di setiap Kecamatan dan Gerai Pelayanan terpadu 
sehingga SDM yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
di Kota Banjarbaru Berkurang. 

b. Belum tersedianya peralatan-peralatan yang mendukung 
perpecatan pencetakan kartu keluarga dan akta-akta catatan sipil di 
setiap kecamatan dan Gerai Pelayanan Terpadu, sehingga 
pencetakan harus dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil. 

c. Permasalahan atau kerusakan jaringan yang menghambat 
pelayanan dalam hal perekaman dan pencetakan.  
 

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Permasalahan yang ditemui pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa adalah sebagai berikut : 
a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola 

lingkungannya untuk menjadikan kota bersih, sehat dan indah. 
b. Kurang aktifnya Lembaga sosial, LPM dalam memicu atau 

menggerakkan anggotanya serta masyarakat lingkungannya untuk 
Bersama menjaga Kota Banjarbaru, baik dalam menjaga kebersihan 
dan keindahan kota, terbukti dengan tidak adanya laporan dari 
Lembaga organisasi, LPM yang melaporkan apa saja kegiatan yang 
mereka lakukan di lingkungan sekitarnya. 
 

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Permasalahan yang ditemui pada urusan Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : 
a. Masih terdapat pasangan usia subur yang gagal untuk ber KB, 

dikarenakan berbagai macam factor, di antaranya mereka 
menginginkan akan segera memiliki keturunan, tidak ingin menunda 
kehamilan, bahkan masih ada yang berpendapat bahwa banyak anak 
banyak rezeki, ataupun tidak ada kecocokan dengan alat kontrasepsi 
yang diinginkan, dan lain sebagainya. 
 

8. Urusan Perhubungan 
Permasalahan yang ditemui pada urusan Perhubungan antara lain 
adalah sebagai berikut : 
a. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak 

terkait, baik di tingkat Kota, dengan pemerintah Provinsi Kalimantan 
Selatan dan Pemerintah Pusat. 

b. Tidak adanya terminal Tipe C sebagai terminal induk Kota Banjarbaru. 
c. Belum terlaksananya Smart Card dalam pelaksanaan KIR karena 

keterbatasan sarana dan SDM pendukung. 
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d. Belum terlaksananya pengelolaan parkir TJU (Kawasan Lapangan 
Murjani) secara langsung sesuai dengan PERDA No. 1 Tahun 2019 
karena keterbatasan sarana dan SDM pendukung. 

e. Masih adanya penggunaan karcis parkir illegal dan tarif yang melebihi 
ketentuan yang berlaku 
 

9. Urusan Komunikasi dan Informatika 
Permasalahan yang ditemui pada urusan Komunikasi dan Informatika 
adalah sebagai berikut : 
a. Beberapa pejabat penghubung menanggapi laporan masih sekedar 

formalitas, tidak disertai dengan dokumentasi sebelum atau sesudah 
laporan ditanggapi. 

b. Pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Kelompok Infomrasi 
Masyarakat masih kurang baik di kalangan remaja maupun golongan 
masyarakat yang sudah tua. 

c. masih kurangnya bantuan sarana dan prasarana bagi keberadaan 
Kelompok Informasi Masyakarat. 

d. Pengetahuan masyarakat tentang penyebaran informasi masih 
kurang baik dan cenderung informasi yang diterima tidak dipilah atau 
ditelaah dulu kebenarannya. 

e. Dengan sarana komunikasi yang ada masyarakat lebih cepat 
menerima informasi dari berbagai media yang ada. 

f. Admin SIP-PPID pada unit kerja masih ada yang tidak mengunggah 
data ke aplikasi sehingga target kinerja 100% tidak dapat tercapai. 
 

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Permasalahan yang ada pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah di antaranya adalah : 
a. Kurangnya pemahaman dari pencari kerja yang sudah memperoleh 

kartu AK/I yang sudah diterima bekerja untuk melaporkan 
penempatannya kepada petugas penempatan tenaga kerja. 

b. Belum adanya angkutan operasional untuk membawa bahan dan 
peralatan praktek bagi pelatihan di kelurahan dan kecamatan. 

c. Pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara dan prosedur 
penyelesaian perselisihan hubungan  industrial dan pemutusan 
hubungan kerja. 
 

11. Urusan Penanaman Modal 
Permasalahan yang ada pada urusan Penanaman Modal adalah sebagai 
berikut : 
a. Masih banyaknya perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM 

(Laporan Kegiatan Penanaman Modal), sehingga mempersulit 
pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengawasan. 

b. Belum tersedianya sarana dan prasarana promosi potensi unggulan 
dan peluang investasi. 

c. Lemahnya aturan penindakan bagi perusahaan yang tidak 
menyampaikan LKPM. 

d. Minimnya data sementara dari investasi terkait mengenai perusahaan 
perseroan di Kota Banjarbaru. 
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12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 
Permasalahan yang ada pada urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah 
sebagai  
berikut : 
a. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga dengan dijadikannya 

stadion sebagai pasar modern dan belum ada gantinya.  
 

13. Urusan Statistik 
Permasalahan yang ada pada urusan Statistik adalah sebagai berikut : 

a. Data-data sektoral yang diperoleh dari produsen data / SKPD lambat, 
kurang akurat sering berubah-ubah dan tidak lengkap. 

b. Pengumpulan data statistik sektoral masih dilaksanakan secara 
manual (excel), belum didukung secara aplikasi sehingga 
pengelolaan data sektoral memerlukan waktu yang cukup lama. 

c. Masih minimnya jumlah dan pengetahuan SDM dalam pengelolaan 
data statistik sektoral sehingga masih mengandalkan tenaga ahli dari 
BPS yang tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar 

d. Pada proses pengadaan menggunakan e-katalog, pelaksanaan 
kegiatan pengadaan terjadwal sesuai waktu yang telah direncanakan 
akan tetapi proses administrasi mengalami keterlambatan. 

e. Penyedia pengadaan e-katalog menyampaikan barang yang dipesan 
yaitu anti virus yang diinginkan sesuai spesifikasi tidak tersedia. 

f. Pelaksanaan sosialisasi / workshop terkait pengelolaan dan 
perlindungan informasi berklasifikasi terjadwal mundur karena 
penyesuaian jadwal narasumber pusat dan Badan Siber dan Sandi 
Negara. 
 

14. Urusan Kebudayaan 
Permasalahan yang muncul dalam Urusan Kebudayaan adalah sebagai 
berikut : 
a. Masih adanya situs bersejarah yang belum dapat dilestarikan karena 

tidak adanya persetujuan dari pihak keluarga/ahli waris. 
b. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung 

kegiatan seni budaya daerah 
c. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung 

kegiatan seni budaya. 
d. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang peninggalan sejarah. 

 
15. Urusan Perpustakaan 

Permasalahan yang ada pada Urusan Perpustakaan adalah sebagai 
berikut : 
a. Kurangnya Fungsional Pustakawan pada Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru. 
b. Belum optimalnya pengelolaan Perpustakaan Khusus 
c. Belum adanya akses internet pada Perpustakaan Percontohan di 

Kecamatan. 
d. Koleksi  Bahan Pustaka yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan 

pemustaka terkini. 
 

16. Urusan Kearsipan 
Permasalahan yang ada pada Urusan Kearsipan adalah sebagai berikut : 
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a. Terbatasnya jumlah arsiparis pada Dinas Arsip dan Perpustakaan 
Daerah Kota Banjarbaru 

b. Tidak adanya pengelola kearsipan di SKPD 
c. Belum semua SKPD mempunyai ruang penyimpanan arsip pada 

lingkup Kota Banjarbaru 
d. Masih belum tertibnya pengelolaan surat mulai tahap penciptaan, 

penggunaan dan istirahat. 
e. Masih terbatasnya layanan arsip bagi Lembaga pemerintah, swasta 

dan masyarakat. 
 

17. Urusan Persandian 
Permasalahan yang ada pada urusan persandian adalah sebagai berikut : 
a. Proses pembahasan dokumen kebijakan belum bisa diterbitkan, 

karena terkain peraturan turunan dari pusat mengenai keamanan 
siber yang belum diterbitkan karena pergantian Lembaga Sandi 
Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
 

4.1.3 Urusan Pilihan 

1. Urusan Kelautan dan Perikanan 
Permasalahan yang ada pada urusan Kelautan dan Perikanan adalah 
sebagai berikut : 
a. Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) masih kekurangan 

peralatan sehingga belum dapat memenuhi standar untuk dapat 
diberikan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). 

b. Kurangnya permodalan dan sarana prasarana bagi pembudidaya 
perikanan dan pengolah hasil perikanan. 
 

2. Urusan Pariwisata 
Permasalahan yang muncul pada urusan pariwisata adalah sebagai 
berikut : 
a. Dalam hal perizinan Usaha Jasa Pariwisata (UJP) terkait dengan 

peraturan baru yang mewajibkan setiap pemohon untuk 
menggunakan OSS syarat data dukung fisik (IMB, Fotocopu KTP, 
denah lokasi dll) tidak tersedia.  

b. Belum tersertifikasinya tenaga kerja di Usaha Jasa Pariwisata yang 
ada di Kota Banjarbaru dikarenakan sedikitnya kesempatan 
mengikuti sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga sertifikasi yang 
kredibel. 

c. Belum tersertifikasinya tempat hiburan umum, khususnya karaoke 
yang dilakukan oleh Lembaga khusus. Hal ini menyebabkan banyak 
permasalahan baru yang ditimbulkan 

d. Target kunjungan wisatawan belum dapat diambil dari destinasi 
langsung.  
 

3. Urusan Pertanian 
Permasalahan yang ada pada Urusan Pertanian adalah sebagai berikut : 
a. Sembilan bahan pangan yang dikonsumsi masih ada yang rendah 

seperti  buah/biji berminyak. Hal ini dikarenakan masih rendahnya 
tingkat pengetahuan tentang konsumsi bahan pangan tersebut, 
Serta ekonomi  masyarakat yang masih rendah sehingga daya beli 
bahan pangan tersebut cukup terbatas. 
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b. Di Kalimantan Selatan belum ada/belum tersedianya Laboratorium 
untuk pengujian PSAT yang terakreditasi, sehingga untuk melakukan 
pengujian PSAT selalu dilaksanakan di luar daerah, dan memerlukan 
biaya/ dana yang besar. 

c. Kurangnya petugas pengambil contoh (PPC) mutu pangan yang 
bersertifikasi 

d. petugas pengawas keamanan pangan segar di DKP-3 Kota 
Banjarbaru. 

e. Masih rendahnya Diklat Sertifikasi yang dilaksanakan oleh lembaga 
yang berwenang. 

f. Kondisi iklim yang tidak menentu, adanya serangan hama dan 
penyakit tanaman. 

g. Petani di Kota Banjarbaru sebagian besar adalah petani penggarap 
bukan petani pemilik sehingga lahan pertanian berubah fungsi. 

h. Adanya pengaduan masyarakat tentang ternak di lingkungan 
perumahan. 

i. Kasus rabies positif karena pihak pemilik hewan kurang perhatian 
pada hewan. 

j. Produk pangan segar tercemar residu antibiotik dan cemaran 
mikroba (karena dihampar dibawah/tidak ditempat yang higienis). 

4. Urusan Perdagangan 
Permasalahan yang ditemui pada urusan Perdagangan di antaranya 
adalah sebagai berikut : 
a. Masih sulitnya untuk merelokasi pedagang-pedagang pasar untuk 

menempati pasar yang yang sudah dibangun. 
b. Kondisi di berbagai pasar rakyat masih terlihat kumuh dan tidak 

teratur dikarenakan banyak nya pedagang kaki lima. 
c. Belum terdapat kawasan/ tempat yang tersedia untuk Pedagang Kaki 

Lima Kota Banjarbaru. 
 

5. Urusan Perindustrian 
Permasalahan yang ada pada urusan Perindustrian antara lain adalah 
sebagai berikut : 

a. Kebijakan eksternal dapat mengganggu berkembangnya Industri 
Kecil Menengah, termasuk data ijin industri yang belum dapat 
diterima oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dari Dinas 
PMPTSP Kota Banjarbaru yang sekarang terpusat di sistem Perijinan 
online. 

b. Perkembangan Industri Kecil dan Menengah di Kota Banjarbaru 
harus mendapat perhatian khusus dari sisi produknya agar memiliki 
nilai tambah serta produk tersebut dapat dipasarkan. 
 

4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

1. Bidang Administrasi Pemerintahan 
Permasalahan yang ada pada bidang Administrasi Pemerintahan adalah 
sebagai  
berikut : 
a. Belum optimalnya pencapaian sasaran keuangan yang disebabkan 

oleh kendala pada Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan yaitu kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang-
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undangan dimana hanya terealisasi satu buah dari target tiga buah 
naskah perundangan.  

b. Di tingkat SKPD, sering terjadi mutase terhadap pejabat/pengelola 
data dan tidak meninggalkan arsip data secara rapi kepada 
penggantinya. 

c. Masih terdapat penyajian data yang belum tepat dengan materi yang 
disampaikan. 

d. Terdapat perubahan pedoman penyusunan LPPD pada akhir bulan 
pertama sehingga perlu disesuaikan dalam permintaan data.  

e. Belum dipahaminya definisi operasional dari indikator kinerja kunci 
yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. 

f. Permasalahan yang dialami oleh Kecamatan dan Kelurahan di 
lingkup Kota Banjarbaru sangat banyak dan beragam sedangkan 
pengakomodiran pembahasan dalam tema rapat koordinasi bulanan 
Camat Lurah sekota Banjarbaru sangat terbatas.  

g. Kurangnya koordinasi SKPD dengan Bagian Hukum tentang hal-hal 
kegiatan yang perlu dibuatkan rancangan peraturan perundang-
undangan/produk hukum 

h. Masih kurangnya SKPD yang belum memahami tentang tata cara 
penyusunan/pembuatan rancangan peraturan perundang-
undangan/produk hukum. 

i. Kurangnya inisiatif SKPD untuk mengusulkan Raperda yang 
diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang menjadi kewenangannya sehingga menyebabkan tidak 
adanya bahan untuk pembuatan naskah akademik. 

j. Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan penataan kelembagaan 
daerah, SKPD tidak menyampaikan permasalahan yang dihadapi 
terkait organisasi dan kepegawaian. 

k. Kepala SKPD kurang aktif dalam menyampaikan permasalahan yang 
terjadi sehingga identifikasi masalah terlambat untuk diantisipasi 
oleh Bagian Organisasi 

l. Dalam evaluasi kelembagaan pemerintah daerah, petugas tidak 
dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan yang disampaikan tidak 
lengkap. 

m. Keterbatasan waktu dan tenaga yang memiliki kompetensi dalam 
melakukan penyusunan standarisasi jabatan. 

n. Sistem perumpunan dan penyamarataan jabatan yang masih 
menggunakan eselonering akan menyulitkan dalam penetapan 
kriteria ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas. 

o. Dalam kegiatan Penyusunan Analisa jabatan dan Evaluasi Jabatan, 
Pejabat kepegawaian pada SKPD baru sebagian besar adalah pejabat 
baru yang belum memiliki pengalaman dalam penyusunan analisa 
jabatan dan evaluasi jabatan. 

p. Pemetaan Pegawai pada SKPD baru masih belum sesuai dengan 
pendidikan dan kompetensi bidang kerja, sehingga dalam menyusun 
evaluasi jabatan masih memperhatikan pegawai yang bersangkutan 
yang secara jenjang pendidikan dan syarat jabatan tidak memenuhi 
jabatan yang dipangkunya. 

q. Biaya Pengembangan Aplikasi Sistem Terpadu Manajemen Jabatan 
(STMJ) tergolong cukup mahal dan harus selalu up to date. 

r. Dalam kegiatan Penyusunan Produk Ketatalaksanaan Pemerintah 
Daerah, Proses revisi Perwali memerlukan waktu yang cukup lama 
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karena harus diperiksa dan kunsultasi melalui Biro Hukum Provinsi 
Kel-Sel, walaupun koreksi atau revisi yang diajukan beberapa pasal 
saja. 

s. Dalam kegiatan Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama antar daerah 
dalam penyediaan pelayanan publik, Masih terkendala dengan 
adanya perbedaan format Nota Kesepakatan bersama (MoU) dan 
Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kota Banjarbaru 
dengan Pihak yang akan melakukan kerjasama. Banyaknya SKPD 
Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang memasukkan 
permohonan kerjasama dengan pihak lain dengan persyaratan/ 
dokumen yang belum lengkap. 
 

2. Bidang Pengawasan 
Permasalahan yang ditemui pada Bidang Pengawasan adalah sebagai 
berikut : 
a. SOP kegiatan tidak berjalan secara optimal sehingga mengakibatkan 

terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan terbitnya 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

b. Tertumpuknya beberapa kegiatan pada, beberapa APIP 
(melaksanakan lebih dari satu kegiatan pada waktu yang bersamaan. 

c. Indikator kinerja program persentase rekomendasi hasil pemeriksaan 
eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai ketentuan 
tidak memenuhi target kinerja. 

d. Realisasi indikator kinerja menunggu hasil verifikasi oleh Lembaga 
eksternal (Inspektorat Provinsi Kalsel, BPK, dan BPKP) sehingga 
terjadi keterlambatan pengukuran kinerja. 
 

3. Bidang Perencanaan 
Permasalahan yang ada pada Bidang Perencanaan adalah sebagai 
berikut : 
a. Pada usulan Musrenbang masih dalam pencapaian 27,28 persen dari 

total anggaran belanja langsung. Hal ini dikarenakan alokasi 
anggaran belanja langsung banyak terserap untuk mendukung 
kegiatan-kegiatan strategis kota, provinsi, dan nasional, seperti 
pembangunan embung, pengadaan lahan, dan penyediaan 
infrastruktur pendukung kawasan bandara baru. 

b. Pada pelaksanaan pekerjaan masih ada stakeholder terkait masih 
belum optimal dari segi kehadiran. 

c. Dalam hal sasaran meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di 
daerah, masih terbatasnya SKPD yang melaporkan inovasi yang 
diterapkan, terutama terkait pengisian Aplikasi Indeks Inovasi Daerah 
(IGA). 
 

4. Bidang Keuangan 
Permasalahan yang ditemui pada Bidang Keuangan adalah sebagai  
berikut : 
a. Belum terlaksananya Transaksi Non Tunai di lingkungan 

Bendahara pengeluaran SKPD; 
b. Belum tertibnya proses entry data persediaan oleh SKPD. 
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c. Perencanaan terhadap kebutuhan barang dan pemeliharaan 
barang belum dilaksanakan dengan baik dan benar serta tidak 
mematuhi aturan yang berlaku. 

d. Pengelolaan barang milik daerah masih terkendala dengan 
terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki 
kompentesi memadai dalam urusan pengelolaan barang milik 
daerah. 

e. Masih kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan yang 
terkait dengan pengelolaan barang milik daerah di SKPD, sehingga 
menghambat kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah yang 
mengakibatkan keterlambatan didalam penyusunan Laporan 
Keuangan. 

f. Masih kurangnya peran aktif dari Kepala SKPD selaku pengguna 
Barang didalam melakukan pengawasan dan pengelolaan barang 
milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga 
menimbulkan inefesiensi dalam penggunaan barang dan 
menimbulkan ketidaksinkronan  antara data inventaris barang 
dengan kondisi real barang yang ada di SKPD. 

g. Dokumen kepimilikan barang milik daerah terutama yang 
berkaitan dengan aset tahan Pemerintah Kota banjarbaru 
khususnya terhadap aset perolehan di tahun yang lama secara 
keseluruhan belum tertata dengan baik, sehingga mengakibatkan 
kesulitan pada saat pencariaan data terkait dengan dokumen – 
dokumen aset tersebut pada saat diperlukan. 

h. Penyelesaian pekerjaan DAK Fisik di setiap SKPD terkadang tidak 
sesuai target, hal ini di sebabkan proses kontrak yang terlambat 
dari jadwal sehingga serapan keuangan (realisasi keuangan) dan 
kemajuan pekerjaan (output fisik) tidak sesuai dengan syarat 
penyaluran tahap berikutnya yang telah ditetapkan Pemerintah 
Pusat. 

i. Pemilik Restoran, hotel, hiburan sebagian tidak melampiri bukti 
pembayaran (kwitansi, nota, bill, dsb) sehingga sulit diketahui 
kebenaran omset yang diperoleh. 

j. Pemilik restoran tidak membuat pembukuan dan berdalih tidak 
memungut pajak restoran dari konsumen sehingga saat pembayaran 
pajak akan merasa keberataan. 

k. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai. 
l. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan 

masih kurang. 
m. Data PBB yang belum update dan belum valid. 
n. Belum terdapat peta PBB yang terbaru . 
o. Nilai piutang PBB yang semakin meningkat. 
p. Pendataan objek PBB yang belum dilakukan secara  optimal. 
q. Penagihan objek PBB belum dilakukan secara optimal. 
r. Pelaporan piutang PBB pada Sistem Informasi Manajemen Objek 

Pajak (E-PBB) yang belum menunjukkan keakuratan 
s. Masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya pajak.  
t. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang.  
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5. Bidang Kepegawaian 
Permasalahan yang ditemui pada Bidang Kepegawaian antara lain 
adalah sebagai berikut : 
a. Untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Guru dan Tenaga 

Kesehatan, penetapan angka kredit terdapat kesalahan dalam 
melakukan penilaian tidak sesuai antara untur penilaian dalam PAK 
dengan capaian sasaran kerja yang ada dalam perhitungan SKP, 
sehingga dalam proses usulan kenaikan pangkat dikategorikan TMS 
(Tidak Memenuhi Syarat). 

b. Keterbatasan sumberdaya aparatur/kaderisasi internal baik dari segi 
kualitas maupun kuantitas. 

c. Latar belakang Pendidikan, banyak pejabat struktural yang tidak 
sesuai antara jabatan yang diduduki dengan latar belakang 
Pendidikan yang dimiliki. 

d. Pejabat struktural cenderung mendapatkan kendala karena tidak 
sedikit dari individu PNS mengusulkan diri agar dilakukan mutase 
dengan alasan pribadi. 

e. Banyak jabatan yang lowong tidak dapat terpenuhi dikarenakan 
alasan kompetensi dari pejabat struktural yang tidak memenuhi 
persyaratan yang dibutuhkan. 

f. Rekomendasi persetujuan terhadap penempatan ASN terhadap 
pejabat struktural khususnya JPT dan pejabat struktural pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kemendagri dan KASN 
yang dipandang rumit dan menyita waktu terutama dalam 
koordinasi. 
 

6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
Permasalahan yang ditemui pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
adalah sebagai berikut : 
a. Dalam mengikutsertakan pegawai untuk diklat teknis dan fungsional, 

penyertaannya harus pada Lembaga diklat yang terakreditasi dan 
BKPP masih bergantung dengan jadwal dari pihak penyelenggara 
diklar, selain itu kuota peserta yang akan dikirim belum tentu dapat 
dipenuhi oleh penyelenggara sehingga serapan anggaran tidak dapat 
dilakukan maksimal. 

b. Untuk penyelenggaraan diklat kepemimpinan semua pejabat 
struktural yang direncanakan mengikuti dapat terakomodir secara 
keseluruhan, dan pada anggaran perubahan BKPP dapat 
melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pola Fasilitasi dengan 
BPSDMD Provinsi Kalsel.  
 

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan 
Permasalahan yang ditermui pada Bidang Penelitian dan 
Pengembangan adalah sebagai berikut : 
a. Pada tindaklanjut hasil kajian/penelitian masih belum optimal, hanya 

4 kajian yang terealisasi di lapangan. 
b. Dalam hal sasaran meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di 

daerah, masih terbatasnya SKPD yang melaporkan inovasi yang 
diterapkan, terutama terkait pengisian Aplikasi Indeks Inovasi Daerah 
(IGA). 
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4.2 Isu Strategis 
 
4.2.1 Isu Internasional 
 

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan 
Millenium Development Goals (MDGs). SDGs atau Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Perbedaan SDGs 
dengan MDGs adalah SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan 
dengan 169 target, di mana MDGs hanya memiliki 8 tujuan. Oleh karenanya, 
SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan dapat lebih tanggap 
akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tiga dimensi 
pembangunan berkelanjutan, yakni: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial 
serta perlindungan terhadap lingkungan. 
 
SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs 
mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi 
pondasi dalam pelaksanaannya yakni manusia, planet, kesejahteraan, 
perdamaian, dan kemitraan. Tujuan ini diharapkan dapat tercapai pada 
tahun 2030, oleh karenanya, disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut: 1) 
Tanpa kemiskinan (no poverty); 2) Tanpa Kelaparan (Zero hunger); 3) 
Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (good health and wellbeing); 4) 
Pendidikan berkualitas (Quality Education); 5) Kesetaraan Gender (Gender 
Equality); 6) Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and sanitation); 7) Energi 
Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean energy); 8) Pertumbuhan 
Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (Decent work and Economic Growth); 9) 
Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure); 
10) Mengurangi Kesenjangan (Reduced Inequalities); 11) Keberlanjutan Kota 
dan Komunitas (sustainable Cities and Communities); 12) Konsumsi dan 
Produksi Bertanggungjawab (Responsible consumption and Production); 
13) Aksi terhadap iklim (Climate Action); 14) Kehidupan Bawah Laut (Life 
Below Water); 15) Kehidupan di darat (Life on Land); 16) Institusi Keadilan 
yang Kuat dan Kedamaian (Peace, Justice and Strong Institutions); 17) 
Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (Partnership for the Goals).  
 
Dengan berlandaskan tujuan tersebut, Kota Banjarbaru berkeinginan kuat 
untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan TPB. Sesuai dengan 
Peraturan Pemerinytah Nomor 59 tahun 2017 yang terkait dengan tujuan 
pembangunan berkelanjutan dimana pemerintah daerah dengan dipimpin 
oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonomi.  
 
Capaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (TPB) di Banjarbaru 
terkait pada 28 unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 62.  Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB)/ Sustainable Development Goals/SDGs 

 

No. SKPD Mencapai 
target 

Belum 
mencapai 

Tidak ada 
data 

Tidak ada  
di wilayah 

kajian 
Total 

1 Bagian Hukum SETDA - - 4 - 4 
2 Bagian Organisasi SETDA 3 - - - 3 

3 
Bagian Pengadaan 
barang dan jasa SETDA 1 - - - 1 

4 
Bagian Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam 
SETDA 

1 1 3 - 5 

5 BPBD 2 1 13 - 16 
6 BPDASHL - 1 - - 1 
7 BPKH - 1 - - 1 
8 BPS 8 5 1 - 14 
9 Dinas Kesehatan 33 6 1 - 40 
10 Dinas Lingkungan Hidup 6 - 5 - 11 
11 Dinas Pendidikan 11 3 - - 14 
12 Dinas Perhubungan - - 2 3 5 
13 Dinas PUPR 9 - 3 1 13 
14 Dinas Sosial 2 2 2 - 6 
15 Inspektorat 1 - 1 - 2 
16 Kepolisian 3 1 3 - 7 

17 
Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil Menengah dan 
Tenaga Kerja 

4 4 2 - 10 

18 
Dinas DISDALDUK KB 
PMP & PA 18 7 4 - 29 

19 
Dinas Perumahan dan 
Permukiman 2 - - - 2 

20 BPKAD2 2 1 - - 3 

21 Dinas Ketahanan Pangan, 
Pertanian, dan Perikanan 

3 1 1 - 5 

22 
Dinas Komunikasi dan  
Informatika 2 1 6 - 9 

23 
Dinas Pemuda dan Olah 
Raga, Kebudayaan dan 
Pariwisata 

2 - 3 - 5 

24 Dinas Perdagangan 1 - 2 - 3 

25 Bappelitbangda 1 - 4 - 5 

26 Bappeda Prov 1 - 3 - 4 

27 Dinas LH Prov atau Dinas 
PUPR Prov 

- - 1 - 1 

28 Badan Pengelolaan Pajak 
dan Retribusi Daerah 1 2 - - 3 

  Total 117 37 64 4 222 
Sumber : Bappeda Kota Banjarbaru 

 
4.2.2 Isu Nasional 
 

Isu-isu nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan 
pembangunan di daerah maupun nasional.  Isu-isu yang dirumuskan untuk 
masa depan berusaha untuk menjawab dan mengantisipasi tantangan dan 
ancaman dalam jangka Panjang.   Dalam pembangunan Kota Banjarbaru, 
isu-isu nasional berikut menjadi perhatian dalam perumusan RPJMD Kota 
Banjarbaru : 
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1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan. 
 
Dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang 
berkualitas dan berkeadilan, perlu adanya peningkatan inovasi dan 
kualitas investasi sebagai modal utama untuk mendorong 
pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi, berkelanjutan dan 
mensejahterakan secara adil dan merata.  
Pembangunan ekonomi tersebut akan dipacu untuk tumbuh lebih 
tinggi, inklusif, dan berdaya saing melalui hal-hal berikut ini : 
a. Pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mencakup pemenuhan 

pangan dan pertahuan serta pengelolaan kemaritiman, kelautan 
dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta 
kehutanan 

b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, 
kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan 
digital.  
 

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan 
 
Dalam mengembangkan wilayah yang bertujuan untuk mengurangi 
kesenjangan dan menjamin pemerataan, perlu adanya peningkatan 
pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan 
harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. 
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kondisi yang 
berkelanjutan dan inklusif dilakukan melalui Langkah-langkah berikut : 
a. Pengembangan sector/komoditas/kegiatan unggulan daerah 
b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum 

berkembang 
c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan 

wilayah 
d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata 
e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana 

dan perubahan iklim. 
 

3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 
 
Dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan 
berdaya saing, negara harus menyadari bahwa manusia merupakan 
modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan 
yang inklusif dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Peningkatan 
kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, 
adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui hal-hal berikut : 
a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan 
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial 
c. Peningkatan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan 

semesta 
d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan yang berkualitas 
e. Peningkatan kualitas, anak, perempuan, dan pemuda 
f. Pengentasan kemiskinan 
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g. Peningkatan produktivitas dan daya saing. 
 

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. 
 
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan 
yang penting dan berperan utama dalam pembangunan untuk 
mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada 
kemajuan dan kemodernan.Revolusi mental dan pembangunan 
kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui : 
a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila 
b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan 
c. Moderasi beragama 
d. Penguatan budaya dan literasi, inovasi dan kreativitas.  

 
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan 

Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 
 
Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi 
dan pelayanan dasar ditujukan untuk mendukung aktivitas 
perekonomian dan mendorong pemerataan pembangunan nasional.  
Hal ini dilakukan  
melalui : 
a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar 
b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi 
c. Pembangunan infrastruktur perkotaan 
d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan 
e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk 

transformasi digital. 
 

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, 
dan Perubahan Iklim. 
 
Dalam pembangunan nasional, perlu adanya perhatian terhadap daya 
dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup, 
kerentanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan 
hidup, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan 
iklim diarahkan melalui hal-hal berikut : 
a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 
b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim 
c. Pembangunan rendah karbon 

 
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan 

Publik. 
 
Dalam hal penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi publik, 
negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, 
serta menegakkan kedaulatan negara. Hal ini dapat dicapai melalui : 
a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public 

berkualitas 
b. Penataan kapasitas Lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan 

kebebasan 
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c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata Kelola 
keamanan siber 

d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi 
e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri 
f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan 

industry pertahanan. 
 

4.2.3 Isu Provinsi Kalimantan Selatan 
 
Pembangunan Kota Banjarbaru tidak hanya memperhatikan isu-isu internasional 
maupun nasional saja, namun juga memperhatikan isu provinsi. Isu-isu provinsi ini 
menjadi perhatian dalam pengkajian isu-isu strategis Kota Banjarbaru dalam 
penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru. Berikut ini isu-isu provinsi yang menjadi 
perhatian dalam perumusan isu-isu strategis Kota Banjarbaru : 
 
a. Ekonomi Melambat 

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang berada di kawasan 
tropis sehingga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal tersebut 
merupakan keuntungan bagi pelaksana pembangunan daerah dalam 
mewujudkan tujuan pembangunan baik secara makro maupun mikro. 
Sumber daya alam tersebut berpotensi meningkatkan daya dukung 
perkembangan perekonomian melalui eksploitasi sumber daya alam baik 
terbaharui maupun tak terbaharukan. 
 
Seiring berjalannya waktu, eksploitasi sumber daya alam mulai memunculkan 
sebuah permasalahan terkait lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam 
memberikan efek negatif terhadap kualitas lingkungan hidup dimana terjadi 
degradasi yang mengancam masa depan generasi mendatang. Eksploitasi 
yang paling mengkhawatirkan adalah eksploitasi sumber daya mineral yang 
merupakan sumber daya tak terbaharui. Meskipun sudah ada UU minerba, 
namun perihal pertambangan dan penggalian sumber daya mineral harus 
tetap mendapat perhatian lebih dalam pelaksanaan pergerakan 
perekonomian wilayah. 
 
Keterkaitan eksploitasi sumber daya mineral dan perekonomian daerah sangat 
erat terutama di Provinsi Kalimantan Selatan mengingat dominasi struktur 
ekonomi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang paling tinggi. Oleh 
karena itu, dalam menyikapi perubahan iklim global akibat degradasi kualitas 
lingkungan hidup serta menurunnya produksi bahan tambang dan galian, 
maka perlu perlahan-lahan dilakukan perubahan dominasi struktur ekonomi 
di Kalimantan Selatan. 
 
Jika melihat salah satu tujuan pembangunan internasional terkait 
pembangunan berkelanjutan, maka perubahan struktur perekonomian 
Kalimantan Selatan adalah pergeseran dominasi sector pertambangan dan 
penggalian menjadi sector pertanian sebagai sector yang memiliki kontribusi 
terbesar kedua sekaligus sector yang megeksploitasi sumber daya alam 
terbaharukan. Meskipun kedua sector tersebut memiliki gap yang jauh dalam 
andil struktur ekonomi, namun jika shifting sector ekonomi dominan ini 
dilaksanakan dengan kontinu dan komitmen tinggi, maka bukan tidak 
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mungkin pergeseran dominasi struktur akan terjadi dengan dampak positif 
pada lingkungan hidup. 
 

b. Sumber Daya Manusia 

Sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan 
daerah, kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan semenjak 
perencanaan pembangunan hingga realisasi perencanaan yang telah 
dirumuskan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus memberikan 
perhatian khusus dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas 
dan berdaya saing sehingga akselerasi pembangunan dapat terlaksana. 
 
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga secara otomatis akan 
memberikan dampak positif kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat 
sehingga kehidupan setiap penduduk Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. 
Selain itu, sumber daya manusia yang berdaya saing akan menjadikan Provinsi 
Kalimantan Selatan siap dalam menghadapi segala permasalahan yang akan 
muncul selama pelaksanaan pembangunan dan mampu memanfaatkan 
peluang maupun potensi yang ada untuk mewujudkan tujuan pembangunan 
daerah. Saat ini, sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih 
butuh pembenahan terutama terkait kualitasnya.  
 

c. Lingkungan Hidup 

Proses pemanfaatan Sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah 
tentu saja dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 
mengatur pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Sebagaimana Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan, 
pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya 
dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.  
 
Namun Tidak dapat dipungkiri, pertambahan penduduk, peningkatan 
urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kualitas lingkungan. 
Permasalahan utama lingkungan di Kalimantan Selatan adalah Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dinilai berdasarkan 
kualitas udara, kualitas air sungai dan tutupan lahan/hutan. Permasalahan 
lingkungan yang juga terkait dengan IKLH adalah meningkatnya potensi 
bencana daerah di Kalimantan Selatan yaitu banjir dan kabut asap yang harus 
mendapatkan penanganan yang lebih baik di masa depan karena berdampak 
pada kesehatan masyarakat.  
 

d. Sarana Prasarana Dan Energi 

Pembangunan daerah merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan 
dibentuknya suatu regional wilayah sehingga mewujudkan kehidupan 
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun perlu digarisbawahi 
bahwa salah satu inti dari tujuan pelaksanaan pembangunan daerah adalah 
pemerataan hasil pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh setiap lapisan 
masyarakat. Oleh karenanya, pembangunan daerah juga dapat diartikan 
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sebagai pengembangan setiap lini kehidupan masyarakat yang menyebabkan 
rasa nyaman, damai, dan sejahtera setiap individu yang tinggal di dalamnya 
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 
 
Hasil dari pembangunan daerah yang paling sering dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat adalah pembangunan di bidang perekonomian, kesehatan, 
pendidikan, hingga pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi 
capaian target setiap bidang tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap 
fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan 
pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
 
Pembangunan infrastruktur berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan 
dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk 
mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan 
memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan 
aksesibilitas wilayah tersebut adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang 
efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian 
dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan 
kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Hingga saat 
ini, di Provinsi Kalimantan Selatan belum terpenuhi pemerataan infrastruktur 
seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan di setiap 
lapisan masyarakat sehingga hasil pembangunan belum dinikmati secara 
maksimal. 
 
Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil batubara di 
Indonesia. Namun dalam pemanfaatannya, batubara belum menjadi salah 
satu sumber energinatran Selatan. Konsep membangun sejatinya perlu 
memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang merupakan konsep 
pembangunan atas dasar penambahan nilai sumber daya. Hal ini merupakan 
amanat menurut instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2006 disertai Peraturan 
menteri ESDM No. 25 tahun 2013, tentang pengembangan Bahan Bakar Nabati 
(BBN). Energi alternatif merupakan sumber energi pengganti dari sumber 
energi yang pada umunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. 
Saat ini peningkatan kebutuhan energi didominasi oleh energi fosil yang tak 
terbarukan tentunya tak ramah lingkungan. Energi terbarukan pada 
dasawarsa sekarang lebih dikenal dengan energi alternatif, seperti; tenaga air, 
panas bumi, mini/mickro hidro, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, bahan 
bakar nabati, biogass, dan sampah kota. 
 

e. Pandemi Covid 19 

Pada Awal Tahun 2020 hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia 
mengalami penyebaran pandemic Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). 
Pandemik ini menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan resesi di 
seluruh dunia. Dampak negatif yang menjadi permasalahan nasional bahkan 
global yaitu terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya 
mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada 
sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-
angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan 
kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional.  
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Beberapa permasalahan yang muncul antara lain meningkatnya 
pengangguran karena banyak pekerja pada perusahaan yang dirumahkan dan 
di PHK, meningkatnya Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan serta 
menurunnya kontribusi UMKM dan IKM dalam menunjang perekonomian. 
 

f. Tata Kelola Pemerintahan 

Pembangunan daerah yang optimal akan terealisasi jika tiga unsur 
pembangunan daerah yakni pemerintah (government), dunia usaha (swasta), 
dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik. Ketiga domain itu harus 
saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah 
sinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia 
usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan 
pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki 
visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, 
makmur, merata, dan berkesinambungan. 
 
Pembangunan daerah akan terlaksana melalui perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring, dan evaluasi setiap tahapan yang dirumuskan dan dilaksanakan 
oleh pemerintah daerah sebagai domain penting dalam mengatur setiap 
langkah jalannya program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itulah 
perlu adanya perwujudan good governance pada Pemerintahan Provinsi 
Kalimantan Selatan agar capaian kinerja lebih optimal. 
 
Good governance merupakan tata laksana pemerintahan yang baik dalam 
artian seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi pemerintahan 
untuk menuju suatu tujuan yang baik. Good governance juga didefinisikan 
sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan 
bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan 
kepemerintahan yang baik secara umum. Dalam good governance 
mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan 
rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan 
efisien. 
 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai aparatur pemerintah daerah 
memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk 
berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang. Oleh 
karenanya, peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan 
tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah 
berjalan sesuai perencanaan pembangunan daerah. Lain halnya dengan 
pemerintah daerah, swasta memiliki fokus utama dalam pengembangan 
perekonomian regional melalui pemberdayaan potensi sumber daya alam dan 
manusia tanpa mengindahkan degradasi kualitas lingkungan hidup. 
 

g. Ibu Kota Negara Di Kaltim 

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota 
baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara 
dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Kalimantan TImur. Sebagai 
Ibu Kota Negara baru, Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber 
daya alam melimpah. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebelah 
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timurnya berbatasan dengan sebagian (12 mil) Selat Makasar dan Laut 
Sulawesi. Sementara itu, sisi selatannya berbatasan dengan Provinsi 
Kalimantan Selatan.  
 
Pemindahan Ibu Kota Negara sudah termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 
dan merupakan salah satu kegiatan prioritas pengembangan kawasan 
perkotaan.  Salah satu yang mendasari pemindahan ibukota negara yaitu 
mengubah mind-set pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia 
Centris sehingga merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan 
penghayatan terhadap Pancasila. 
 
Pemindahan Ibukota Negara keluar pulau Jawa untuk memeratakan 
kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Guna menjamin pembangunan 
berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu 
mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana. 

 
4.2.4 Isu Kota Banjarbaru 
 

a. Isu Strategis RPJPD  
 
Isu strategis yang paling utama dan perlu diatasi secara bertahap dan 
berkesinambungan dalam 20 tahun mendatang di Kota Banjarbaru 
adalah adanya bertambahnya jumlah penduduk dan persebarannya.  
Dengan adanya isu strategis utama tersebut maka tentunya isu-isu 
strategis lainnya perlu juga untuk ditangani, yaitu : 
1. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan;  
2. Kualitas dan aksesibilitas kesehatan; 
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan; 
4. Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan 

masalah social; 
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; 
6. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur; 
7. Kualitas pelayanan publik;  
8. Kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat; dan 
9. Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah. 

 
b. Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 

 
Isu pembangunan berkelanjutan menjadi pertimbangan dalam 
perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD 
Kota Banjarbaru  tahun 2021-2026.  Isu pembangunan berkelanjutan 
dalam pelaksanaan KLHS RPJMD dilaksanakan dalam beberapa tahap 
sebagai berikut : 
 
1. Identifikasi dan Perumusan Isu PB Strategis Berdasarkan Pokja 

Berdasarkan FGD 1 Identifikasi dan perumusan isu PB strategis 
disepakati pada sebagai berikut : 
1. Kemiskinan 
2. Pengangguran 
3. SDM 
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4. Ketersediaan air Bersih 
5. Infrastruktur 
6. Persampahan 
7. PHBS 
8. Karhutla 
9. Destinasi wisata 
10. RTH-Kahati 

 
2. Isu PB Strategis Berdasarkan Capaian  TPB 

Berdasarkan capaian indikator SDGs/TPB, maka diperoleh isu PB 
strategis berdasarkan capaian TPB adalah : 
1. TPB-1  Kemiskinan 
2. TPB-6  Air Bersih 
3. TPB-9  Industri, Inovasi dan Infrastruktur 
4. TPB-11 Kota dan Pemukiman 
5. TPB-15 Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem 

Darat 
 

3. Isu PB Strategis Berdasarkan 6 Muatan Lingkungan Hidup 
Berdasarkan kondisi 6 muatan terdiri atas DDDT, Jasa Ekosistem (JE) 
dan lainnya diperoleh isu PB strategis sebagai berikut : 
1. Alih fungsi lahan 
2. Pengelolaan Persampahan  
3. Penurunan kualitas udara & kuantitas air  
4. Ketahanan pangan (berkurangnya lahan sawah)  
5. Pencemaran dan limbah B3 
6. Kebakaran hutan dan lahan 
7. Peningkatan lahan kritis 

 
4. Isu Prioritas 

Berdasarkan kondisi umum wilayah Kota Banjarbaru, kondisi umum 
17 TPB dan kondisi 6 muatan lingkungan hidup, maka pemangku 
kepentingan menyepakati  isu PB Proritas sebagai berikut : 
1. Kemiskinan 
2. Infrastruktur 
3. Persampahan 
4. Karhutla 
5. Destinasi wisata 
6. Alih Fungsi Lahan 

 
c. Isu Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 

 
1. Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing  

 
a) Pendidikan  

Beberapa permasalahan di bidang pendidikan adalah 
banyaknya sarana prasaran dalam kondisi rusak, belum 
terpenuhinya rasio ketersediaan lanjutan pendidikan dasar di 
setiap kecamatan, pendidikan vokasi yang belum optimal dalam 
rangka meningkatkan ketrampilan bagi anak sekolah dan 
belum tersedianya pendidikan inklusi secara merata. 
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b) Kesehatan  

Masih ditemukannya angka kematian pada ibu melahirkan, bayi 
dan balita, masih ditemukannya kasus stunting, angka kesakitan 
masih cukup tinggi baik penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS, 
Kusta, Filariasi) maupun penyakit tidak menular (Hipertensi, 
Diabetes Mellitus, Kanker, Jantung).  Sarana prasarana 
kesehatan masih belum standar dan masih kurangnya tenaga 
kesehatan untuk spesialis tertentu, masih kurangnya kesedaran 
masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan 
masih belum terpenuhinya peserta jaminan kesehatan. 

 
c) Tenaga Kerja  

Kota Banjarbaru memiliki bonus demografi, dimana penduduk 
usia produktif memiliki jumlah yang lebih besar 2 kali lipat 
dibandingkan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat menjadi 
potensi dan ancaman. Kualitas penduduk usia produktif yang 
baik akan meningkatkan kesejahteraan di Kota Banjarbaru, 
Namun apabila usia produktif tidak berkualitas banyak 
pengangguran maka ini akan menambah beban bagi 
Pemerintah Kota Banjarbaru.  Pengangguran di Kota Banjarbaru 
masih cukup tinggi, untuk itu perlu peningkatan ketrampilan 
calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.    

 
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan 

Kesejahteraan Masyarakat 
 
Peningkatan pertumbuhan ekonomi selain pada sektor dominan 
yang telah ada, juga akan ditingkatkan melalui sektor lainnya 
terutama pada bidang usaha industri pengolahan, UMKM, pertanian 
dan perikanan yang di harapkan mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat menengah dan memulihan 
perekonomian dampak pandemi Covid-19.  Di jadikannya Kota 
Banjarbaru sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yaitu 
kawasan kota bandara (Aerocity) dan sport city merupakan peluang 
Kota Banjarbaru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih 
meningkat lagi.  
 
a) Koperasi dan usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil 

Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi 
kecil tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.  Masih 
banyak wirausaha skala mikro kekurangan modal, ketrampilan, 
belum optimal dan pemasaran yang belum dilakukan. Sentra-
sentra industri yang dibentuk harus dikembangkan untuk 
memenuhi kebutuhan pasar di Kota Banjarbaru dan 
Kabupaten/Kota sekitar.  Belum optimalnya pengembangan 
kampung tematik. 
 

b) Penamanan Modal  
Masih rendahnya investasi jika dilihat dari potensi Kota 
Banjarbaru menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan. 
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Mempermudah perijianan untuk investor dan promosi potensi 
daerah adalah langkah kedepan. 
 

c) Pertanian, Perkebunan dan Perikanan  
Berkurangnya lahan pertanian, perkebunan dan pertanian 
menjadi tantangan bagi Kota Banjarbaru untuk meningkatkan 
produksinya.  Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan 
dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi 
prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang 
pertanian perkebunan dan perikanan.  
 

d) Perdagangan, Perhotelan dan Pariwisata  
Potensi ekspor di Kota Banjarbaru belum optimal dalam 
pengembangannya, hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor.  
Potensi lain yang mampu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi adalah jasa perhotelan dan pariwisata. Pengembangan 
destinasi wisata merupakan pekerjaan rumah yang harus 
dilaksanakan termasuk pengembangan ekonomi kreatif. 
 

e) Sosial 
Masih tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan 
yang masih relatif tinggi yang di sebabkan pandemi Covid-19.  
Masih diperlukan akurasi data terkait penduduk miskin. 
 

f) Kerjasama Pemerintah Daerah 
Kondisi keuangan daerah dan pusat yang saat ini masih 
memprihatinkan, dalam pembangunan infrastruktur perlu 
kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau dengan pola 
KPBU, yang di harapkan dapat mempercepat pergerakan 
ekonomi. 
 

 
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur pada Daerah Strategis 

dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi 
Bencana.  
 
Pembangunan infrastruktur pada daerah strategis untuk 
mempercepat pertumbuhan dan pemerataan.  Masih adanya 
kawasan rawan banjir pada titik tertentu, jalan yang memiliki 
drainase namun tidak berfungsi baik. Pelayanan angkutan belum 
melayani disetiap wilayah juga menjadi salah satu penyebab 
konektifitas antar wilayah.  Kualitas lingkungan yang baik akan 
terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup.  Pengelolaan sampah 
juga menjadi perhatian, karena kesadaran masyarakat dalam 
mengolah dan mengelola sampah masih kurang.  Masih adanya 
kawasan kumuh yang perlu di selesaikan, belum tercapainya luasan 
minimal Ruang Terbuka Hijau Publik dan belum optimalnya 
pengawasan bangunan. 
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4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah. 
  
Reformasi birokrasi masih menjadi isu nasional. Beberapa hal yang 
menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara 
optimal adalah Indeks Profesional Pegawai belum mencapai standar 
yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan, Indeks 
Kematangan informasi masih belum dilaksanakan.  Pengelolaan 
keuangan sudah mencapai WTP namun secara kualitas masih perlu 
mendapat perhatian.  Maturitas SPIP dan akuntabilitas APIL telah 
mencapai level 3 untuk itu juga perlu dilakukan peningkatan untuk 
mengurangi tingkat kesalahan dan korupsi.  Selain itu indeks Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik juga belum maksimal.   
  


